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ABSTRAK

Nama :  Niken Rahardina
Program Studi : Admimistrasi Kebijakan Publik
Judul ¢ Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani

Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir
di Kota Semarang}

Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat, Berawal dari
dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu Haghungan yang maju. Pada
tzhun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan
Pemerintah RI Neo. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka
Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adenya penataan ini maka pertumbuhan
unsue wilaysh Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarama dan prasarana seperii
Jjalan-jatan bara vang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daersh yang terisolir mulai
dibangun, Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang.
Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negert.

Seiring dengan pesatoya perkembangan tersebut, muncullah masalalemasalah yang harus
cepat ditangant seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk
akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan liogkungan terjadi karena kurang terkendalinya
¢ksploitasi laban di daerah atas schingga banysk tejadi lahan kritis dan ancaman
penurupsan  permuicaan  tanah.  Pemkot Semarang telah  melokukan upaya-upaya
pengendalian banjir diantaranya yaita normalisasi banjirkasal, pembangunan polder,
penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu
mengatasi banjir dan rob secara maksimal.

Penclitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota
Semerang (Studi Kasus: Bencape Banjir ¢ Kota Semarang) inl menggunakan metode
panelitian kualitatif, dengan nparasumber staf Dinas Pekerjsan Umum Kota Semarang,
Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Permakanan Kota
Semarang, scrta masyvarakat vang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.

Dengan menggunakan analisis data yvang bersumber pada haesil wawancara, data sekunder
seria dokumentasi maks diperoleh simpulan balwa pelaksanaan kebijakan pengendalian
banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya
mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertal peran masyacakat dan
stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagal
resapan sir. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat vang menditiken
bangunan-bangunan di atas tangh yang sebeparnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal
tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak mempricritaskan permasalzhan
banjir di Semarang.

Kata Kunci: banjir, kerusakan lingkungan
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ABSTRACT

Name : Niken Rabardina
Study Program . Public Policy Administration
Tille : Semarang City's Executive Policies in Handiing Matural Disaster in

Semarang (Case Study: Flood Disaster in Semarang).

City of Semarang foday have tremendous development. Back then, it was a swamp area
hefore it became a modern town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started
to be arranged. Based on Government Regulation Ne. 50 of 1992 on districts establishment,
Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth
became higher and relatively equal, Infrasiructure, like new roads which connected city
centers and isolated region started to be buill, Formal and informal sectors escalate equally
and complete each other. Many investors come from domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid
increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with,
Environmental destmction happened because there is a lack of control on soil exploitation
in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land
surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many offort
to anticipate flood for examples cleaning the canals from wastes, building polder
(reservoir), are among those efforts, Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood
in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Policies in Handling Natural Disaster in
Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The dafa of this
research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs
Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of
Semarang Garden and Cemetery Agency and alse loval people who live in in the nearby
neighbourhiood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is
concluded that the implementation of flood control policies in Semarang by the authority is
inappropriate. The city authority is only focus on creating infrastructure and not taking into
account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gulter to be
in fully function. It slsc hag not put a strict law on people who build semi-detached house
upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority
is ot put the programme io handle flood as it main priority.

Keywords: flood, environmental destruction
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BAB 1
PENDAKULUAN

.1, Latar Belakang

Kegiatan pembangunan memeriukan dukungan sumber daya alam baik sebagai
wahanra kegiatan maupun sebagai faktor produksi yang dipergunakan untuk menopang
aktivitas kegiatan ckonomi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuban manusia.
Keterkaitan antara penduduk dan sumber daya alam sangat erat. Perubshan vang terjadi
atas dinamika penduduk sangat berpengaruh terhadap aspek ingkungannya.

Faktor vang dapat mempengaruhi adanya cksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan di anksranya adalah tekanan penduduk, munculnya Krisis skonomi dan
adanya penyerahan beberapa wrusan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini karenz ada
pereepsi vang mengataken bahwa wilayah yang mampu mencukupi kebutuhannya
adalal wilayah yang memiliki potensi sumber dayva alam. Aparat dacrah belum
sepenuhnya memiliki Rapasitas yang memadat untuk mengelola sumber daya zlam dan
lingkungan hidup sehingga interaksi aparat, masyarakat dan swasta dalam
menyelesaikan permasalahan seringkali tidak efektif.

Apabila eksploitasi sumber daya alam tidak ditkuti dengan penerapan teknologl
yang ramah lingkuogan, pencrapan terhadap afuran-aturan vang ada dan tanggung
jawab semua pibak, maka akan terjadi berbaga muacam masalah., Masalah-masalah yang
runcol akibat ketidakseimbangan tersebut antara lain: (Majalah Media Semarang, Edisi
{1 Tahun 2008)

. Muncuolnya kasus pencemaran lingkungan.

2. Banjir dan kekeringan,

3. Degradasi sumber daya lanah yang mengakibalkan penurunan produks
pertanian.

4. Hilangnya keanekaragaman hayati.

Tantangan vang saat ini dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dao
lingkungan hidup adalah belum adanva kondist yang serasi antara ketersediaan sumber
daya atam dengan dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan

dimenst ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, Berbagai upaya penerapan teknologi

I Hniversitas indonesia
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ud

ramah  fingkungan, peningkaian kesadaran aparal, masysckae dan swasta dalam
pengelofaan  sumber daya alam dan menjaga Kesmambungan lingkungam  perdu
ditingkatkan. Upaya-upaya strategis vang melibatkan berbagal pibak baik ity swasta,
razsyarakat, pelake pembangunsn dan pemerintah dalam pengelolaan, pengawasan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan jepa perlu ditingkatkan.

Semarang merupakan Tbukota Propinst Jawa Tengah, dimana topografi wilayah
int terbagi meniadi dus macam yaitu Sewarang Atas dan Semarang Bawah. Di kola
Semarang sendirt ada daerah yang terietak di dataran tinggi, namun ada pula yang
terletak 41 dataran rendah. Bagi daerah yang terletak di datsren tinggi tidak perla
khawatir akan terkena banjir, namun daersh yang terletak di datarsn rendah harus selaly
bersiap-siap apabila suaty ssat banjir datang. Banjir yang sering melanda Semarang ini
tidak hanya dischabkan oleh hujan saja namun juga karena luapan air laut pasang (rob).
Hal ini sering terjadi di daerah yang disebut Kota Lama karena daerah tersebut letaknya
dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Walavpun tidsk dalam keadaan hujan, di
daerah Kota Lama int sering {erdapat genangan-genangan alr vang cukup tinggh yang
disebabkan alr laut yang pasang. Sedangkan daerah Pusat Kotz juga sering terkena
banjir apabila terfadi hujan deras. Permasalahan banjir ini sudah lama menghantui Kota
Semarang. Berdasarkan data vang termuat dalam Media Semarang (2008: Edist (4),
Kota Semarang pernah dilanda banjir besar pada tahun 1963, 1976, dan 1990,

Barijir lerjadi karena adanya ketidakssimbangan antass aliran masuk dan keluar
dari suatu Zona hagian sistem DAS {(Daerah Aliran Sungai) yaitu ketika fimlah air yang
masuk melampant kapasitas sungai. Jumiah air yang masuk ke sungal tergamtung
intensitas curah hujan, kondisi DIAS itu sendiri dan kondisi sungai. Banjir Kanal Barat
dan Timur yang memang fergolong iuas uatuk ukuran sunga: pada saat bujan deras
mengguyur dalam sstu hari saja debit airmya meningkat drastis, bahkan dalam
kenyataannya air vang ada di sungal banjir kanal tersebut hampir rata dengan
tanggulnya.

Media Semarang Bdisi 01 Tahun 2008 menjelaskan ada tiga hal yang
menyebabkan banjir vaibu

1. Keglatan manusia yang menyebabkan terjadinys perubahan teta ruang dan
berdampak pada perubahan alam.

Universitas indonesia
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2. Corabh hujon yang sangal tinggd, kenikan permukaan air laut, badai dan
sebagainya.

3. Degradasi lingkungan misalnya tidak adanya pohon-pohion pelindung yang
mampu menyerap air, pendangkalan sungat akibat sedimentasi, penyempitan
alur sungai.

Bencana Danjir mengakibatkan kerusskan fasilitas pelayanan sosial ekonomi
masyarakat dan prasarana publik. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka
penanggulangan banjir sangat nyata terutama dalam sktivitas tanggap darurat namun
bencana banjir memberi tambahan beban kenanéan nepara ferutama  untuk
merehabifitasi dan memulihkan prasarana publik yang rusak.

Bencana banjir sebenarnya tidak saja disebabkan fencmena alam yang berubah,
tetapi dapat pula diakibatian oleh tindakan menusia di dalam mengeksploitasi sumber
daya yang tidak dilkuti dengan upaya konservast Menurut Amsyari (1976: 72,
pengertian tentang banjir scbenarnya tidek terfalu sulit dan hampir semua orang
sependapat bahwa;

..apabila daratan yang biasanya kering menjadi terbenam oleh air yang berasal
dart sumber-sumber sir {seperti sungal, danan, laut) yang ada di sekitamnya, dan
sifatnya tidak selamanya. Per definisi dikatakan: flood are coused by a bedy of
water rising, swelling and over flowing land, kurang lebih berarti bahwa banjir
iu terjadi karena air yang ada di dalamt somber air menjadi meningkat
jumlahnya dan meluap menggenangi daratan sekitarnya.

Banjir di suatu wilayah pada dasarnya merupakan akibat dari dua hal yaitu:
1. Terjadinya lsapan air sungat.

Banjir karens luapan air suagal biasanya akibat dari dua fakior yaitu sampah dan
pendangkalan sungai. Sampah yang dibuang olel masyarakat ke sungal semakin han
semakin menumpuk sehingga pada saat hajan deras secara otomatis volume air sungai
meningkat, karena banyaknya sampab yang dibuang ke sungai maka aliran air menjadi
tersumbat dan mengakibatkan air tidak mengalir ke tempat yang seharusnya schingga
air sungai meluap. Pendangkalan sungai juga dapat menyebabkan banjir karena dasar
sungai vang semakin natk dan dangkal menyebabkan sungal tidak dapat menampung air
dalam volume yang besar. Akibatnya pada saai hujan deras, air yang tertampung hanya

sedikit karena dangkalnya sungai dan (erjadilab luapan air sungai,
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2. Terjadinys genangan akibat tidak mamadainya prasarans dradnose yang ada.

Menural Sochoed {2002: 3}, bangic dapat terjadi karenn berbagai faktor atau
gangguan dari daerah hulu. Akibat penebangan dan penggundulan hutan maka besaran
banjir akan meningkat di bagian hilir, angka-angka banjir terbesar untuk masing-masing
kurun wakiu jugd akan meningkat, jadwal terjadinya banjir dapat lebih merapat lagi.
Banjir juga dapat terjadi karena pesainya pembangunan gedung atau bangonan yeng
mengakibatkan ruang gerak air melalui sungai, saluran dan melalui resapan mulal
berkurang. Air hujan tidak dapat berdatan oleh karena tidak ada cukup ruang. Genangan
dapat juga terjadi akibat hujan lokal di kota itu sendiri karena tidak diberi alur-alur
pembuangan atay prasarana pembuangannya tidak memadai lagi atau tidak dipelihaca
dengan baik,

Mengenai penjclasan masalah rob, kelandaian suatu wilayah dapat jugs
mengakibatkan terjadinva banjir. Strakiur tanah yang landal menyebabkan air pasang
merambat nailk ke daratan. Sehenarnya terjadinya  banjir tidaklah sesederhana
pengertizanya, banyvak sekall faktor yang harus diperhatikan, Faktor utama mekanisme
banjir tidak boleh melupakan mals rantal seperti bentuk, sumber air, kondisi fisik dari
sumber air dan pembuangan altnys,

Upaya teknis yang dilakukan entuk mengendulitan banjir adalah dengan
penerapan prinsip pengaturan jumiah air di badan sungai dan mencegah air sampai di
badan sungai. Komsep pengaturan air di dalam daerah aliran sungai (DAS) dapat
dilakukan pata 3 1ahap proses yaifu:

1. Kelebihan air hujaa ditahan oleh pohon (intersepsi, siem flow dan evapotranspirasi).

2. Kelebihan air ijan ditahan ofeh tanah melalul proses infiltrast dan perkolasi dan
ditampung di aguifier.

3. Kelebihan air hujan ditahan oleh badan air dengan tujuan untuk mengendaiikan
Jjumiah aliran permukaan/vun off, bendungan, cek dam, semur resapan dan lain-lain,

Pendekatan konservasi air dengen cara memasukkan sebanyak mungkin jumlah
cural hujan ke dalem anab merupakan peadekatan vang ramab lingkungan dan murah,
Konservasi tanah dan air mempunyei efek ramah lngkungan karena air masuok ke dalam
tanah.
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Goldsmith dan Nicholag (1993: 74} menegaskan bahwa upaya pengendalian
banjir bisa dilakukan dengan mencegah penpgunduian hutan di deerali-dacrah rembesan
alv atan carchiment area dart sungaisungal besar. Sedangkan Amsyari (1976 §2-83)
mencpaskan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan banjir adalah
dengan proses reboisasi yaitu penghijauan hutan kembali dan menciptakan hutan-hian
batu schingga dapal menperlambat aliran atr, menyerapkan air ke dalam tanzh dan
memperkecil  tegadinya erosi yang ovantinya akan memperiambat terjadinya
pendangkalan sungai sehingga daya tampung sungai akan relatil’ lebih besar karena
untuk sementara sungai akan membuang aimya ke laut,

Usaha monitoring yang ketat terhadap curah hujan juga perlu dilakukan tertama
pada musim hujan. Curah hujan merupskan faktor yang sufit dikontrol cleh manusia.
Oleh karena ttu, pengamatan yang teratur agar tidak terjadi hal-hal yang mempermudah
terjadinya banjir. Pengendalian banjir bukan berarti harus selalo membuang air ke lagt
namu scbisa mungkin mengusahakan agar tingkat kerugian afau risiko baniic bisa
dicegah atau ditekan serninimal mungkin,

Kebijakan pengendalian banjir yang telah dilskukan tampaknoys belum
memasukkan pendekatan kelembagaan sebagai unit amalisisnva. Dengan adanye
pendekatan keiembagaan berarti organisasi publik vang melaksanakan fungsi dan tugss
pengendalian banjir seharusnya dapat dipertanggungjawalikan di depan publik.

Upaya-upaya yang sudah dilakvkan oleh Pemerimiah ¥Kota Semarang,
{selaniutnya disingkat dengan Pembot} di antaranya adalah:

. Meambangun Banjir Kanal Barat das Baajir Kana! Timur

Tujuan vtama Pemkot Semarang membangun banjir kanal adalah untuk
menampung air apabifa banjir datang. Banjir kanal yang dibangun ada dua yaitu
banjir kanal barat yang ferletak di Semarang Barat dan basjir kanal timur yang
tertetak di Semarang Timur, Ssjavh ini, pembangunan banjir kana! cukup berhasil
menampung debit air dalam jumiah besar. Namun, pembangosan banjir kanal juga
berisike. Risiko utama yang ditimbulkan oleh baniir kanal adalsh apabila tanggul
yang ada di banjir kanal tersebut jebo! maka air sungsi yang deras akan meluap
sampal ke daratan dant Iebih burk lagi, air tersebut akas masuk ke pemukiman

penduduk di sekitar banjir kanal,
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Membangun Polder di Kota Lama,

Pemkol Semarang membangen  polder untuk menampung sl b,
Pembangunan polder dipusatian di Kota Lama tepatnya di depan Stasiua Tawang
karena dacrah ini yang paling dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas sehingga
apabila air laut pasang terdapat genanpan-genangan air akibat rof. Pembangunan
polder ini pun berisiko yaitu apabila sir vang dBampeng dalam polder sudah
diambang batas maksimal maka polder sudah tidak dapat menampung lebih baayak
air lagl, akibatnya genaugan air yang ada akan semakin tinggi. Polder ini juga
menimbulican bais yang tidak sedap karena yang ditampung adalah air laut dan kofor
sehingga bau tersebut menggangen penduduk yang finggal di sekitar Kota Lama,
Meninggikan dacral yang rawan banjir

Pemkor sudah meninggikan daerah-daerah seperti Simpang Lima, Kota Lama,
wilayah Kaligawe dan sekitar Pasar Johar karena daewah-daerah tersebut sangat
sermg dilanda baniir dan rob. Namun, upayz ini pun belun berhasil karena deerab-
daerah tersebut masth dilanda banjir dan rob.

. Pembangunan Polder di Jalan Kaligawe.

Jalan Kaligawe merupakan jembatan penghubmng antara Kota Semarang
dengan Kota Demak. Di sepanjang Jalan Kaligawe ind setiap harinya terdapat ribuan
kendarsan yang lewat baik ity bus antar kota, truk, angkutan smusm, scrta kendaraan
pribadi. Bisa dibayangkan apabila dalam keadaan banjir vang setinggi satu meter
maka laian Kaligawe akan lumpuh total, Padahal di Jalan Kaligawe jupa ferdapat
banyak pabrik, Secara ofomatis apabila kondisi baniir maka secluruh aktivitas
perekonomian akan berhentl. Pemkot Semarang menyadari akan hal ini dan
mengeluarkan kebijakan untuk membuat pelder seperti yang terdapat di Kota Lama.
Polder ini fungsinya juga sama yeitu menampung air banjir untuk kemudian
dibuang di Banjirkansa!l Timer,

. Menambah Pompa Alr.

Pompa air yang lersedia di Koia Semarang dirasa kurang olch Pemkot

Semarang. Pompa aic ini berfungsl untuk menyedot air banjir yang ada di

pemukiman warga untuk kemudian dibuang Ke sungai tsrdekat. Pompa air yang
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wersedia di Kota Semarang pada tabun 2008 adalals sebanyak 13 pompa. Rencananya
Pemkot Semarang akan menambah jumiah ponypa air ierschut
8, Moembersihkan bantaran sungai dan penghijauasn.

Bagi para pemulung dan pengeris, daerah bantaras sungai biasanya menarik
untuk dijadikan tempat tinggal karena dekar dengan sumber air dan yang past
mereka tidak perla untuk membayar, Namun, bagl Pemkot Semarang pemandangan
seperti itw justru membahayakan. Tahun 2008 Pemkot Semarang menggistkan
gerakan pembersihan bantaran sungei baniitkanal barat mavpun timur, Pemko! juga
menggalakkan kegiatan penghijanan di Kota Semarang balk itu di lingkungas
perkampungan maupun di bantaran sungai. Hal ini sangat berpengaruly terhadap
peresapan air hujan,

Pemkot Semarang cenderung menyalahkan masyarskat dalam kagus bagiir ini.
Menuorut Pemkot, baniir itu discbabkan oleh saluran pembuangan air (drafmase) yang
terhambat akibat tersumbat sampall yang dibuang masyarakat. Namun, pihak Pemkot
sendirl jupa membiarkan bangunan-bangunan yang dibangun di ates saluran air yang
pada kenyataannya juga menghambat aliren air, Sebagian besar saluran air (drainese) di
Semarang sudah ditutup untuk pembangunan rumah, gedung dtaupun pusat perbelanjaan
schingga zir tidak dapat mengalir dengan lancar.

Pada kasas banjir akbir 2087, Bandara Ahinad Yani yang tidak pernah memiliki
catatan terkena banjir dengan sangal mengejutkan tiba-tiba ditutup Karena landas
pasunya tergenang air setingg! 1¢ ¢m. Semua penerbangan ditunda sampai wakiu yang
tidalk dapat ditentukan. Pthak Baundara mengerabkan mesin-mesin penyedot air.

Pemkot Sermarang menetapkan bencana baniir di Semarang int sebagai bencana
nasional. Pemkot Semarang sendid sudsh merencanakan pembangupen Waduk
Jatibarang di kawassn Kali Kreo, Kecamatan Guaungpati dan Mijen. Pernbangunan isl
pada dasarnya bertijuan untuk mengurangi dampak banjir di Semarang. Penetapan
lokasi pembangunan Waduk Jatibarang ditegaskan melalui Surat Keputusan (SK) No.
5937224 tertangpal 28 Agustus 2006, Apabila pembangusan Waduk Jutibarang ini
terealisasi maka dibarapkan akan mampu mengurangi debit air dari daerah atss
Semarang seperti Ungaran dan Kendal.
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Pembangunan Wadulk Jatibarang dilwrapkan selain dapat menanpgulangi bagjir,
juga mampu untuk meaingkatkan perekonomnian masyarakat sekitar waduk melalui
sektor pariwisata, perikanan dan irigasi pertanian, Waduk Jatibarang juga dirancang
untuk penyedia sumber air baku PDAM dan gembangkit Hisirik tenaga air (PLTA],

Banjir di Semarang seolah-olah sudah menjadi tradisi Gap tahun apalagi bagi
penduduk yang tinggal di wilayah Semarang Utara. Namun, masyarakat yang tinggal di
daerah-daerah vang rawan banjir terschut tidak persah mau pindah dart dacrah i,
Masyarakat lebih memilih untuk meninggikan bangunan rumah daripada pindah dengan
risike apabila terjadi banjir mau Gdak mau harus telap di dalam romah Kerena akses
untuk kelpar ferhalang banjir dan harus meninggikan bangunan rumah mereka tiap
tahun,

1.2. Pokok Permasalahan dan Perfanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasaishan tersebuf, maka dalam fesis ini
dirumuskan pertanvaan penelitian yaits “Bagaimana implementasi kebijakan Pemkot

Semarang dalam menangani baujir di Kota Semarang?”

1.3, Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untek mengevaluasi apakah kebijakan
yang diterapkan oleh Pemkot Semarang untuk mengatasi banjir sudah tepal atay belum.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena belum pernah dilakukan
sebelumnys, Secara teoritis akedemis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
evaluast terhadap kebijakan yang diambil ofeh Pemkot Semarang dalsm mengatasi
bagjir, scdang%zm dari aspck praktis diharapkan penelitian ind dapat memberikan
masukan untuk pelaksanaan kebijakan pencegahan banjir yang lebih baik kepada
Pemkot Semarang.
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1.4, Sistemaitia Penulisan

BAB |

BAB 2

BAB 3

BAB4

BABS

PENDAHULUAN
Berist uraian tentang kerangks pemikiran yang terdiri dari lIptar
belakang masalah, perumusan masalah, tgiuan dan  sigaifikansi

penclitian, serta sistematika penulisan.

: TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab ini diuraiken teori-teori yang mendasari pengertian seperti
teori kebijakan, teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan
serta konsep evaluasi kebijakan yvang akan digunakan sebapal konsep
desar dalam menjawab pertanyaan penelitian,

METODE PENELITIAN

Dalam bab hii diuraikan mengenal metode pesglitian yang digunskan
untuk menganalisa pokok permasalaban, di dalammys terdapat tekiik
pengumpulan data dan informam, tekoik analisis data, pendekatan
penclitian.

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PEMBAHASAN
Bab ini memaparkan tentang gambaran umu Kotz Semarang dan di
dalampvs juga akan dibshas tentang Daniir yang setiap tabun selalu
melanda Kota Semarang, Bab imi juga berisi dafa-daty yang telsh
dinlah dan dianalisis secara positivis dedukfif serta hasi{ jawaban dari
pertanyaan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti,

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kestmpulan hasi! penelitian dan darf kesimpulan tersebat
diajukan beherapa saran yang dapat éigixzzzakan sebapgai pertimbangan
dalam melaksanakan kebijakan wntuk menanggulang: banjir 4i Kota

Semarang.
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Tesis im dibagl menjadi 6 {enam) bab dan dilulis dengan sistematika sebagai
berikut;



BAB 2
TINJAUAN LITERATUR

2.4, Tinjanan Literatar
2.1, L. Ouiput Penclitian Sebelumnya

Dalam melakokan penclitian tenfang kebijakan Pemkot Semarang dalam
menangani banjir d&i Kota Semarang, perio dilakulean kapan literatur untuk mengetshui
hasil penelitia-penelitian sebelumnya. Studi pustaka i sangat bermanfaat bukan hanva
untuk mengeksplorasi teori-teort yang digunakan dalam penelitian tetapi dapat
dilakukan perbandingan untuk mengetahui kelebihan sekaligus kelemahan dalam
peneciitian-penetitian tersebut,

Dari hasi studi kepustakaan teatang penelitian yang terdahulu tidak ditemukan
tema yang sama dengan penslitian yang sedang dilakokan saat ini. Hanya dilemukan
satu judul penelitian vang berkaitan dengan pengendalian banjir yaitu penelitian Rahmat
Bayangkara NPM £9013i0144, Program Studi Time Administrasi, Kekhususan
Administrasi dan Kebijakan Publik tahun 2003, Pencliian tersebut mengambil judul
“Wineria Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Akuntabilitas Pemerintab Provinsi
DKI Jakarta Dalam Kebijakan Pengendalian Banjir)”

Penelitian {ersebut mengenalisis tentang bagaimana Kinerja Pemgrov DKI
Jakartz dalam kebijakan pengendalian banjir dan kendala apa saja yang dihadapi oleh
Pemprov DKI lskarta dalam meisksanakan kebijakan pengendalian banjir. Dalam
penelitian inl peneliti bertuiuan untuk meniclaskan dan mengevaluasi kinetia Pemprov
DK Jakarta dalam mengendalikan banjir serta berusaba menjelaskan kendala-kendala
yang dihadapi oleh Pemprov DK Jakarta dalary mengendalikan banjir.

Penelitian ini menggunskan metode penelitian kualitafif karena yang periama,
pendekatan kualitatif lebil mudall menyesuaikan dirf pada fenomena yang terjadi secara
berhadapan demgan kenyalasm ganda. Kedwa, pendekatan ini menyajiken secara
fangsung hakikat hubungan antara penulis dan responden. Ketiga, pendekatan ini lebih
peka dan Tebilt dapat menyesuaikan dirf dengan banyak penajaman pengaruh bersama

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Keempat pendekatan kualitatit lebih
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menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dinnmdinpkan dan
disepakati olch oranusia yang dijadikan sumber data.

Aspek-aspek vang dianalisis dalam penelitian int adalab yang pertama, aspek
akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umuey (DPU) Provinsi DK Jakarta sebagail unsur
pelaksana Pemprov DKI Jakarta dalam imelaksanakan fungsi pengendalian banjie di
Jakara. Kedua, aspek akuntabilitas struktur dan proses yang terjadi di Pemprov DKI
Jakarta. Ketiga, aspek skuntabilites prasarana dan sarana yang ada di lingkungan
Pemprov DK@ Jakaria. Keempat, akuntabilitas anggaran yang dialokasikan oleh
Pemprov DKI Jakarts,

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akuntasbilitas kinerja Pemprov DKI
Jakarta dalermn mengendalikan banjir masih kurang. Hal i#u dapat dilthat dari
kecenderangan Pemprov. DX Jakarta yang hanya bersifat membantu Pemerintah Pusat
di dalem melaksanekan kebijaksn pengendalian benjir. Sarana dan prasarana yang
terdapat ¢i DKI Jakarta jnge perly ditingkatkan lagi. Dari aspek anggaran juga periu
ditingkatkan lagi sesuai dengan nilaj aset yang dilindungi.

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani
Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang)
lebih mengarah pada sualisa mengapa kebijakan Pembkot Semarang belom mampu
untuk mengatast baniiv di Kota Semarang. Penelitian ini berupaya untuk meneari letak
kesalahan yang menyebabkan baajir dan rob masih teriadi ity pada siapa, apakah dslam
kebijakannya atau dalam pelaksanean kebijakannya. Penclitian ini juga menjabarkan
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam menangani banjir dan
rob. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan basis teori yang digunakan adalah
teori evaluasi kebijakan. Teori inilah yang digonakan untuk menganelisis pokok
permasalahan yang terjadi di Kotz Sernarang. Di bawabl ini terdapat mataks yang
membandingkan antara tesis yang berjudul “Kinerja Pemerintah Provinsi DK Jakarta
(Studi Akuntabilitas Pemermtah Provinsi DKI Jakarta Dalam Kebijakan Pengendalian

Banjir)” dengan tesis inl:
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Tabel 2.1

Perbandingan Tesis Rahmat Bayangkara dan Niken Rahardina

e
AL Tk R TAT L

Kinerja Pcmerimah Prownm
DKI Jakarta (Studi
Akuntabilitas Pemerintah

‘KCbI Jakan Pemermtah Kola“

Semarang Dalam Menangani

Bencana Alam di Kota

Judul Provinsi DKI Jakarta Dalam Semarang (Studi Kasus:
Kebijakan Pengendalian Bencana Banjir di Kota
Banjir) Semarang)
Teori Teori Kebijakan Publik Teori Evaluasi Kebijakan
Metode Penelitian kualitatif Penelitian Kualitatif
Data diperolch dari Data diperoleh dari dokumentasi,
Data dokumentasi, wawancara dan | wawancara dan observasi.
observasi.
Akuntabilitas kinerja Pemprov | Analisis implementasi kebijakan
- DKI1 Jakarta dalam Pemkot Semarang dalam

Permasalahan

mengendalikan banjir dan
kendala-kendala yang dihadapi

dalam mengendalikan banjir.

menangani banjir dan rob di

Kota Semarang
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Akuntabilitas kinerja Pemprov
DKI Jakaria dalam
mengendalikan banjir masib
kurang, Pemprov, DK Jakaria
yang hanya bersifat membantu

Pemerintah Pusat &1 dalam

anggaran juga perit
ditingicatican lagi sesuai
dengan nilgl asel yang

difindungi.

Pelak sanaan kebijakan
penanganan banjir dai rob di
Tapangan ita saizh. Pemko
Semarang hanva
mentikberatkan pads
pembangunan fisik pengendal

melaksanakan kebijakan banjir saja sedangkan faktor
pengendalian baniir. Sarana Partisipasi masyarskat dan
dan prasarana vang terdapat di | stekeholder tidak disertakan
& Hagil DK Jakarts jugs pedn Pemikot Scmarang jugs
ditingkatkan lagi. Darl aspek moembiarkan saja masyarakat

mendirikan bangunag dengan
seenaknya di laban-lahan yang
dipernmtokkan sebagai resapan
air, Pemkot Semarang terkesan
tidak memprioritaskan
penanganan banjic ind sebagst
prioritas utama.

2.1.2. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus difadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagl setiap usaha darl Aparatur Pemerintah sehingga tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam mencapst twjuan yang telab ditclapkan. Enlay dan
Prewitt dalam Jones (1996: 6) menegaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan fefap
yang dicirikan oleh konsistensi dan repetitiveness tingkah lako dari mercka yang
membuat dan dari mereka yang mematubi keputusan tersebuf. Suatu kebijakan
tergantung pada pola keterlibatan perilaku kebijakan karena dapat mempengaruhi
keputusan Pemerinizh,

Kebijakan merupakan intervensi atau tindakan tertentu yang dirancdng untuk
mencapai suatu hasil yang diharaplan, Kebijakan juga merupakan serangkaian kegintan

{course of actior) dan maksud tertenty yang diikuti oleh seseorang atau satu perangkat
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aktor dalam mengatast masalah yang muncul. Suatu kebijakan tergantung pada pola
keterlibatan perilaku kebijakan karena dapat mempengaruhi kepistusan Pemerintah.
Wahab (1997: 3} menegaskan bahwa kebijakan adaiab svatu tindakan berpola yang
mengarah pada tujuan eitents dan bukan sekedar keputusan ontuk mebakukan sesuaty,
sedangkan Anderson {1978} dalam Wahab (1997: 7} merumuskan kebijakan sebagai
perilaku dari sejumlah aktor {pejabat, kelompok, instensi Pemerintalsy atau serangkaian
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Mernurat Soetaryono (1999: 12) kebijakan dapat dibedakan menjadi dua hal
yaitu kebijakan intermal dan kebijakan eksternal. Kebijakan internal (kebijakan
manaierial} vaitu Kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam
organisasi Pemerintahan seadiri sedangkan kebijakan eksternal (kebijakan publik} yaitu
kebijakan yang mengikat masyarekat. Soetaryono kehih lanjut menegaskan bahwa
dalam menyusun Kebijakan hendaknya:

I. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi.

2. Konsisten dengan kebijskan lain yang berlaku,

3. Berorientasi pada kepentingan vmum.

4. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan ari dan maksud.
5. Dirumoskan secara tertulis.

Datam menyusun kebijakan dapat dipastikan ada serangkaian askiivitas
intelektual yang dilakaukan di dalam proses kegiatan yang pada dasamnys bersifat politis,
Aktivitas politis  tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan
divisualizasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut
urutan waklu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan, Analis kebijakan dapat menghasilkan
informasi yang clevan dengan kebijakan pada satu atan beberapa proses pembuatan
kebijakan tergantung pada tips permasalalian vang dihadapi Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebljakan merupakan suatu
pedoman tertulis yang dijadikan pegangan bagi Aparatur Pemerintah di dalam reencapai

tnjuan yang telah ditetapkan dan bersifat mengikat bagi selurub lapisan masyarakat.
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2.1.3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan intermnasional disebut sebagai public policy.
Keberadaan kebijakan publik tidak dapar lepas dard istifah negara. Menurut Dwijowiiote
{Z2003; 2} igtilah negara bersifat meluas yajtu:

1. Berkenaan dengan siapa saja dan apa waja yang tinggal di negara tersebut.

2. Berkemaan dengan siapa sajs dan apa saja yang menjadi bagian dari negara tersebut
haik ketika berada di dalam negara tersebat maupun di luamya.

3, Berkerman dengan siapa saja dan apa sajz vang berhubungan dengan negara dan
warga darl negara tersebut,

Melihat keterangan tersebut di atas, kehidupan bersama yang kita batasi sebagai
negara secara absolut mengatur apa dan siapa yang ada di dalam wilayah negara, dan
secara refatif mereka yang menjadi bagian dari negara tetapi tidak berads di dalam
negara dan merska yang berhubungan dengan negara torsebut. Atas dasar itu semua
maka scbuah kehidupan bersama harus distur. Tujuannya adalah supaya antara satu
dengars vang lain tidak saling merugikan. Afuran itu tidak hanya sekedar mengatur
melainkan diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya dan beriaku mengikat.
Aturan tersebut yang dipahami sebagai kebijakan publik.

Cochran dan Malone {199%: 1) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah studi
mengenal keputusan-keputusan Pemerintah dan rencana aksi untuk memecahkan
masalab-masaiah publik, Lebih lanjui Cochran dap Malone {1999 12) mengatakan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk pengawasan Pemerintah yang
biasanya diekspresikan dalam suatu peraturan, keputusan atau perintah.

Dye (1992: 2.4} mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesnatu yang
dikerjakan Pemerintah, mengapa mercka melakokan, dan hasil yang membuat sebuah
kehidupan bersama tampil berbeda, sedangkan Laswell (1979 4) mendefinisikon
kebiiakarr publik scbagal suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuss
tertentu, nilai-nifat terfentu serfa  praktek-prakick tertentn. Friedrick (1963: 7%)
mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakon serangkajan tindakan vang
diusulkan seseorang, kelompok atan Pemerintah dalam svatu lingkungan terfenty,
dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut

ditujuken untuk memanfaatkan polensi sekaligus menpgatasi hambatan yang ada dalam
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rangka mencapai juan tenentu. Easton (19650 212} mclukiskan kebiiakan publik
sehagai pengaruh {(impacr) dari aktivitas Pemerintah. Perumusan mengenai kebtjakan
publik vang sederhana adalsh bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuaty vang
dikerjzkan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah,

Pada dasarnya studi kebijakan publik merupskan studl yang mempelajari
keputusan-keputusan Pemerintah dalam  mengatasi suatu masalah vang menjadi
perhatian publik, Menurut Arifin dan Didik (2001: 7) kebilakan publik adalah suvatu
produk kompromis dari sckumpulan kepentingsn yang mengatasnamakan Kepentingan
bargama dan dibawa oleh para politisi dengan segala ambisi dan tujuannya dalam suaiu
proses transaksi politik.

Menurut Dunn (1981 893, kebijakan publik merupakan disipiin fimu sosial yvang
menggunakan berbagai metode penclitian dan peagkajian guna menghasilican
memanipulast informasi-informasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memecabkan
masaleh  kebijakan dalam lingkungan politik tertents. Dunn (J9%8; 289) juga
mengemukakan bahwa kebilakan publik merupakan rangkatan panjang pilihan-pilihan
yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untok tidak berbuat, vang dibuat
oleh kantor-kantor atau badan-badan Pemerintah,

Menurut Dwilowiioto {2003: 507 kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan
yang mendorong sctiap warga masyarakat untuk membangun daya saingaya masing-
masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan,

Dwijowijoto juga mencrangkan bahwa produk-produk kebijakan publik yang
ada sangat beragam di antaranys yaitw;

{. Peraturan Pemerintah (PP)
2. Keputusan Presiden (Keppres)

fd

Kepumsan Megteri (Kepmen) atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Produk-produk kebijakan publik yang dibuat di tingkat daerah adalah:
1. Keputusan Gubernur, dan bertingkat kepntusan dinas-dinas di bawahnya,
2. Keputusan Bupati, dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.
Dalam mempelgjari kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari peran
Rirokrasi, Birokrasi dapat dijabarkan sebagai snate lembaga vang sangat kuat dengan

kemampuan untuk meningkatkan Kapasitas-kapusitas potensial terhadap hal<bal yang
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baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang

netral pada skala yeng besar, sedangkan birokrasi dalam prakick dijabarkan sebagai

Pegawal Negeri Sipil.

Weber (1992; 1964) mengungkapkan terdapat beberapa ciri darl organisasi ideal

yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kehidupan publik agar lebih efisien dan
efektif yaitu:

ig

wos W

o

16,

Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas
impersonal dari jabatar-jabatannya.
‘Terdapat hicrarki jabatan yang jelas.
Fungsi-fungsi jabatan diperinei dengan jolas.
Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.
Mereka diseleksi atas dasar kualifikasi profesional yang secara ideal diperkuat
dengan diploma vang diperoleh melslui ufian.
Mereka digaji dengan vang dan bissanys mempunyai hak-hak pensiun.
Pekerjaan pejabat inlah pekerjaannya yang satu-satunya das yang
Terdapat suaty strukfur karier dan kenaikan pangkat adalesh yeng mungkia baik
melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para atasan.
Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya pribadi begitu pula
sumber-sumber yang menyentai kedudukan itn.
Pejabal tunduk kepada pengendalian yang dipersatukan dan kepada sisiem
disipliner,

Dua hal yang menjadi acuan dalam administrasi pemerintahan yain
Isu yang dibahas adalah kebijakan poblik.
Aktor terpenting dalam kebijakan publik adaiah Pemerintab namun Pemeriniah
dalam hal ini identik dengan organisasi publik di dalam makna negara.

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga

masyarakat untuk menjerumuskan ke datam pola ketergantungan. Tiga hal yang penting

di dalam kebijskan publik yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan
evaluasi kebijakan,
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214, Teori Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijiakan hanya akan menjadi catafan-catatae ¢iit jika program
tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karens itu, keputusan program kebijakan vang
telah diambil sebagai alternatif pemecahan masaish harus diimplementasikan yakni
dilaksanakan oleh badan-badan administeasi maupun agen-agen Pemerintah di tingkat
bawah, Kebijakan yang telah dismbil dilzksanakan olelt unit-unit administrast yang
memabilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini
berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat
dukungan para pelaksana (bhaplementators), samun beberapz yaag lain mungkin akar
ditentang oleh para pelakasna,

Fandall dan Frankiin {1982: 4) menegaskan bahwa implementasi adalah apa
yang terjadi setelah peraturan dilalui oleh kewenangan suatu program, kebijakan, atau
beberapa jenis outpul vang nyata. Definisl implemeniast tersebut mengacy pada
aktivitas-aktivitas yang mengikoti staterment-stofement teptang program, tujuan dan
hasii dar! aparat Pemarintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebush kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Untek mengimplementasikan kebijekan, maka ada dua
pilihan langkah yaite langsung mengimplementasikan dalam bentok program-program
atau melalul formulasi kebijakan turunzn dar kebilakan publik wrsebut. Berdasarkan
pendapat Dwijowijoto (2003: 158-159) implementast kebijakan secara umum dapat
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Implementasi Kebijakan

[ Kebjjaican Publik |

i

¥ ¥
! Kebjakan Pubiik Penisis | Progem lalerverst l
¥

I
i Proyek ivisevensi

¥

I Kegiatn Intervensi ——| "

*

1 Pubkkidzsyamsl ]
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Kebijakan publik dalam benwuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis
kebijakan publik yang memerfukan kebijakan publik penjelas atau vang sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan, Kebijakan publik yang bisa langsung
operasional antars lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Dinas dan ain-Jain. Kebijakan publik, sejak formulasi hingga implementasi
periu mengikuti kaidab-kaidah yang digambarkan dalam bagan tersebut di atss karena
merang kaidah tersebut bersifat ghver atau tidak dapat dinlak,

Pada dasamya, tujuan kebjjakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu,
implementasi kebijakan sebenamya adalah tindakan {ection) intervensi itu sendiri.
Mazmanian dan Sabatier (1983: 88) memberikan gambaran bagaimana melakukan
intervenst atau implementasi kebiiakan dalam langkah berarutan sebagal berikut:

Gambar 2.2
Implementasi Kebijakas

Tdentifikasi masalah yang
tvarys diintervenst

k 4

Menenoskan tujuan vang
Hendek dicapat

Y

Meraticang struktur proses
implargnitasi

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada
di dalam kerangka organizing-leading-conirelling. Oleh kargna itu, ketika kebijakan
sudah dibuat maka tugas sclanjutnya adalah menporganisasikan, melaksanakan
kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan
tersebut.

Dwilowijoto {2003: 179-181) mengatakan ada empat “tepat™ yang perly
diperuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitw
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1. Apakeh kebijekan ttu sudah tepat?
Ketepatan kebijakan int dinsal dari seiauly maena kebijskan yang ada rwelsh
bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
Sist kedus dand kebijekan adalah apakah kebijakan tersebut dirvmuskan sesusi Jos—
dengan karakter masalah yang hendak dipecabkan, Dan sisl yang ketiga adaish
apakah kebijaken dibuat oleh lembaga vang mempuiyal kewenangan yang sesvai
dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksananya
Aktor implementasi kebijakan tidak hanya Perverintah. Ads tiga lembaga yang
dapat menjadi pelaksana yaitn Pemerintah, keriasama antara Pemeriotah dengan
muasyarakat stau swasta, atau implemeniasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan
pengendalian baniir ini seharusayz merupakan kerjasama antara Pemerintab dengan
masyarakat atau swasta karena peran masyarakat juga penting dan hasi] akhir dani
pengendalian banjir ini adalah untuk masyarakat,

3. Tepat Target
Ketepatan mi berkenazan dengan tiga bal yaitu apakah target vang diintervensi sesual
dengan yang direncanakan, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk dilntervensi
serta apakah intervsnsi implementasi kebijakan bersifat baru atsu memperbaharui
implementasi sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan
Ada dua lingkungan vang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan den
lingkungan ckstermal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara ===
lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebiiakan dengan lembaga lain yang
terkait. Sedangkan lingkungan cksternal kebijakan yalty persepsi publik akan
kebijakan dan implementast kebijakan, smterpretive institutions yang berkenadn
dengan interpretas dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat,

Parsons (2001: 464) mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan tidak berakhir
setelah  kebijakan  ditentukan  atau  disetujui.  implementasi adalah pelaksanaan
pernbuatan kebijakan denga cgra-cara lain. Implementasi membutuhkan sistem kontrol

dan komunikast fop-down dan sumber days yang dapat menjalankan tugas implementast
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tersebutl. Hal inf dimaksudkan bahwa pembuat keputusan semestinys tidak menjanjikan

apa-apy yang tidak bisa mercka penubii,

2.1.5, Kebijakan Pelavanan Lingkungan

Salah satu dampak regatif kerusakan lingkungan adalah timbulnya bencana
alam berupa banjir yang merugikan masyarakat dan membahayakan jiwa manusia,
Menurut Biackman (1995: 103.141) ada beberapa peran yang dapat dilakuian oleh
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan-pelayanan terhadap proteksi publik
dan lingkungan. Dalam hal proteksi terhadap publik dan lingkungan, Pemerintah dapat
melindungi masyarpkat darl ancaman bencana yang mengskibatkan korban jiwa,
kerugian harta benda, kerusakan Hngkungan, kerusakan sarana prasarand dan fasilitas
umum, serta gangguan terhadap fata kehidupan dan penghidupan masyaakat Di
samping i, Pemerintah juga dapal mielakukan berbagai macam kebijskan untuk
menanggulangl bencana alam, seperti bencana banjir yang terjadi di perkotasn. Pada
dasarmya kebijakan pelayanan lingkungan adalah kebliskan yang terkait dengan
pemberian layasan dalam sarans dan prasarana pengendahi banjir.
Menurut Devas dan Rakodi (1993 132-152) pelayanan peckotaan mengacu pada
sekelompok aktivitas yang sangat penting dalam kinerja yang efisien dari operasi-
operast infrastrukiur kota, seperti menyediakan sarana dan prasarana kota. Brimdtland
Report dalam Scemarweto (1992: 5} mendefinisikan pembangunan berkelanjutan atau
sustainable development scbagai pembangunan yang beruszha memenuhi kebutuhan
hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi
kebutehan mereka. Untuk mencagai &ijuan utama tersebut maka pertumbuhan ekonom
harus berkelanjutan yang artinya konsumst terhadap sumber daya yang dapat diperbarui
atau renewabilitizs tidak boleh melebilu tingkat generasinya, dan penggunaan sumber
daya yang tidak dapat diperbarul atau ron renewabilities hendaknya tidak boleh lebih
cepat dari substitusi-substitusi veng bisa diperbarul, Di bawah imi merupakan bagan
pengelolaan sumber daya air di perkotaan:
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Ganibar 2.3
Pola Pengelolaan SDA di Perkotaan
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kote Semarang, 2008,

Dalam membahas pertumbuhan ekonomi, sangat penting mengaitkan kebijakan
perkotaan dengan kebijakan pelayanan lingkunpan pada tagkat Pemerintah Dacrah
mengingal pelaksanaan perckonomian lingkungan daemh dapat memberikan sedikit
pengaruh pada prakiek-prakiek pembengupan ckonomi dari otoritas lokal, Menurut
Barker {1993} dalam Blackman {1995: 223.248) tidak ada bukii bahwa negara-negara
dengan kebijakan pelayanan lingkungan vang kuat mengalami pertumbuhan ekonomi
yang lebih rendah,

Nyoman {1991: 5} mengemukakan bahwa kerusakan lingkungan adalah adanya
beberapa  bagian dari  komponen-kemponen  lingkungan  vang  tidak  berjalan
sebagaimana mestinya sehingga terganggunya keseimbangan hebungan antara sub
sistem dalam lingkengan tersebut,

Menurot pendapat Blackman (1995: 223.248) kebijaken lingkungan perkotaan
adalzh esensi dari scbuah paradigma kebijakan perkotaan secara keseluruhan. Kebijakan
Hingkungan perkotaan dupat wenambah dimensi distribusl lintas gengrasi vang
memenuhi kebutvhan-kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi-

generasi dimasa mendatang Jdalam memenchi kebutuhan mereka dongan pengurangan
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atay penwrunan kualitas sumber daya yang ada. Salah satu dampak negatil kerusakan
lingkungan adalah timbulnya bencana alam Lerupa banjir yang merugikan masyarakat

dan membahayakan jiwa manusia,

2.1.6. Evaivasi Kebijakan f

Scriven {1965 22 dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Pengevahuasi harus mengevaluasi” merupakan penilaian itv sendiri tefapi

sekaligus juga merupskan fautologi. Karena ilu lupakan anggapan bahwa

evaiuasi merupakan persoalan opini atau sclors, Evaluasi merupakan persoalan
fakta dan logika dan lebih penting dart yang paling penting.”

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk
pada aplikasi beberapa skala nilai techadap hasil kebijakan dan program. Secara umum
istilah evaluasi dapat disamgkan dengan penaksiran (gppraised), pemberan angka
(rating} dan penilaian {(assessmend). Dalam arfi yang lebih spesifik, evalvesi berkenaan
dengan produksi informasi mengenal nilai ateu manfaat hasil kebijakan, Ketila hasil
kebijskan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal inf karena hasil tersebut memberi
sumbangan pada tujuan atay sasaran.

Pada tabap evaluasi kebiigkan ini, kebiiakan yang telah dijalankan skan dinilai
atau dievaluasi dengan tuivan uatuk melibat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah
mampu memecabkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih
dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan masalabh vang dibadapi oleh
masyarakat, Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang
menjadi dasar uniuk menilal apakah kebijakan publik telah mierath dampak yang
diinginkan. Apabila kebilakan dipandang sebagal suatu pola kegiatan yang berarutan
maka evaluasi kebijakan merupakan tahap azkhir dalam proses kebijakan. Evaluasi
dilakukan karens tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan.
Sifat Evaluasi

Gambaran utama evalvasi adalah bahwe evalussi menghasilkan tuntutan-
tuntutan yang bersifat evaluatif. Evaluasi memiliki karakteristik yang membedakannya
dari metode-metods analisis kebijakan Isinnya yaitu:
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. Fokus nila,

Evaluast berbeda dengan pemantauan, evaluast dipusatkan pada pentlaian vang
menyangkut keperluan arau nilai dari sesuatu kebitakan dan program. Evaluasi terutama
merupakan usaha untuk menentukan manfast atau kegunaan sosial kebijakan atau
program dan bekan sekedar usaha untuk mengumpulkan informast mengenat hasif aksi
kebijakan vang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Care (1971: 2) mengemukakan
bahwa ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan selalu dipertanyskan dan evalvasi
mencakup prosedur untuk mengevaluast iujuan-tujuan dan sasaran itu sendid,

2. Inierdspendensi Fakta Nilal

Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nifai. Untuk menyatakan bahwa
kebijakan iertertu telah mencepal tingkat kinera yang tertinggl (atan rendah)
diperiukan tidak hanya baliwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumiah individu,
kelompok atau seluruh masyarakat namun juga harus didukung dengan bukti bahwa
hasii-hasi! kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang
dilakukan untek memecahkan masalah tertentu oleh karena itu pemiantauan menipakan
prasyarat bepl evaluasi,

3. Qrientast Masa Kini dan Masa Lampau.

Tuntttan evatuatif berbeda dengan tuntutan advokatif vang diarahkan pada hasil
evaluasi sekarang dan mase lafu. Evaluasi lebih bersifat remospekeif dan setelah aksi-
akst difakukan (ex post).

4. Dualitas Nilai,

Dnn (2003: 6093 mengemukakan bahwa nilai-nilal vang mendasari tuntutan
evaluasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang sebagni tujuan dan sekaligos cara,
Nilai-nilai sering ditata di dalam snat hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif
dan saling keterganfungan antar wivan dan sasaran.

Fungsi Evaluasi

Evahiast memainkan sejumizh fungsi itama dalam analisis kebiiakan, Perdama,
evaluast memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kineria kebijakan

yattu seberapa jauh kebutuhan, nilal dan kesempatan lebih dapat dicapai melalui
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tindakan publik. Lvaluast mengungkapkan seberapa jaul wuan-sjves terientu dan
target tertentu telab dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada Klarifikasi dan
kritik tershadap nilai-nilai yang mendasari pemiliban tujuan dan target. Nilai tersebut
diperjelas dengan mendefinistkan dan mengoperasiken tujuan dan target.

Menurut Samodrs Wibawa dalam Dwijowijote (2003: 186-187), evaluasi
kebijakan memitiki 4 funpsi vaitw
1. Eksplanasi

Melalui evaiuasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat
suaty generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang
diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan
aktor yang menduking keberhasilan atau kepagalan kebijakan.

2. Kepatohan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukao oleh para
pelaky, baik birokrasi maupun pelaku lalnnya sesuai dengan standard dan prosedur
yang ditetapkan oleh kebijakan,

3. Audit

Mefalui evaluasi dapat diketahui apakah ouprs benar-benar sampai ke tangan

kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting '

Dengan evaluasi dapat diketahui apa aldbat sosial ekonomi dari kebijakan
tersehut.

Menurat Winameo (2007: 225-226), evaluasi dilakukan karena tidak semua
program kebijakan publik meraih hasil yang diingiekan, sedangkan menurat Jones
{1975: 199} evaluasi ditujukan smtuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan
atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak
yang diinginkan. Dalam bahasa vang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang
bertujuan untuk menilai manfaat suata kebijakan,

Menurut Lester dan Stewart (2000: 126}, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke
dalam dua tugas yang berbada, Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-
konsekuensi apa vang ditimbulkan oleh suatu kebilakan dengan cara menggambarkan

dampaknya. Tugas ini merjuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan
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pubiliic mencapat fujuan atan denpak vang disnginkan algu tidak. Tugas kedus adalah

untuk menilal keberbasilan atau kegagnlan dar suats kebijakan berdasarkan standard

atau kriteria yang tziah ditetapkan sebelumnya. Tugas int berkaitan erat dengan tugas

yang periama.

Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan

Bvaluast memiliki dua aspek yang saling berhubungan yaitu penggunaan

berbagai macam metode untul memantau hasii kebijakan publik den program serta

aptikesi serangkaian nial untuk menentukan kegumsan hasil kebijsken ierhadap

beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan,

1.

Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu:
Evaluast Semu :
Evaluasi semu merupakan peadekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif
antuk menghasilkan informasi yeng valid dan dapat dipercaya mengenai hasil
kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atay nilal dani basil-
hiasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi utama dari
evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang mandast atau nilal merupakan sesuata
yang dapat terbukti sendiri (seffevidens) atan tidak kontroversial.
Evaluasi Formal
Bvaluasi formal merupaian peadekatan yang menggunakan metode deskeiptif untuk
menghasilkan informasi yang vslid dan cepat dipercaya mengenst hasil-hasil
kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tofvan program kebijakan
yang telah divmumbkan secarz formal oleh pembuat kebilakan dan administrator
program. Asumsi utama dalam cvaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target
diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau pilai
kehijakan program.

Variasi Evaluasi Formal
Variasi evaluasi formal int memiliki 4 tipe evaluasi yaitu:

a. Evaluasi perkembangan menunjuk pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas evaluast

yang secara cksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf
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program, Fungsi darl evaluasi perkembangan ini adalah untuk mengabbkan staf
dari kelemahan yang baru dismulai atau kegagalan yang tidak dihavapkan dari
program dan unwk meyakinkan layak tidaknva operasi yang dilakukan oleh
giapa saja yang bertanggung jawab terhadap operasinya,

b. Evaluasi proses retrospekiif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah
nrogram tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertenty, Evaluasi ini cenderung
dipusatkan pada masalah.masalah den kendala-kendala yang terjadi sclama
implementasi kebijskan dan program, tidak memperkenankan dilakukannya
manipulasi langsusg terhadap masukan {misalnya pengelusran} dan proses
{misalnya sistem pelayanan alteroatif).

¢. Evaluasi eksperimental meliputl pemantauan dan evaluasi hasil di bawah kondisi
kontrol langsung terhadap masukan dan  proses kebijakan. Bvaluasi
eksperimental yang ideal secara umum merupakan faktor ®eksperimen ilmiah
yang terkontrol”, dimana semua faktor vang dapat mempengaruhi hasil
kebijakan kecuali variabel-variabel proses dan masukan khusus dikontrol,
dipertahankan konstan atau diperiakukan sebagal hipotesis tndingan yang
masuk akal.

d. Evazluasi hasil retrospekiif pugs melipufi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi
tidak disertai dengan kontrol langseng terhadap maesukan-masokan dan proses
kebijakan yang dapat dimanipulasi,

¢. Evaluasi keputusan feoritis merupakan pendekatan yang menggunakan metode-
metode  deskriptif  ontuk  menghasilkan  informast  yasg  dapat
dipermanggungiowabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara
eksplisit dinilai olch berbagai macam pelaku kebijakan.

Anderson (1969: 151.132) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe vaitue

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegialan fuongsional. Apabila evaluasi

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional maka evaluasi kebijakan dipandang
schagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itw sendiri. Para
pembemtuk  kebijakan  dan  administrater  selalu  membuat  pertimbangan-
pertimbangan  mengenai  manfast  ataw  dampak  dari kebijakan-kebijakan.

Pertimbangan-pertimbangan ini banyek memberi kesan bahwa perfimbangan tesebut
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didasackan pada bukil yang tespisab-pisah dan  dipsngaruli oleh  ideologi,
kepentingan para pendukongnys dan kriteria-keitera lainnya,

Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekedjanys kebijakan atau program
terteniu, Tipe cvaluast int berangkat dari pertanyaan-pertanyean dassr seperti
“Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang
menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan)? Berapa jumlabnya?”. Dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan
mumfokuskan dirl pada bekeranya kebijakan maska evaluasi akan membicarakan
seeugly mengenal kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan kebdjakan atau
program. Hvaluasi seperti ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungannya untuk
menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap
masyarakat.

Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru,
namun akhir-akhir ini telah mendapat perhatien vang meningkat dart para pembuat
kebijakan. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan
vany dijalankan untuk mengukur dampaknyz bagl masyarakat dan melihat sejaub
mana juan-tujuan vaog tejah dinyatakan tersebut tescapal. Evaluasi sistematis
diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak
pada seiauh mana  kebijakan tersebut menjawab  kebutuhan atau  masalah
masyarakat,

Suchman dalam Jones (1975: 209-210) menpemukakan bahwa evaluasi

kebijakan mempunyal enam fangkah yailw:

1.

G wp

Mengidentifikasi tufuan program yang akan dicvaluas,

Analisis terhadap masaiah,

Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

Menentuken apakah perubshan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan
fersebut atau kavena penyebab yang lain.

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Sushman juga mengidentifikasikan beberapa pertanyaan operasional wntuk

menjalankan riset evaluast seperti: “Apakab yang menjadi isi dar kebijakan? Siapa
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yang menjadi target kebijakan? Kapan perubshan yang diharapkan terjadi? Apakab
dampek vang diharapkan besar? Bagaimenakah twjuan-tejuan terschut dicapai?” Dari
keseluruhan pertanyaan yang tercantum di atas, mendefinisikan masalah merupakan
(ahap yang paling penting datam evaluasi kebijakan. Setelah masalab didefinisikan

barulah tujuan dapat disusun secara jelas.

Kriteria Evaluasi

Dunn (2003: 420438} mengemukakan bahwa dalam menghasitkan informasi
mengenai kineria kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbuda-beda unfuk
mengevaluasi hasil kebijakan. i bawah ini adalah beberapa kriteria evaluast:

[. Elektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapal hasil yang
dihatapkan atau mencapai tujuan dard disdakannya tindekan. Eftktivitas ini
berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu divkur darl unit produk atau layanan
atau moneternya. Apabila diterapkan dalam permasalzhan banjie di Kota Semarang
ini, ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efektivitas adalah seperti apa isi
kebijakan untuk menanggulangi banjir di Semarang, bagaimana pengangparan yang
ditetapkan oleh Pemkot, berapa biava yang dibutuhkan untuk menanggulangt banjir
torsebut.

2. Bfisiensi, berkenasn dengan jumish ussha vang diperiukan unfuk menphasilkan
tingkat efekiivitas tertentu, Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas
dan vsaha. Ukuran-ukuran vang digunakan dalam kriteria effslensi adalah jangka
waktu pelaksapaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan uniuk
melaksanakan kebijakan,

3. Kecukupan {adeguwacy), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan vang menumbuhkan adanya masalah.
Kriteria ini menckackan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan
hasil yang diharapkan. Apabila diterapkan dalam penelitian ini, vkuran yang
digunakan dalam kecukupan adalah gejauh mana semua fasilitas yang diadakan oleh
Pemkot Semarang mampy mengatasi banjir,

4. Kesamaan atau peratean {equify), berhubungan erat dengan rasionalitas Jegal dan

sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
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yang berbeda dalam masvarskat. Dalam kasus bapjir ini kriteria kesamaan atau
peratast berkailan dengan apakah pelaksanaan kebijakan yang diambi Pembkot
sudah merata hastinya.

5. Responsivitas, berkensan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat fertentu. DPalam
hal ini responsivitas mengaral: pada respon masyarakat terhadap basil kebijakan
yang sudah dijalankan oleh Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir.

6. Ketepatan {appropriatengss), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan
merujuk pada nilai atay harga dari tnjuan kebijakan dan kepada kustnya asumsi
yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam bal ini ketepatan mengarah pada
apakah hasil dari kebijakan vyang sudah dilzksanskan oleh Pemkot Semarang
bermantfaat bagi masyarakat terutama yang Hnggal di daerah rawan banjir.

Kriteria-kriteria tersebut akan digunakan patuk menganziisis permasalahan
dalam penelitian ini, Pepslitian ini lebih menitikberatkan pada pengevaleasian
kebilakan yang diambil oleh Pemkot Semarang dalam menanggulangi banjir di Kota

Semarang.

Permasalahan Datam Evaluasi Kebijakan Publik
Bvatuast merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan
berbagal macam kepentingan individu-individu yang tetdibat dalam proses evaluasi.
Kerumitan dalam proses evaluasi inl juga karena melibatkan Keiteria-kriteria vang
ditujukan unwk melakukan cvalvasi. Menurat Dunn, setidakmya ada cnam masalah
yang akan dikadapi dalam proses evaluasi kebijakan yaite:
[. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan,
Kaetidakjelasan tujuan int biasanya berangkat darl proses penetapan kebijakan, Suatu
kebijakan agar dapat ditetapkan biasanya harus mendapatkan dukungan dari suatu
koalisi mayoritas untuk mengamankan penetapan suatu kebijakan. Seringkali tegjadi
suaty kebijakan membutubkan perbatian orang-orang dan kelompok-kelompok yang
mesmiiiki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda, Kondisi scpertl inflah vang

mendorong terjadinya ketidokjelasan fujvan karena harus merefleksikan banyak
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kepentingan maupun nilai-nilai darl aker-akoor yang terdibat di dalamy perumusan
kebijakan.

. Kausalitas,

Variabel vang harus mendapal perhatian dalam evaluasi kebijakan adalah variabel
kausalitas. Apabila seorang evaluator menggunakan evalussi sistematis wntuk
melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan maka ia harus memastikan
bahwa perubshan-perubahan vang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan
oleh tindakan-tindakan kebijakan.

. Dampak kebijakan yvang menyebar,

Dampak kebijakan dikenal sebagai cksternalitas atau dampak yang melimpah
{exiernalities or spillover esffectsy yaitu suatu dampak yang ditimbulken oleh
kebijaican pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok fzin selain yang menjadi
sasaran kebijakan,

. Kesulitan memperoleh dans.

Kekurangan data  statistik  dan  isformasi-informasi lain yang  relevan  akan
menghalangi para evaluator untuk melaknkan evaluasi kebijakan.

. Resistensi Pejabat.

Bvaluasi kebijakan merupakan swatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau
sevuatu yang lain, mencakup pembuaian pertimbangan mengenai manfaat kebijakan.
Badan administsasi dan para pejabat program akan memberikan perhalian terhadap
kemungkinan konsskuensi-konsekuensi politik yang mungkin timbul dari adanya
kebijakan. Jika hasil-hasi) evaiuasi tidak menuniokkan “benar” menurut pandangan
mercka dan jika hasil-hasil menjadi perhatian para pembumat keputusan maka
program, pengaruh atau karier mereka mungkin akan terancam. Akibatnya, para
pejabat pelaksana program akan meremehkan studi-studi evalvasi, menclak
memberikan data atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap.

. Evaluasi mengurangi dampak.

Berdasakan alasan-alasan tertentu suaiu evaluasi kebijakan vang telah diselesatkan
mungkin dizbatkan atau dikritik sebagai evaluas] yang tidak meyakinkan. Hal inilsh

yang mendorong mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak
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mendapat perhatian yang seharusnya bahkan disbaikan meskipun evaluasi tersebut
benar adanya.

Dalam melakukan evaluast kebijakan terdapat beberapa hal pokok yang dapat
dijadikay sebagai panduan pokok yaits: —
I. Terdapat perbedaan yang tipis antara evaluasi kebijakan dengan analisis kebijakan,
namun demikian terdapst satu perbedasn pokok vaifu analisis kebijaken biasanya
diperuniukian bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujues formulasi atau
penyempurnaan kebijakan, sementars evaluasi dapat dilakukan oleh internal
maupun eksternal pengambil kebilakan.
2. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaits: 1
a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinedga M
kebijakan. |
b. Yang bersangkutan herus mampu mengambil jarak dan pembuat kebijakan,
pelaksana kebijakan, serta target kebijakan.
¢. Prosedur evaiuasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metadologi,
3. Evaluator haruslah individe atau tembags yang mempunyai kerskter professional, R
dalam arti menguasai kecakapan Keilmuan, metodologi dan beretika, ‘

b. Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

2.2. Operasionalisast Koasep
Variabel utama dalam penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan
yang diambil oleh Pemkot Semarang dalam menangani banjir di Kota Semarang. Secara
teoritis, evaluasi kebijakan memiliki beberapa kriteria vaitw efeldivitas, efisiensi,
kecukupan, perataan, respomsivitas dan ketepatan. Oleh karena itu, penelitian ini
diarahkan untuk mengungkap kondisi enam faktor tersebut, Penjabaran dari masing-
masing kriteria evaluasi tersebut adatah:
I. Efekiivitas, berkenasn dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang
diharapkan atau mencapai Lwjuan dari disdskannya tindaken. Efektivitas in
berkaitan dengan rasionalitas teknik, selale divkur dart unit produk asau layanan

atau moneternya. Apabiia diterapkan dalam permasalahan banjir di Kota Semarang
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ini, ukuran-ukuran vang digunakan dalam kriteria efektvitas adalah seperti apa ist
kebijakan untuk menanggulang! banjir di Semarang, bagaimana penganggaran vang
ditetapkan oleh Pemkot, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menanggulangt banjiy
tersehut.

Efisiensi, berkenaan dengan jumlab usaha yang diperlukan untuk menghasilkan
tingkat efektiviias tertentu, Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas
dan usaha. Ukwran-ukuran yang digunakan dalam kriteria sfisiensi adalah janghka
waktu pelaksanaan kebijakan, sumber dayva manusia vang diberdayakan untuk
melaksanakan kebijakan,

Kecukupan (adeguacy), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebatuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
Kriteria ini menckankan pada kuatnya hubungan antara alternatil kebijekan dan
hasil vang diharapkan. Agpabila dilerapken dalam penelitian i, vkuran yaopg
digunakan dalam kecukupzn adsleh sejath mana semva fasilites yang disdakan
oleh Pemkot Semarang marmmpu mengatasi banjir.

Kesamaan atau perataan {equity), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan
sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masvarakat Dalam kasus banjir ini kriteria kesamaan atau
peratezn berkaitan dengan apekab pelaksanaan kebijakan yang diambil Pemkot
sudah merata hasilnya.

Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebiiakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam
hal ini responsivitas mengarah pada réspon masyarakat terhadap hasil kebijakan
vang susdah dijalankan oleh Pemkot Semarang dalam menpatasi banjir.

Ketepatan {gpmopriateness), berhubunpan dengan  rasionalitas  substantif.
Ketepatan menguk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kualnya
asutnst yang melandasi tujuan-tujuan tersebit. Dialam hal ind ketepatan mengarah
pada apakah hasil dari kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Semarang

bermanfaat bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan banjir.
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Tabel 2.2

Operasionalisasi Konsep Kriteria Evalaasi Implementasi Kebijakan Pemkot
Semarang Dalam Menangani Banjir dan Zeb di Ketfa Semavang

34

[T N L wiSumber Data 5
Moo Kriterls e PR - PmMEEST s - Sekunder ]
a. Ist kebijakan penangguiatigan
baniir di Kota Semarang,
b, Penganggaran yang ditstapkan Peraturan Daeral,
. oleh Pemerintal antuk mengatasi Surat-surat
U | Blekeivitas |y gi Semarang, T Keputusan,
¢. Jumiah biaya yang dianggarkan Laporan Kegjatan
antuk menangpulang! banjir &
Kota Semarang,
3. Time schecinle pelaksanaan
= Sorat-surat
2 | Efisiensi b, Sumber daya manusiz yang Wawancara Keputusan,
melaksanakan kebijakan laporan kegiatan
penanggulangan banjir.
a. Jumiah dan bentuk fasilitas [’szf‘g! -
Keca R ving diadakan oleh Pemkot K;tajz;}aisaas
3 (adagey) Semarang untuk mengatasi banjir, | Wawancara Pekerjaan Umum,
b. Seiauh mana fasilitas-fsilites Pemkot Semarang
tersebut mampu mengatast banjir, dan masyarakat
& Pendistribugian anggaran
pengnggulangan banjir kepada
Hap Dings terkait.
setiap Dinas terkad Data dari Dinas
b. Kesamaan manfaal yang terkait, Perda,
4 | Perstaan dirasakan oleh niasyarakat Yang 1 Wawancara | Surat Keputusan
tingzal di daerab rawan banjir, dan Laporan
¢. Pendistribusian banhen kepada kegiatan
masyarakal yang terkens bencana
baniir,
a. Respon masyarakat terhadap Berita-berita i
Responsivit | hasii kebijakan penanggalangan Meadia cetak
3 as banjir yang, dijalankasn oich Wawancara maupun dari
Pambkot Semarang, internet

b. Respon masyarakat terhadap
fastlitas-fasilitas yang telab
disediakan cleh Pemiot
Semuarang uniuk menanggulangi
banitr di Semarang.
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L)
L]

o e . Sumber Data ... . -
Ne. Kntenn i I’le!{?‘mr : | Primer |- Sekunder:
a. Masalah banjir sudah dapat
diatasi oleh Pemkot Semarang,
: Laporan kegialan
6 | Ketepatan b. Manfaat yang dirasakan oleh Wawancara | dan berita-berita di

masyarakat dengan adanya
kebijakan penanggulangan banjir
yang dijalankan oleh Pemkot
Semarang.

media cetak
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BAB3
METODE PENELITIAN

3.1, Metode Penclitian
3.1.1. Pendekalan Penclitian

Pendekatan yang diguneken dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik,
Menurat Neunmn (2003 71) dalan Nurbaiti (2007:29), positivisme jika dilibat
berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan
logika deduksi dengan observast empiris yang tepat dari perilaku individu untuk
menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat bhukum sebab akibat yang dapat
digunakan untak mempredikst pole-pola umum dari dari aktifitas manusia. Sementara
Sukardi {2003:77) dalam Nurbaiti (2007:30) mengemukakan bahwa positifistik yaitu
pendekatan penglitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan
pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk menghasilkan
kestmpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi.

Neurman (2002: 82) mengemukakan bahwa pendekatan Posiifvise adalah:

“Ar organized method for combdining deductive logic with precise empivical
chservations of individual behaviour in order o discaver and confirm a sei
probabilistic cousal fows that con be wsed to predict generaf pattern of human
activity.”

Artinys bahwa positivist merupakan suaty cara vang mengkombinasikan cam
berpikir dedukdif desgan observasi yapg empirik dari perilaku individu untuk mencad
tahu satu set kemungkinan yang dapgt digunakan untuk menemukan suatu pola
aktivitas. Menurut Bungin (2008 32), positivist melahirkan pendekatan-pendekatan
paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial ditmana objek penelitian dilihat memiliki
keberaturan yang oaturalistik, empitik dan behgvioralistik, dimana semuas ohjek
penelitian harus direduksi menjadi fakia yang dapat diamati, tidak terlalu mementingkan
{akta sebagai makna namun mementingkan fenomena yang tampak serta bebas nilai,

Penelitian Ini juga bersifat deskriptif karena diarahkan untuk menguraikas

evaluasi implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang dalam menangani
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barjir di Kota Semarang. Penelitian deskriptif berfungst untuk meneliti saw atau dua
aspek dari sesuatu hal yang dipetakan secara umun dan Juas menuju penelitian yang
lebih khusus,

Tujuan penelitian pads dasareya adzlah mencani dan menemukan kebenaran,
Cara yang dilzkukan untuk mendapatikan kebenaran pun sangat beragam dan pilikan
cara yang akan digunakan bergantung pada kebenaran yang ingin diperoleh. Kebenaran
menurut penelitian  kualitatif adslah kebenaran “mtersubjektif”, bukan kebenaran
“objcktif”. Menurut Sugiyono (2006: I1) kebenaran intersubjektif adalah kebenaran
vang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama seperti budava,
dan sifat-sifat unik dari individu-individe manusia. Oleh karena itu dalam rangka
mencari kebenaran tersebut, peneliti berusaha memperclehnya dari Dinas Tata Kota
sebagai Instansi Pernerintah yang bertanggung jawab terhadap penataan ruang dan kota,
Pemkot Semarang selaku Instansi Pemerintah yang mengeluarkan  Surat-surat
Keputusan pembangunan sarana dan prasarapa pencegah banjir, serta masyarakat
sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan secara langsung.

3.1.2. Teknik Pengumpuisn Daia dan Informan

Dalam penelitian ini, dafa dan informasi yang dibutubkan adalah berupa data
primer dan dala sekunder. Data primcr adalah data yang diperoleh secara langsung dari
informan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penclitian lapangan. Dari teknik
ini diperoieh data berups pencatatan/rekaman depth inferview dan pencatatan
pengamatan feriibat/partisipatoris. Sedangkan data sekunder adalah semua dats vang
diperoleh bukan dari inzerview mavpun pengamartan langsung. Data sekonder diperoleh

dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan informasi vang
akan digunakan adalah:

1. Dokumentasi
Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yait dengan cara
mempelajari berbagar dokumen dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan
pengendalian banjir, baik data internal yang dikumpulkan dari Pemkot Semarang
sepert! laporan, petunjuk teknis dan petunjule pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan
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lainnya, maupun data eksternal yang dilaonputican darl pihak atau lembaga lainoya,
seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Observasi

Merode int dimaksudkan untuk mempergleh data primer veng dilakukan
melalai observasi langsung di lapangan untuk mengetahui secara Rngsung
mekanisme pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Metade
observasi merupakan metode vang digunakan untuk memperoleh semus bentul
penerimaan data vang dilakukan dengan cara merckam kejadian, menghitungnya,
mengukarnya dan mencatatnya.
Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan
teknik wawancara tidak beestruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan
suaty pedomazn dan catatan vang hanya berisi butir-butir atan pokok-pokek
pemikiran mengenai hal yang akag ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung,
Tujuannya adalah agar mempunyai kebebasan dalam menanyakan dan merumuskan
butir-butir atan pokok-pokok vang terfera dalam pedoman wawancars schingpa
dapat dengan leluasa menanyakan berbagai pertanyaan vang biasanya diseriai
dengan pertanyasn-perianyaan lanjutan agay jawaban yang diberikan lebih tengkap
dan jelas dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan data vang dibutubkan,

Dalam pengiition inl terdapat beberapa unsur pihak yang dihizarapkan dapat

berperan ssbagal Informan mengenai masalah banjir ini yaitw

4.

b
e.
d

Pemkot Semarang
Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang
Dinas Pekerjaan Umum,
Masyarakat sctempat.
Semua informan yang dipilih tersebut adalah yang berdomisili dan/atau

bertugas dt wilayah Kota Semarang. Jumiahnya bisa berkembang sesuai kebuiuhan di
lapangan,

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh tiap-tiap informan

tersebut  berbeda-beds sesuai dengan kapasitas dan kepentingan informan dalam
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masalsh banjir di Kota Semarang ini. Berikut adalah beberapa pedoman pertanyaan
vang akan diajukan:
1. Ustuk Pejabat atau Pegawal Pemkot Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang
a. Bagaimana pelaksanaan kebijazkan penanggulangan beniir yang diambil oleb
Pamkot Semarang?
b. Sgjauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkot Semarang
dalam mengatasi baniir?
¢. Berapa jumlah biaya yang diangparkan untuk menanggulangi banjir di Kota
Semarang?
d. Apakah masalah banjir di Kota Semarang sudah dapat diatasi dengan baik?
2. Untuk masyarakat setempal:
2 Apakah anda sudah puas dengan apa yang sudah dilalmkan oleh Pemkot
Semarang dalam mengatasi banjir?
b. Apa harapan anda untek Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir?
¢. Apakah menurut ands 3p2 yang selama ini dilskukan oleh Pembkot Semarang
sudah gsesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang tinggal di
dasrah rawan banjir?

3.1.3. Teknik Analisis Data

Dapat disimpulkan dalam penjelasan Neuman bahwa analisis data dalam
pendekatan kualitatif' lebih bersifat interpretatif. Artinya, data yang diperoleh dari in
depth interview dan observesi akan diinterpretasikan, dicari keterkaitannys kemudian
dibuai kesimpulan sementara. Sifat sementara dari kesimpulan dalam pendekatan ini
bukan berarti penclitian ini belum berakhir melainkan bahwa hasil akhir darl penelitian
kualitatif ini harus bersifat terbuke untuk diverifikasi melalui penelitian penelitian
sejenis,

Menurut Neuman {2003), analisis data merupakan penecarian pols dats vang
raerupakan perilaky, objek, atau pengetshuan vang muncul berelang-ulang. Setelah
ditemukan, pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam swatu teord sostal atau datam
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keadaan ketika ia muncul. Metode analisis data yang digunakan dalam peoelitian ini
adalah mode! ilustratif {¢he ilustrative modely.

Neuman (2003:428) berpendapat bahwa model Hustratif menggunakan bukti-
hukti empiris untuk mengilustrasikan atau menguatkan suate teori. Metode i
diaplikasikan dalam sifvast historis yang nyaia atau kenyataan sosial; selain ity metode
ini dipakai uniuk mengatur data berdasarkan teori yang sudah ada {vang menjadi dasar
penelitian atau alat analisis). Teori dasar memberikan ‘kotak kosong’ {empty boxes).
Perneliti melihat apakah bukti-bukti bisa didapstkan wntuk mengisi 'kotak kosong’
tersebut. Bakii ilu kermudian akzn menguatkan atau menolak teorl yang dipakal sebagai
alat vntuk menginterpretasikan dusia sosial, Teori yang dipakai bisa dalam bentuk
mode] umum, analogi, atsu urutan langkah, Metade analisis int mempunyai dua variasi:
yang pertama adalah uotuk menunjukkan model teori memperjelas kasus atan situasi
tertenty, Yang kedua adalah demonstrasi paraiel model dengan kasus yang berbeda
antuk menunjukkan bahwa teori dapat diaplikasikan dalam kasus yang berbeda-beda.
Dalam kasus yang lain, teori dapat diilusirasikan dengan material khusus darl kasus-
kasus yang berbeda-beda.

3.1.4. Lokasi dan Wakiu Penelitian

Penelitian ini dilakuken di Kotz Semarang dengan kekhususan penelitian di
Kantor Pemkot Semarang serfa lokasi-lckasi yang terkena banjir seperti di dacrah
Semarang Timur, Kota Lama, Semarang Utara serta dacrah Simpang Lima dan

sekitarnya, Waktu penelitizn ini dilakukan mulai bulan Desember 2008 sampai
Februari 2609,

3.1.5, Keterbatasan Penslitian

Penelitian ini dikhususkan pada pembahasan mengenai evaluasi implementasi
kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir maka yang
meniadi pokok teorinya adalah teori-teori tentang evaluasi kebijakan. Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan responden terkait dan terarsh yaitu
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Pamkot Semarang, Dinas Pekeriaan Umum, Badan Kesbang dan Linmas Kol
Semarang selake badan yang bertugas untuk menangani korban bencana, LSM terkait

seria masyarakat,
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BAB 4
GAMBARAN UMUM KUOTA SEMARANG DAN PEMBAHASAN

4.1. Kendisi Umam Kota Semarang

Semarang, sebagai kota rays dan Tbukota Jawa Tengah memiliki sejaral vang
panjang. Bermula dari dataran lumpur yang kemudian hari berkembang pesat dan
menjadi sebuah lingkungan yang maju. Semarang menampakkan diri sebagal kota vang
penting sehingga menyerap banyak sekali pendatang. Para pendatang ini kemudian
mencari penghidupan dan menetap di Kota Semarang sampai akhir hayatnya. Lalo
menyusul generasi berikutnyz,

Semarang pada masa kini sudah mengalami banyak sekali perubaban dan
perkembangan, Pada tabun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan.
Dengan dasar Peraturan Pemerintsh RI Mo, 50 tzhun 1992 lentang penentuan
Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya
penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif
merata. Sarana dan prasarana sepertl jalan-jzlan bane yang menghubunghan pusat-pusat
kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun, Sekior formal dan informal sama-
sama berkembang dan saling menunjang, Industri berdatangan baik dari dalam maupun
dari luar negeri.

Koia Semarang sebagai salgh satu kota metrapolitan yang ada di Indonesia
memiliki 4 {empat) pesouna meliputi pesona sungainya yang memiliki sungai banjir
kanal barat dan sungal banjir kasal timur, pesons Bojong yang dikenal dengan Jalan
Pemudz, pesona Bangunaa Pasar Johar serta pesona maksnan kuliner. Erapat pesona ind
apabila dinlah akan menjadikan Semarang sangat mempesona. Pengolahan empat
pesona tersebut memerlukan 3 {tiga) hal yaltu disiplin berlalu lintas, kebersihan jalan-
jalan utama serta situasi yang kondusif dan aman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalzh-masalah
yang harus cepat ditangani seperti kerusskan lingkungan, baniir dan rob, serta
pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahinen. Kerusakan lingkungan terjadi
karena kurang terkendalinya cksploitasi iahan di daerah atas sehingga banysk terjadi

tahan kritis dan ancaman penurenan permukaan tanah,
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Posisi geografis Kota Semarang terlelak di Pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya
pada garis 6° 3" - 79, 1" Liniang Selatan dan 110° 35 Bujur Timur sehingga
Semarang memiliki iklim fropis dengan dua musim silib berganti sepanjang tahun yaitu
musim kemarau dan musim penghujan. Luas wilayah Semarang mencapai 37.370.000
Ha atau 373,7 km® Letak geografis Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan
Jawa Tengah dan merupakan simypul empat pintu gerbang, yaitu koridor Pantai Utara,
koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta vang
dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor timur ke arah Kabupaten Demak atau
Grobogan dan Koridor barat menuju Kabupaten Kendal, Dalam perkembangan dan
pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang tentu sangat berperan terutama dengan adanya
pelabuhan, jaringan transportasi darat yaim jalur kereta api dan jalan, serta transportasi
udara yang merupakan potenst bagi simpul transportasi Repional Jawa Tengah dan kota
transit Reglonal Jawa Tengash. Posisi Iain yang tak kalah pentingnya adalzh kekuatan
hubungan dengan luar Jawa yang secara langsung sebagal pusat wilayah nasional
bagian tengah.

Senarang memiliki kiim tropis dua jenis vaitu musim kemarau dan musim
penghuian yang memiliki siklus pergantian sstiap 6 bulan, Hujan yang terjadi sepanjang
tahun dengan curah hujan tahunan yang bervariasi dari tahon ke tahun rata-rata 2.215
mm sampai dengan 2,183 mm dengan maksirum bulanan terjadi pada bulan Degember
sampai bulan Januad. Tempeeatur udara bedkisar antara 25,807 C sampai dengan 29,30°
¢, kelembaban wdara rata-rata bervariasi dari 62% sampal dengen 84%. Arah angin
sebagian bergerak dari arah Tenggare menuju Barat laut denpan kecepatan rata-rata
berkisar antara 5,7 kmfjam.

Potensi air di Xots Semarang bersumbser pada sunpai-sungal yang mengalir di
Kota Semarang anfara fain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal
Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali
Garang yang bermata air di Gunung Uagatan, alur sungainya memanjang ke arah Utara
hingga mencapai Pegandan (epataya di Tugu Subarto, dan bertemy dengan Kali Kreo
dan Kall Kriptk. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang
mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengiketi alur yang berbelok-

belok dengan aliran yang cukup deras. Pengukuran yang sudah dilakekan menghasilkan
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debit gy Kali Garang 33.0% dori debit otal dan Kali Kreo 34.7% sclanjuinya Kali
Kripik 12,3%. Oleh karena Hu Kafi Garang memberikan airnya yang cukup dominan
bagi Kota Semarang. Langkah-langkah untok menjaga kelestarian Kshi Garang juga
harus ferus dilakukan karena Kali Garang digunzkan untuk memenuhi kebutohan air
minum warga Kota Semarang.

Potensi air yang dimiliki oleh Semarang ada dua macam vaitw
1. Airtanah bebas

Afr tanah ini merupakan air tanab yang terdapat pada lapisan pembawa air
(aguifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air, Permukaan air fanah bebag ini
sangat dipengarubi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnys. Penduduk Kota
Semarang yang berada di dataran rendah banyak memanfaatkan air tanah ini dengan
membuat sumur-sumur pali (dangkal) dengan kedalaman ratetata 3-18 m,
sedangkan uniuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfastkan sumur gali
pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20-40 m.

2, Alrtanah tertekan

Air tamah ini merupakan sir tanah vang terkandung di dalam sustu lapisan
pembawa air vang berada di antara 2 lapisan batuan kedap air schingga hamper tetap
debitnya disamping kealitasnya juga memenuhi syarat sebagal air bersih. Debit air
ini sedikit sekall dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya, Untuk
dacrah Semarang bawah lapisan aguifer didapat dard endapan alluvial dan delta Kali
Garang. Kedalaman lapisan aguffer ini berkisar antara 50-90 m terletak di ujung
timur lant Kota dan pada mulut Kali Garang lama yang terletak di pertemuan antara
fembah Kali Garang dengan dataran pantal.

Kondisi topograll wilayah Scmarang terdirt dari dataran rendah dan dataran
tinggl. Tepat di bagian ulara merupakan dacrah pantai dan dataran rendah yang
memiliki kemiringan tanah 0-2% sedangkan ketinggian ruang bervariasi antara 0-3,5 m.
Tepat di bagian sclatan meropakan daerah perbukitan dengan kemiringan tangh 2-40%
dan ketinggian antara 90-200 m 41 atas permukass air Jaut (OPL). Kondisi seperti ind
salah satunya muenjadi penvebab banjir dan rob di beberapa wilayah di Kota Semarang.
Daergh Kota Lama yang sedang menjadi kebanggaan Semarang merupakan wilayah
vang menjadi langganan banjir dan rob. Ketinggian baniir di daerah Xota Lama bisa

Universitas indonasgia

Kebijakan Pemerintah..., Niken Rahardina, FISIP Ul, 2009



45

mencapai 30 cm apabila hujan sedang deras-derasnya. Semarang Utara juga merupakan
daerah fangganan rob karena letaknya yang dekar dengan pelabuhan. Kondisi seperti ini
bukan tidak memiliki dampak negatif vang luas, dampak negatif yang sangat kelihatan
dengan adanya banjir adalab lumpuhaya jalur transportast darat baik ity jalaa mavpun
kereta api karena Stasiun Tawang, sebagal stasiun utama di Semarang jugs terendam i
yang menyebabkan jadwal kereta api baik itu dari Semamng maupun dari Swrabaya
terhanibat atau bahkan berhenti total sampai genangan banjir surut. Berdasarkan data
dart Dinas Pekerjsan Umum (DPU] di Kota Semarang terdapat beberapa pembagian
kawasgan vaitn

1. Kawasan rawarn banjic seiuas 8,773 hektar,

2. Kawasazn rawan rob seluas 3.400 hektar,

3. Penduduk rawan tergenang sebanyak 120.000 jiwa.

Keadaan vang sama juga diperlibatkan oleh Terminal Terboyo, yang merupakan
terminal terbesar di Semarang. Memasuki musim penghujan, kondisi terminal Terboyo
tampak mepgkhawatirkan karena banlic dan rob. Genangen banjir yang teradi di
Terminal Terboyo bisa mencapal | m karena datarannya yang rendah. Pemkot
Semarang sudah melakukan upaya yaitu meninggiken jatan di sekitar Terminal
Terboyo. Saluran air juga mulai diperbanyak oleh Pemikot.

Mengingat gambaran geografis serta topografis Kota Semarang tersebut, Pemkot
Semarang melalui Badan Kesbang dan Linmas yang memiliki gugus tugas sehbagai
feading sector dalam Kegiatan penanganan bencana di Kota Semarang harus memiliki
perencanaan dan konsep matang mengenai penanganan bescana dengan melibatkan
lintas sektor yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki potensi dan sumber
daya serta sarana dan prasarana dalam penanganan bencana di Kota Semarang, Pemkot
Semarang menyadari benar slas fimgsi dan ftugas pokok yang diemban sebagai
pengayom dan pelindung masyarakst fermasuk di dalamnyz perlindungan terhadap
ancaman bencana alam yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saje, oleh karena iy
diperlukan keseriusan untuk mengantisipasi datangnya Eﬁanjir melalui program-program
serta langkah~langkah konkrit yatg mampu meningkatkan sumber daya aparatur yang
memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayorn
magyarakat,
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Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum
banjiv (prevention), penanganan saat banjir {response/intervention), dan pemulihan
setelah banjir  (recovery). Tahapan tersebut berada dalam suaty siklus keglatan
penanggulangan  banjir yang berkesinambungan, sebagaimana digambarkan pada Jo—
gambar | yang mencakup beberapa jenis keglatan seperti yang ditunjukkan dalam tabel
4.1,

Kegiatan penanggulangan banjir mengikutl suatu siklus {{ife cpcle) yang dimulat
dari banjir, kemudian mengkaiinya sebagai masukan untuk pencegahan sebelom banjir
terjadi kembali. Pencegahan dilakukan gecara menyeluruh berupa kegiatan fisik seperti
pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai (in-streant) sampai wilayah dataran
banjir (off-stream) dan kegiatan non fisik scperti pengelolaan tata guna lahan sampai

sistem peringatan dini bencana banjir.

CGambar 4.1
Disaster Risk Management and Mitigation Circke

Sumber: Stephen Bieri, Disaster Risk Management & The System Approach
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Tabel 4.1

Kegiatan Dalam Siklus Penanggulangan Banjir

Pencegahan
(Preverntion}

I
2.

Upaya di dolam badan sungai (In-Stream)
Upaya di luar badan badan sungai {Off-Stream)
Upaya-upaya non struktural:
1.
2.

Upaya pencegahan banjir jangka panjang

Upaya pengelolaan keadaan darurat  banjir
daiam jangka pendek

Penanganan
{intervention/response)

. Pemberitabuan  dan  penvebaran  informest

prakirzan banjir.

Reaksi cepat dan bantuen penanganan darurat
banjir.

Perlawanan terhadap banjir,

Pemulihan {Recovery)

3.

. Bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari dan

perbaikan sarana dan prasarana.
Pembersihan dan rekonstruksi pasca banglr,

. Rehabilitast dan pemulihan kondisi fisik dan

son fisik,

Penilalan  kervsakewkenugian  dan asuransi
bencana hanjir.

Kajian penyebal terjadinya banjir.

Swumber: Diveltorat Risel dem Pengobdian kepode Masyarakar - Ul Pengumpulern
dan Analisis Data Kebijakan Penanggulangan Barfiv di Indonesia,

Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan pada

saat banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir antara lain peraberitahuan dan

nenyebaran informasi tentang prakiraan banjic (flood forecasting information and

d:‘sse;:zimzien}, tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan
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banjir (lood emergency response cnd assistance) dan perlawanan terhadap banjir (flood
fighting).

Pamuliban selelah banjir dilakukan sesegera mungkin untuk mempercepat
perbaikan agar kondisi umum berjalan sonmal. Tindakan pemulihan difaksanakan mulai
dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sebari-hari, perbaiken sarans-prasarans,
rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non fisik, penilafan kerugian materi dan aon
materl, asuransi bencana banjir dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan
dalarn tindakan pencegahan.

4.2, Kota Semarang Dalam Menghadap: Bencana
Secara umum, Pemkot Semarang telah melsksanakan prosedur penanggulangan
bencana sesuai dengan prosedur vang felab ditetapkan seperil yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 24  Tahuo 2007 tentang penengpulangan  bensana,
Penanggulangan bencana merupakan segala uwpaya dan kegintan yang dilakukan,
meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi {peniinakan) dan
kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencand, pencarian, pertolongan, penyelamatan
dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabifitast mental, rehabifitasi
dan atau rekonstruksi sarana prasarane umum afau sosial pada saat setelah tefjadi
bencana. Dalam penangguiangen bencana terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan
vaitu:
I. Tahap sebelum terjadi, yaitu berupa langkah-langkah pencegahan, mitigasi dan
keslapsiagaan baik aparat maupun masyarakat,
2. Tahap sat terjadinya bencans, yaitu berupa lengkah-langkah pencarian,
penyeiamatan dan evakuasi (tanggap darurat) serta penyediaan bantuan.
3. Tahap sctelah atau pasca tedadinys bencana, yaity berupa ugaya recovery
(pernulihan), rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali).
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4,2.1. Pra Beoncana

Pra Bencana merupakan fahapan dalam kegiaten penanganan bencana yang
mieliputt kegiatan pencegahan, mitigasi dan Kesiagaan, Tahepan ini dimaksudkan untuk
mencegah atauw meogurangi dampak yang diakibatkan oleh werjadinva bencana. Pemkot
Semarang melalul psjavannya pada Dinas ateu Instansi terkait telah melaksanakan
kegiatan-kegtatan pencepahan yang dilakukan melaloi:

a. Sosialisasi kepada warga masyarakat untuk sadar den peduli terhadap lingkungan
sekitarnya menjelang datangnya musim penghujan karena kondist geoprafis Kota
Semarang yang terdiri atas Kota bagian atas dan kota bagian bawah yang masing-
masing memiliki potensi rawan banjir dan longsor.

b. Melarang penambangan ztau pengerukan dan pembangunan permukiman pada
daerah-daerah perbukitan yanp curam, arez konservasi amtuk jalur hiisu serta
daerah-dacmh rawan bencana,

¢. Membert peringatan dini {zarly warning) kepada warga masyarakat khususnya yang
tinggal pada dacrah-daerah lereng tebing dan daersh-daereh rawan bencans agar
meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan tefjadinys bencana.

d. Menghimbau warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sungai
diantaranya dengan kegiatan kerja bakti.

e. Memelihara saluran-saluran drainasc yang ada di Kota Semarsng.

f. Normalisasi sungal yang dapat menjadi penyebab tenadinya banjir,

g. Mensiagakan Posko PB {Penanggulangan Baniir) selama 24 jam nonstop.

Badan Kesbang dan Linmas Keta Semarang selaku Seksetariat Satuan Pelaksanz
Penanganan Bencans (SATLAK PB) Kota Semarang dalam mengantisipasi teriadinya
bencana yang mungkin erjadi di wilayah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan
pencegahan dan mitigasi pada tahap pra bencana melalui program dan kegiatan-kegiatan
sebagali berikut:

a. Mempersiapkan SDM  apamatur atau  petugas penanganan  bencana melalui
pendidikan dan pelatihan-pelatihan teknis tentang penangansn bencana dan SAR.
Selain ity Pemket Semarang juga telah menginmkan petugas atau aparat

penanganan  bencana Kol  Semarang  uniuk  mengikuti  pelatihan  yang
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diselenggarakan oleh Pemiprov fawa Tengah sejak tahun 2001 dengan materi-matert

peiatihan tentang penanganan Bencana sebagai berikut:

Tabel 4.2
Materi Pelatihan Penanganan Beacana

Pembinaan Linmas 440 ] 200
Z ESAR 3 3 - 3 3 3 2
3 | Kaji Bencana 4 3 - 3 3 3 2
4 { Manajemen PB 4 3 - 2 4 5 2
Manajeman PB bagi
* | Aparat SATLAK 21241 -112 - F K
6 { Penyciamatan di aic 4 3 - 2 3 3 2
7 Mitigasi PB 4 - 3 - 2 i 2
Pelatiban rawan .
8 bendiha 48 - - - “ | 2

Sutnber: Badan Kesbarg dan Linmas Kota Semarang 2008

b

Mempersiapkan menginventarisic dan mengadakan sazana dan prasarsna pendukung
penanganan bencana guna meningkatkan kesiapsingaan dalam menghadapi benecana,
Sarana dan prasarana yang tersedia untuk penanganan bencana yang ada di Kesbang
dan Liomas Kota Semarang hingga tahun 2008 dapat dilibat di Tabel 3 Sarana dan
Prasarana Penanganan Beneana di halaman 46.
Sosialisasi Mansjemen Penanganan Bencana Kotz Semarang

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada para petugas
penanganan bencana serie masyarakat mengenal potensi bencana dan kondisi il
yvang ada di wilayah Kota Semarang vang mengakibatkan terjadinya berbagai
bencana serta ppaya peacegaban dan penanganannya dalam rangka meminimalisir
dampak kerugian dan korban yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Untuk tahun
2008, sostalisasi ini ditkuti oleh & 180 peserta yang terdid dari petugas penanganan
bencana di 16 Kecamatan di Kot Semarang, anggota Pramuka UBLOKA seria
perwakilan masyarakat Satgas Partai dan TIM SARNAS.
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d.  Survey dacrah rawan bencana di Kota Semarang.
Survey ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenzi daersh-daerah
rawan bencana yang ada di Kota Semarang meliputi bencana baniir, kekeringan dan
tanah longsor. Untuk menyusun kebijakan dan kebutuhan dalam penanganan
bencana perly mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai lokusi-lokasi

yang memiliki potensi rawanfbahaya terhadap bencana,

Takel 4.3
Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana

1§ Ascender pes

2 8 Talipursik 10 meter

3 i Medical kit posko i paket

4§ Masker lengkap 6 set

§ [ Kecemats anti asap ! 6 set

6 | Palu godam ipe

7 1 Kapak besar I pc

8 | Senter besar 2 pes
Emergenc

? iam?ﬁaailey i

10 || Lag potong 1 set

1 g;iga}i mesin/Chain 1 set

12 ¢ Tenda pleton 1set

13 | Tenda regn 3 upit

14 § Genset 4 set

{5 | Porahu kargt 4 sat

16 i Muator tempel 4 get

17 § Kompor lapangan 4 st

18 Peralatan dapur 4 sot
umum

19 | Tande 2 set

20 1HT 8§ buah

21 | Kantons mayat 10 buah

22 i Peralatan selam - 2 set

23 i Helm 100 bush

24 | Jas huian S0 buah
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Twd

:No.l . Jeuis Bachuig:r. |- Volutiie]

25 | Sepatu karevboot 50 buah

26 § Vel bed 28 bush
Kendaraas .

2

27 operasional roda 4 > unit S
Kendaraan .

28 operasional roda 2 ﬁ 3 unit

29 # Selimut i 800 buzah

30 | Tikar | 750 buah

Sumber: Badan Kesbong dan Linmas Kota Semarang 2008

Pada tahap kesiapsiagaan, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang telah
melaksanakan beberapa langkah dan kegiatan sebagai berikut: "
I. Simulasi Penasganan Bencana

Simalasl Ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan selurub persosil serta
sarana dan prasaraas yang teriibat sccara langsung maupun tidak langsung dalam
kegiatan penanganan bencana, Simulasi inf dilkuti oleh unsur lintas sekdoral vang
terkait, contohnya Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, Keodim 0733
BS/Semarang, Polwiitabes Semarang, PMI Cabang Semarang, BSB RS, Dr. |
Karyadi, Bagian Sosial Setda Kota Semarang, PDAM Kota Semarang, DPU Kotz ‘
Semarang, Satpol PP Kota Semarang, ORARI, Pramuka UBALOKA Cabang Kota
Semarang.

2. Melaksanakan Posko Penanganan Bencana Kota Semarang Aktif 24 Jam.

Posko ini mensiagakan pars petugas penangazian bencana vang telah dibekafl

dengan ketrampilan dan keahlian dibidang SAR dan pemanganan bencana yang

terdiri dari unsur-unsur seperti tersehut di atas.

Di bawah ini merupakan tabel hasil pemetaan wilayah banjir di Kota Semarang:
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Hasit Pemctasn Wilzyah Bencana Baajiy di Kota Semarang

Tabel 4.4

Kecamatan Semarang
Utara

- a. Rel. Bandarharjo N

b. Kal, Purwosari

:1 KlPang&ang

& Kel Tanjung Mas
ﬁ ¥.el. Dadapsari

g. Kel. Bolu Lor

k. Plombokan

Kecamatan Semarang
Barat

a. Kel. Ngemplak
Simea@

h. Kel, Kemhangmm

c. Kel, Tawang Mas

Kecamatan Semarang
Timur

a. Kel. Kemijen

h. Kel Rﬁ}amulyc

Kecamatan Tugy

b. Kel. Mangkang Kulon

¢, Kel. Mangunharjo

Kecamatan Candisari

Kel, Jombang

Fecamataa Gonungpati

Kel. Sukorejo

Kecamatan Gayamsari

a. Kel. Tambakreio

b. Kel. Kaiigaw::

o, Kol Sawah Besar

Kecamatan Pedurungan

a. Kel. Tlogosari Kulon

b, ¥el. Kalizari

¢. Kel. Muktihario Kidul

d, Kel. Gemah

¢. Kel, Pedurungan Kidul

Kecamatan Tembalang

a. Kel. Rowosari

b. Kel, Sendangmulyo

¢. Kel. Bulugan

4, Kel. Sambiroto

e, Kel, Kedunpmundu

f. Kel. Sendangmulyo

10

Kecamatan Genuk

a. kel ?enﬁaron Lor

b, Kel, Sembun@ar}c

Kebijakan Pemerintah..
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c. Kel. Trimulys

d. Kel. Multiharjo Lor
e. Kel. Terboyo Wetan
{. Kel, Terbove Kulon
g. Kel. Gebangsari

11 | Kecamatan Gajahmuagkur Kel, Sampanéan
Sumiber: Badan Kesbang dan Limnas Kota Semorang 2008

4.2.2. Tahap Saat Bencana (Mass Tanggap Darurad)

Masa tanggap daruvat merepakan  kegiatan penanganan  bencana  vang
dilaksanakan pada saat terjadinys bescana berupa tindakan penvelamatan, evakuasi,
penanganan bantuan logistik dan pelaksanaan dapur omum seris penanganan medis dan
obat-obatan yang diberikan kepada para kerban di tempai-tempat penampungan
sementara,

Penanganan bencana sccara menyelursh memerlukan kajlan dan perencanaan
operasional termasuk dalam masa tanggap darurat, hal ini dimeksudkan agar
penanganan bencana dapat dilakukan seseal dengan perkirsan dan fakta-fakta yang ada
di lapangan sehingga penanganan bantuan tidak salah sasaran dan terpadu. Penanganan
bantuan bencana pada masa tanggap darurat diupayatan denpan pendistribusian bantuan
logistik dan obat-obatan berupa:

a. Sembako

b. Obat-obatan

¢. Pendirian dapur umum

d. Tempat penampungan sementara
¢. Pakaian pantas pakai

Pemkot Semarang mencrapkan aturan alur penanganan bencana dimsmna alur
tersebut menjadi acuan para pihak terkait dalams menangani bencuna. Badan Kesbang
dan Linmas Kota Semarang diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain

yang terkait dalam penanganan bencana.
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4.2.3. Tahap Pasca Bencana

Guna memfungsikan kembali sarana den prasarana gerta fasilitas umom yang
rusak akibat terjadinya bemcana diperlukan rechabilitasi dan  rekonstruksi sebagai
kegiatan pada tahap pasca bencana. Kegiatan ini bukan hanya pada rekonstruksi dan
rehabilitasi vang bersifat fisik akan tetapi juge non fsik terutama membangun kembali
kegiatan ckonomi yang menopang kehidupan masyarakat, selain itu rehabilitasi medis
terutama bagi para korban bencana yang mengalami lrauma psikis akibat bencana.

Rehabilitasi merupakan segals upaya dan kegiatan yang dilskukan agar para
korban dan kerusakan sarana dan prasarana seria fasilitas umum yang diakibatkan oleh
bencana dapat berfungsi kembali serta menghidupkan kembali roda perekonomian.

Rekonstruksi merupakan segala upaya dan kegiatan yang difakukan untuk
membangun kembali sarana dan prasarana umun yvang rusak ringasn akibat bencana,
untuk meringankan penderiiaan masyarakat, Rekenstruksi dapat juga dilakukan melalui
propram jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi
ontuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik
dari sebehumnya,

Pasca bencana yang tegadi di Kota Semarang pada bulan Tanuari 2008, beberapa
sarana dan prasarana serta fasilitas umum telah diperbaiki dan difungsikan kembali
yang pengerjaannys dilaksanakan eleh DPU Kota Semarang yaitu antara lain:

1. Perbaikan talud
2. Perbatkan dan peningkatan kualitas jalan
3, Perbuikan jembatan, dan in-lain,

Kondisi topoprafi Kotz Semarang vang ferbagi meniadi dataran tinggi dan
dataran rendab (pantai) memiliki potensi terjadi bencana banjir harpir setiap tahun, Di
bawsh ini merupakan data kasus baniir vang terjadi dari tahun 2007 sampai dengan
2008:;
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Tabel 4.5
Pata Kasus Baajir di Kota Semarang

1 | Banjir T 7 ] 3! 10 i7 3 17
2 | Tanah longsor 12 i i4 o 41 6 43
3 § Lain-lain 3 % 8 ¥ 7 19 25

Jumlah 36 30 47 48 65 30 75

Sumber: Budan Kesbang dan Linmas Kote Semarang 2008

4.3. Baniir di Kota Semarang

Fagi sebagian masyarakat, musim penghujan merupakan anugerah karena dapat
menjadi isyarat kesuburan bagi kalangat yang bergerak di bidang pertanian. Di sisi lain,
anugersh fersebut dapat berubah menjadi pertands bagi kemungkinan datangnya
berbagat musibah.

Bazi Kota Semarang, musim penghujan bisa dimaknal sebapai isysrat uniuk
waspada. Kota Semarang terlanjur diidentildcan dengan bencana yanyg berasal dari
musim penghujan seperti banjir, tapab longsor, angis ribut dan juga rob yang sudah
menjadi bencana tahunan. Banyak hal vang harus dipersiapkan untuk menghadapi
bencans-bencana tersebut. Tidak hanya terkait dampok-dampaknya bagi kesehatan
melainkan jugs menyangkut dampok-dampak lain yang tidak dapat ditebak, Melakukan
upaya antisipasi sejak diot merupakan tindakan vang tidak boleh dianggap remeh.
Tindakan antisipatif tersebut bisa dimelai dari linglamgan terdekat seperti mombuang
sampah, membersiikan saluran-saluran alr atay memangkas dahan/ranting-ranting
pohon yang sudah terlalu rimbun. Dalam hal iei Pemkot Semarang tidak dapat
mengatasi sendiri tanpa partisipasi aktif dari masyarai{at:
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Dalam makalah Pengantar Falsafah Sains yang dikemukakan oleh Rachmat
Mulyana, Programy Pasca Sarjana S3 Institul Pertanian Bogor (IPB} tahun 2003,
berbagai aktivitas manusia dan derap pembangunan yang berkembang pesat akan
mengakibatkan semakin  meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, Perubahan
penggunaan jahan dari fahan pertanian dan hutan mesjadi lahan untek perumahan, hal
im akan berpengarub pada berkurangnya fingkat peresapan air ke dalam tanah yang
menycbabkan banjir pada musim bujan dan menurunnya permukaarn air tanah,

Terjadinya banjir pada kawasan perumahan dapat disehabkan oleh beberapa
faktor di antaranva:

I. Pengembangan rumzh yang melewati batas Garis Sempadan Bangunan (3SB).

2. Sistem drainase yang tidak terencana dengan baik.

3. Masih kurangonya kesadaran para penghuni kawasan permukiman  terhadap
pengelolaan sampah.

Pengembangan rumah oerupakan suata kebutuhan deri setiap penghuni kawasa
pervmahan sejalan dengan penambahan jumlah anggota keluarga atau untuk kebutuhan
lain, Proses pengembangan rumah pada suatu kawasan perumahan biasanya berkisar
antara 5 sampai 15 tahun atau dapat juga {ebih cepat tergantung darf Jokasi perumahan
dan fasilitas umum dan  fasilitas  sosial yang dimiliki perumahan  fersebut,
Pengemabangan rumah atay penasnbahan jumiah ruangan terjadi dibampis semua lokasi
perumahan, rumah-rumah dikembangkan ke arah horisontal dengan pertimbangan biaya
konstruksi akan lebih mugsh jika dibandingkan dengan pengembangan ke arah vertikal,
Ha! ini berakibat garis sempadan bangunan acfara 3 - 4 meter darl &pi jalan yang
semula diperlukan untuk area resapan air dan penghiisuan atau taman menjadi tidak ada
atau berubah menjadi kedap air schingga pada waktu rousim huian volume aliran air
permukasn menjadi besar dan volume alr yang meresap ke dalam tanah menjadi sangat
sadikit, akibatnya genangan-genangan air bahkan banjir dan berkurangnya persediaan
air tanah pada Tokasi perumahan,

Sistem drainase suatu kawasan perumahen biasanya dilakukan sesuai dengan
jumizh volume air permukaan yang berasel dari rumab-rumah per blok dengan kondisi
rumba yang standard {rumah belom dikembangkan). Kondisi ini yang membuat dimensi

saturan drainase yang tidak dapat menampung lagi volume air permwukasn sejalan
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dengan pengembangan rumal-rumah yang berakiba terjadinya genangan-genaagan air
babkan baniir i kawasan rersebut

Banpir di Kota Sersarang memiliki tiga tipikal baniir yaitu banjir lokal, banjir
kiriman dan banjir akibat roé. Banjir lokal merupakan genangan air akibat macelnya
saluran airfdrainase, baujir kiriman terjadi karena limpasnya air dari sungai pengendali
banjir (Banjirkanal Barat, Banjirkanal Timur, Kali Babon dan Sungai Plumbon).
Adapun rob merupakan genangan air akibat palknya permukaan air laut ke daratan.
Khusus untuk rob kejadiannys hanya pada waktu-swekiy tertentu.

Gambar 4.2
Banjir di Jalan Kaligawe
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Gambar 4.} S
Suasana Roeb di Kota Lama

Sungai Banjirkanal Barat dan Banjickanal Timur dikeral sebagai pengendali e
hanjir yang efektif Banjirkanal Barat sendiri dibangun pada tahun 1892, semasa
pendudukarn Belanda, Letak Banjirkanal Barat ini tidak javh dasi Central Burgelijke
Ziekerhuis atay yang dikenal dengan Romeh Sakit Umium Pusat Dr. Kariedl. Sungai
Banjirkana! Barat memiliki bendungan lengkap dengan pintu-pintu airmya, Nama asi
bendungar tersebut adalah Kagimanstoy atau Bendungan Kaziman, Oleh mazyarakat
Semarang, Bendungan tersebut dinamukan Bendungan Kalisarl, Baniirkanal Besat
dibangun oleh Belanda dengan tujuan untuk mengatas! bangir di Koia Semarng. Pada
ahun 1900, Belanda kembali membangun kanal baru yang letaknya i sivng timur Kota

Semarang yang hingga kini dikenal dengan pama Banjirkanal Timur.
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{zambar 4.4
Sangai Banjirkanal Bara(

Pada dasarnya, banjirkanal barat dan banjirkanal timur difungsikan sebagai
saluran pembuangan air dari kawasan Semarang ates menujo ke Laut Jawa. Kedua kanal
tersebut tidak diperbolehkan untuk menampung air dari dalam kota. Khuosus untuk
penampungan air di dalam kota dibangun sistem drainase tersendiri yang juga bermuara
di Laut Jawa. Pada masa kemudiag, perkembangan Kota Semarang berfangsung sangat
cepat. Kot yang awalnya hanya di amtara dua kanal besar tersebut bertambah fuas dan
kompleks. Perluasan wilayah tersebut menunjuk ke arsh timur, selatan dan barat
DPampak langsung dari kondisi itu adalah pembangunan drainase-drainase baru yang
secara Konsep justru mengabaikan fungst dari bapjirkanal. Sistem drainase dalam kots
dialirkan ke kedua kanal vang kapasitasnys terbatas, Akibatnya pada saat hujan deras
air mehiap ke wilayah-wilayah sekitarnya.

Dinas Pekerinan Umum {DPU), sebapgai pelaksana di lapangan, telah melakukan
persiapan dan memilikd kesigpan untuk penanganan jangka pendek dan dawrat yang

meliputi identifikasi daerah rawan banjir, penyediaan sarana dan prasarana, optimalisasi
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pompa peagendali banjir, ponyediaan sistem informasi peringstan dimi banjir berbasis
SMS dan Websie, dan pembentukan poske banjly DPUL Kesiapan torsebut ferkait
dengan Ketersedioan pompa pengendali banjir yang tersebar di beberapa subsistem
yaitw

Tabel 4.6
Data Pompa Pengendali Banjir

1 | Simpang Lima Jalan Barito

2 | Kali Kebo Jalan Arteri Pedurongan
3 | Condi Jalan Mangpis

4 | Bulu Jalan Kokrosono
3 | Lemah Gempai jalan Basudewsz
6 | Kali Asin Jalan Hasanudin
7 | Kolongl Sugiono Jalan Agus Salim
& | Banger Sciatan Sedompyong

9 | Bandarharjo Lanal

10 | Bandarharjo Timur Bandarharic

11 f Kali Baru Steko

12 | Tenggang Kandang Kebo
13 i Cebangsari LIK Kaligawe
14 | Kali Pacar Ialan Kaligawe

Sutnber: Badun Kesbang Linmas Kota Semarang, 2008
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Upaya crkini yang sedang dilakukan adalab pengedukan sedimen di sejumlah
saturan jalan protokol, pengerskan sampah dan pengerukan enceng gondok. Di samping
ity, kelompok wasyarakal, perusahaan swasta dan kantor instansi provinsi/pusat,
BUMN juga sccara swadaya membangun pompa banjir di kompleks perkantorannya.

Pengembangan di daerah ates wntuk  pemukiman meupun  industri
mengakibatkan meningkatnya debit benilr dan erost Izhan, ferutams pads  saat
pelaksanaan, erosi lahan sangat besar yang berdampak pada meningkatnys debit banjir
di dacrah bawah, berkurangnya Kapasitas sslovan pengendali banjir di daerah bawab,
serta biaya pemeliharaan atau pengerukan bertambah besar.

Permasalahan banjir di Kota Semarang ini juga bisa dikaitkar dengan
permasalahan sistem drafnase yang ada, yang meliputi;

1. Topograli
Topografi wilayah Kota Semarang terdird dart datoran rendah dan dataran tinggi.
Bapian utara merupakan pantai dan dataran rendah memiliki kemiringan 0 — 2 %
sedangkan ketinggian ruang bervariasi antara 0 ~ 3,5 m. Bagian selatan merupakan
daerah perbukitan dengan tingkat kemiringan 2 — 40 % dan ketinggian antara 90 —
200 m di atas permukaan air laut (DPL),

2. Tekanan Pendudok
Pada tahun 2005 perumbuhan pendudul diperkirakan mencapai 1.420.000 jiwa.
Laju pertumbuhannys rata-rata 1,79 % Tingkat pertumbuhan penduduk ini
mengakibatkan meningkatnya pula permintaan peﬁduduk ferbadap kemungkinan
adanya pemukiman bare. Akibatoya, pada tahun 20035, lokasi yang dipergunakan
untuk pembangoenzn pemukiman adalah sehanyak |14 lokasi,

3. Alih Fungst Lahan
Alih fungst lahan, khususnya di kawasen huln, yang fidak terkentrol dapat
menyebabkan meningkainya limpasan permukaan (beban drafnase bertambal),

meningkatkan laju erosi, sedimentasi saluran sehingga menurunkan kapasitas

saluran atau sistem drainase.
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Penambangan Galan O

Penambangan ini apabila tidek memperhatikan kondisi lingkungan dan lidak
dilakukan dengan benar akan menimbulkan  longsor, erosi, banjir lumpur,
sedimentasi saluran dan sungai, polusi, dan lain-Jain.

Panuronan Muka Tanal

Penurunan muoka tanzh atau sering disebut Land Subsidence dapat terjadi karena
pengambilan air bawah tanah yang berlebiban, konsolidagi lapisan tanah lunsk atau
tanah hasil urukan atau penyebab lain.

Sampah

Masyarakat masih menganggap babwa badan air merupakan tempat pembuangan
sampah. Sampal dibuang sembarangan, berserakan di jalan, dan akhirnya disapu air

~ hujan masuk ke saluran. Alr merjadi kotor, dan saluran menjadi penuh dengan

sampah, akibatnya meniadi mampet dan meluap pada musim hujan,

Bangunan Liar

Penyerobotan lahan vmurm, bantaras songal, saluran drzinase jalan raya, yang
dipergunakan untuk bangunan rumah, gubug liar uatuk fempat tinggal serta Kios-
kios untuk berjuzlan mengakibatkan penampang sungai atas saluran berkumng
sehingga luapan air baajic tidak terbendung lagi.

Pemeiiharaan

Sedimentasi, sampah dan bangunan-bangunan liar serta gulma air (enceng gondok)
dibiarkan memenubl badan saluran sehingga mengakibaikan penampang saluran

menjadi mengeci, kapasites menuron sehingga tidak mampu menampung debit
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Gambar 4.5
Peia Drainase Kotz Semarang

WS P U

B remannmcuannic vaos R

Sumber: Dinas Pekerfaan Uninn Kota Semarang, 2008

Pemkot Semarang telah mencanangkan berbagat propram dan kegiatan unfuk
penangguiangan banjic di Semarang. Pemanggulangan baniir oleh Pembot ini dibagi
menjadi 2 bagian yaitu bagian hilir dan bagian hule. Program yang dicanangkan untuk
bagian hilir diantaranya adalah:

1. Mengembangkan sistem polder.
Pengembangan sistem polder ini dibagi menjadi tiga tahap vaitu:
a. Membagi wilayah menjadi beberapa sub-sistem.
b. Membust sistem hidrologi terfutup dengan membangun tanggul laut dan fanggul
keliling,
c. Mengembangkan internal drain, kolam, dan stasiun pompa di masing-masing

sub-gistem.
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Memanen air iujan dalam bak tanpungan.

Sigtem ini mewajibkan sedap pemitik bangunan untuk menyediakan tampungan air

hjan di atas bangunan, di permuokaan anal nanpun di bawah permukaan tanah.

Membatasi pengambilan air tanigh,

Rebagian kebutuhan air bersih dipennhi dari air hujsn vang ditampung dalam bak

pesampung.

. Menatza dagrah sempadan.

Sistem ini memiliki dua program yaiha

a. Menyusun dan menetapkan garis scmpadan sumber aie, waduk, sungai, saluran,
pantai dan badan air lainnya.

b. Bangunsn yang ada 4i dalam garis sempadan seperti badan sungai, bastaran
sungai yang lerdapat di atas saluran perlu ditertibkan.

Menertibkan sistem pembuangan sempah/limbah.

Program ini menuntut masyarakat unfuk lebih meninpkatkan kesadaran untuk tidak

membuang sampah di saluran atau sungai, Program ini juga menuntut DPU untuk

remperbaiki Kinerja sistem pengelolaan sampah dan Hmbah,

Memperbatki kegiatan O & P.

Program ini dimaksudkan uatuk menyediakan Standard Operation Procedure (SOP)

vang batk tentunya dengan anggaran yang memadal pula. Program jni melibatkan

masyarakat sebhagai stakeholders.

Penegakan Peraturan {Law Enforcement).

Semua Perundangan atan peraturan terkait dan ataw yang berpengaruh pada sistem

drainose  diimplementasikan dengan  baik oleh Pemkot Semarang. Dalam

menegakkan peraturan, Pemkot Semarang mengacu pada:

a. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Atr - Potenst yang terkandung
dalam air dan atau sumber alr vang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian
bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya = Visi DPU
yaitu terciptanva infrastrukiur kota pantal metropolitan dibidang jalan, sumber
daya air dan penyehatan lingkungan yang berhasil guna dan berdaya guna.

b. UU 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

¢. PP 10§ tahun 2000 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
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d. Inpres 7 1999 wentang Akuntabilites Kinerla Instansi Pemerintah,

¢ Perda nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Dinas Daergh Kota Semarang.

F. Keputusan Walikota Semarang nomor 861.1/171 2001 rentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi DRinas Pekerisan Umum Kota Sensarang.

g. RPIMD Kata Semarang Tahun 2003 -2010,

h. Resnstra DPU Kota Semarang Tahan 2005-2010.
Sedangkan program yang dicanangkan untuk bagian hulu diantaranya adalah

sebagai berikut:

IU

Mengatur pola penibukaan lahan atau alth fungst [ahan,

Program ini mewajibkan para pembuks lshan untuk meleagkapi lahannya dengan
fasilitas penangkap air hujan dan sedimep. Dalam program diterapkan pula
kebijakan "zero delta O policy” yaitu suatu keﬁijai-:an untzk memporiahankan
besaran debit banjir supaya tidak berfambah dari waktu ke waldu.

Menata daerah sempadan,

Program ini dimaksimalkan untuk menyusun dan menetapkan garis sempadan
sumber air, waduk, sungai, saluran, pantal dan badasn air lainnya. Bangunan yang

ada di dalam garis sempadan seperti badan sungai, bantaran sungal yang ada di atas

saluran karos Siertibkan.

. Menerapkan fasiidas pemancnan gir hujan.

Terdapat dua fasilitas dalam program ini yaitu fasilites resapan dan fasilitas
tampungan. Yang dimaksxd dengan memanen air hujan (raimwoter harvesting)
adalah upaya pemanfaatan air hujan yang tefah lama digunakan oleh nenek moyang
karena distribusi ketersediaan ajr yaag tidak merata baik sebagai fungsi maupun
waktu. Air bujan memiliki kualitas yang eukup baik, dengan pH netral bebas dard
polutan, kadar garam, mineral dan bahan-bahan polutan lain.

Pemkot Semarang menganjurkan kepada seluruh warga Semarang untuk

membuat susmur resapan yang hertudjuan untuk mengurangi resiko banjir, Pemkot

Semarang menerapkan standard atae persyaratan umum dan feknis lokasi sumur

resapan, diantaranya yaitu:
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1. Pencmpatan sumur resapan diatur sebagai berikut:
a. Sumur resapan dapal dibuat di areal pekarangan.
b, Sumur resapan dibeat padas daerah yang tidak mudsh longsor {labil) dan/atau
terial,
¢. Sumur resapan tidok dibuat di lokasi timbunan sampah danfatau tanah vang
mengandung bahan pencemar.
d. Sumur resapan tidak boleh dibuat pada tanah timbunan pada perumahan.
2. Pada daevah yang permukaan air tanahnya tinggi dapat dibebaskan dari pembuatan
SUIMU fesapan.
3. Penempatan sumur resapsn ajir hujan harus mempertimbangkan keamanan bangunan
sekitamnya.
4. Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumuor resapan yaitu air hujan yang langsung
melalui atap atau talang bengunan.
&. Sumur resapan air hujan ditempatian pada lahan vang relatif datar.
6. Posist sumur resapan diletakkan cukup jauh dari sumur air bersih {minimal 10 meter).
7. Alr yang masuk ke sumur resapan ity khusus air bujan, air buangan kamar mandi
tidak diperbolehkan bercampur, Hal ini untuk menghindari terjadinya pencemaran
air fangh.

Pemkot Semarang juga menggalakkan program  ruang  ferbuka  yaitu
pembangunan taman jalan, median jalan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya antuk resapan air hujan. Pembangunan faman kota diposisikas di wilayah-
wilayah yang rewan banjir seperti di Simpang Lima, Tugu Muda, Eots Lama. Fungsi
utama dari adanya taman kola adalah selain untuk mempercantik kot juga dapat
mengurangi risiko baniir karena banyaknya pohon yang ada di tarnan kota tersebut,

Rencana pembangunan Waduk Jatibarang di kawasan Kali Kreo, Kecamatan
Gusungpati dan Mijen, sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak banjir di Kota
Semarang karena apabila pembangunan Waduk Jatibarang ini terealisasi maka akan
mampy menampung debit air dari deerah atas Kote Semarang sepert dari Ungaran
{Kabupaten Semarang) dan Kendal. Surat Keputusan (8K) No. 3937224 tertanggal 24
Agustus 2006 menegaskan tentang normalisasi Kali Banjirkanal Barat dan drainase
perkotasn setuas 223 38 hektar yang ferlefak di Kelurahan Kandri dan Jatirejo di
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kecamatan Guunungpati serla Keluelun Kedungpane dan Jatibarang di Kecamatan
Mijen.

Pembkot Semarang membutubkan dukunpan dart Pemerintah Pusat khususnya
dalam hal finansial. Sejavh ini Pemkot Semarang telah mengucurkan anggaran Rp 14
miliar dari APBD 2006 dan Rp 14 miliar dari APBD 2007 untuk pembebasan laban.
Waduk Jatibarang dengan total ailai investast sebesar Rp 1,2 wiliun tersebut
direncanakan pembangunanaya selama 535 bulan dan akan selesai pada tahun 2013,
Konstruks? fisik direncanakan dimulai pada akhir tahun 2808 atae maksimal pada awal
tahun 2009, Pembangunan Waduk Jatibarang ini dibarapkan cepat tercalisasi karena
waduk ini dapat menampung 20,4 juta meter kubik air termasnk dalam menphasilkan
fistrik sebssar 1,5 megawalt dan pesingkatan Kapasitas sumber air baku yang dapat
mencukupi kebutuhan vnhak 2,5 juta jiwa, dapat mengursngi kerusakan akibat banjir
sepanjang Kaligarang atau Banjirkanal Barat, dapat mengembangkan potensi sumber alr
antuk memenuhi kebutuhan air bake khususmya wilayah Kota Semarang bagian barat,
dapat mengucangi kerusakan akibat intrusi, amblesan dan genangan air rob di sebagian
Kota Semarang bagian bawah, mampu memperbaiki kvalitas lingkungaen sepanjang
sungai dan deersh pemukiman, mampu meningkatkan kualitas hidup masyasakat, serta
mampu meningkatkan kelestarian fungsi konservass di daerah hulu Kaligarang dan Kali
Kreo.

Selain pembengminan Waduk Jetibarang di kalt Kreo tersebuf, komponen-
komponen pembangunan yang akan difaksanakan melipeti normalisasi Kaligarang dan
Banjirkana! Barat, rehabilitasi Bendungan Simongan, perbatkan sebagian sisiem
drainase Kotz Semarang, pengembangan pelayanan air bersih PDAM Kota Semarang,
serfa tindakan-tindakan untuk menopang perbaikan lingkungen dan sosial antara lain
resettlement dan kounservasi serty pengelolasn wvatershed dan disaster management.
Pengelola kegistan untuk pembangunan Waduk Jatibarang di Kali Kreo ditangani oleh
BBWS Pemali Suana, Ditjen Sumber Daya Air dan Departemen Psekeriaan Umim,
Pihak-pihak tersehut juga yang akan menangani normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal
Barat maupun rehabilitasi Bendungan Simongan,

Program fain yang dicanangkan oleh Pemkot Semarang yaity pembuatan kolatn

retens] atau polder yang terletak di daerah Kaligawe. Polder selalu ditdentikkan dengan
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nagara kincir angin yaitun Belands, dimana seperempot wilayabinya berada di bawah
pernukaan air lawe, Belaada memiliki lebih dari 3000 polder yang tersebar i penjuru
megert. Sebelum ditemukannyz mesin pompa, kiscir angin telah digunakan untok
menaikkan air dari suaty pefder ke polder yang lain yang letaknya lebib tinggi. Pada
daerah pelder, air buangan {air kotor dan aly hyjan} dikesnpulkan pada suatu badan zir
(sungai dan sity] yang kemudian dipompakan ke sungal atau kanal yang langsung
bermuara ke laut, Pemkot Semarang memang hanis lebih banyak belair dari Negeri
Belanda dalam hal penanggulangan banjir ini.

Polder dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dataran rendah yang membentuk
kesatuan hidrologis artifisial yang dikelilingi oleh tanggnl. Tanggul yang mengelilingi
polder dapst berupa pemadatan tanah dengan lapisan kedap air, dinding batu, ataupun
berupa konstruksi beton. Ada beberapa hal positif yang dapat diambil darf keheradaan
polder yaitw:

1. Memberikan ruang terbuka bagi masyarakat sekitar.

2. Lingkungan yang semuia terkesan “hitam” kumub dan menyeramken menjadi lebih
tertata sehingga dapat menghidupkan kembali sitra Kota Lama.,

3. Polder bisa berfungsi scbapai obyek wisata kelusrga dan tempat interaksi sosial
masyarakat, setidaknya sebagai alternatif tempst hiburan setelah Simpanglima,

4, Penyediaan air untuk menangpulangi kebakaran dan penyiraman tanaman kota.

Polder Kaligawe diharapkan mampu mengurangi banjir atau paling tidak dapat
mempercepat surainya air gpabila terjadi banjir di dacrah Kaligawe dan sekitarnya,
Daersh Kaligawe apabila dilihat dasi topografl wilayshnya merupakan dasrah cekungan
schinpga memang rawan banjir. Diliarapkan dengan adanya polder tersebut mampu
menampung air untuk semenfara dan kemudian akan dibuang ke Kali Banjirkanal
Tinwr, Pembangunan pelder Katigawe sampai pada aichir 2008 masih bedalan 519,
diharapkan Pemkot Semarang menyelesaikan pembangunan polder tersebut di tahun
2009,

Polder pertama yang dibangun oleh Pemkot Semarang adalah yang terletak di
depan Stasiun Tawang yaitu tepatnya 9 Kota Lama, Polder ini dibangus pada tahun
2000 dengan menefan biaya sekiter Bp 7 milyar. Luas polder Kota Lama ini adalah 1,3

hektar. Polder ini berfungsi sebagai penampung air banjir dan rob. Kelemabaa dari
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polder adalah apabiia polder sudah peovh dengan air maka polder sudah bisa dipastikan
tidak maempu menampung lebih banyak lagi debit air, Hal intlab vang berulang kali
teriadi di polder Ko Lama. Datam kurun wakie dus sehun dimulai dan tahun 2007,
fungsi polder sebagal infrastrukiur penpgendali baniir sudsh tidak mampu bekeria secara
optimal. Hal inilah yang menyebabkan genangan air di kawasan Kota Lama menjadi
lebih fama surutnya. Luas polder Kofa Lama dinilai {eralu kecil dan kurang darl 2%
lnas wilayah Kota Lama yang mencapai 73 hekior. Apalagl kenyatzannya polder
tersebwt fugs menampunyg air dar kawasan di lvar Kota Lans. Seharusnys lias polder
tersebut sekorang-kurangnya 5% darf luas wilayah yang ditampung.

Selain itu, agar genangan air di kawasan Kotz Lama bisa Iebih cepat surut,
permukaan air di Polder harus selaly dikurangi. Masalah yang muncul adalah sir selalu
bertambah karena muncul rembesan dard dasar kolam. Idealnyva, dasar kolam dibuat
kedap air. Dengan kondisi Pelder Kola Lamza scperti ity mazks dibutubkan pomips
penyedol yang cukup besar dan bekerjs secara ferus-mencrus. Hat o berari
pomborosan energi listrik atao bahan bakar soler.

Gambar 4.6
Polder Kota Lama (Poider Tawang)
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Gambard.7
Polder Kaligawe

Polder Kota lama menjadi terlihat indah dengan adanya taman di pinggic-
pinggirnya. Dinas Pertamanan Pemkot Semarang jups secara rutin melakukan
pembersihan taman di sekitar polder dan melakikan penyedotan terhadap kotoran yang
masuk ke polder. Penyedotan ini dilakuken dengan tujuan agar polder dapat
mengmpung air dengan maksimal tanpa harus ada surmbatan karena ketoran yang masuk
ke dalfamnya.

Selain polder yang terdapat di dus tempat tersebut, Pemkot Semarang juga
berupaya untuk meninggikan daerah yang rawan bagiie seperti Simpang Lima, Jelan
Kaligawe, Perumahan Tanah Mas, serta Kota Lama. Selain ditmggikan, daerabh-dacrah
tersebut di atas juga dipasang paving block agar lebith kuat, Namun apa yang terfadi
saugatial: mengecewakan batk masyarakat sekitar maupun Pemkot Semarang sendiri.
Daerab-daerah tersebut di atas totap saja dilanda baniiv. DPU memperkirakan terjadi
penurunan tanah alau Land Subsidence di daerah-dacrah tersebut, Apabila memang
demikian yang terjadi maka usahg Pemkot Semarang untuk meninggikan dataran
sampai kapan pun tidak akan berhasil karena kondisi tanah yang terus menuren 1,3
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meter lap lahunnya. Sebagai contoh, warga yang tinggal di Perumahan Tanzh Mas,
setiap tahun harus meninggikan lantat romabnya sctinggi | meter supaya air banjir tidak
samipai masuk ke dalam rumah, namuon di tabun berikulnya ternyata air baniir masuk
lagi ke dalam rumahnya yang menyebabkan lantai cumabnya harus ditinggikan fagi. Hal
serupa juga terjadi di Jalan Kaligawe, Pernkot Semarang sudah meninggikan jalannya,
bahkan sudah dibeton dan diberi paving block, namun dari tahun ke tahun tetap dilanda
banir.

Pada rentang fahun 2000 - 2008 muncul kecenderungan dari pihak pengembang
atau developer pemukiman uniuk membangun perumahan di daerah Semarang atas.
Pengembangan dacrah Semarang atas untuk dijadikan lahan pemukiman dan industei
mengakibatkan meningkatnya debit air dan erosi [ahan. Erost lahan ini menizdi sangat
besar pada ssat pelaksanaan pembangunan, Akibat darl pembangunan pemukiman dan
industri di Semarang atas ity adalzh deb#t banjir di Semarang bawah makin meningkat,
berkurangnya kapasitas saburan pengendall banjlr di dacrah Semarang bawah seria blaya
pemeliharaan atac peagerukan bertambah besar,

Pemkot Semarang telah mengeluarkan  ssjumish  pedoman bhagi  para
pengembang di dacrah Semarang atas. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan
fingkungan Semarang atas dan mengurengi dampak terhadap kawasan Semarang bawah.
Pedoman yaog harus dipatuhi oleh para pengembang dan warga masyarakat di kawasan
Semarang atas di antaranya adalah dengan membangun embung 2tau kolam stay waduk
tampungan serta pembyuatan sumur resapan. Pembuatan embung diwaiibkan bagl para
pengembang, scdangkan pembuatan semur resapan diharapkan dilakukan oleh setiap
pernilik rumah.

Terkait dengan upaya penangsulangan bencang, Walikota Semarang meminta
kepada scluruh Satlak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Adapun sosialisasi
yang dilakukan ada enam hal yaita:

I, Berkaitan dengan bencana banjir, Walikota Semarang menghimbau kepada RT/RW,
Lurah, Camat dan Bagian Pemerintahan Kehmrahan untuk menehiti daersh-daerah
rana yang kira-kira membahayakan, tanggul-fanggul mana yang perl diwaspadai.
Hal ini sangar penting kerena harus ada persiapan  sejak  dini schingga

penanggulangannya bisa lebth maksimal.

Universifas iIndonesia

Kebijakan Pemerintah..., Niken Rahardina, FISIP Ul, 2009



73

2. Camat, Lural, RT/RW serta Dinas Pekerjaan Umum agar menyiapkan karung diisi
dengan tanah untuk menutup paraban-parabas yang fungsinya untuk mencegah
meluapnya air karena kalau sampai terjadi banjir kerugiannya aken besar sekall.
Selain ity satiak harus twron ke Iapangan ontuk memantau daerah yang diwaspadai
membahayakan, Langkah inventarisasi akan membantu pada sanst terjadi bencana.
Kepada Camat, Lurah, RT/RW untuk bemar-benar berpikir sebelum terjadi dan
bertindak melakukan pencegahan-pencegahan karena melalui cara Ini tecbukd
mamps meminimalisic kerugian.

3. Apsbila telah dilakukan langkah-langkah pencegahan namun ternyata terjadi hal-hal
di luar kemampuan maka tidak perlu menungge perintah dan langsung mengadakan
rapat dan pembagian fugas penanggalaogan berdasarkan inventarisast daerah rawan
dan prediksi vang telak dilakikan sebhelumnya.

4. Menghadapi musim penghujan semua proyek Dhinas Pekerjsan Umum yang
berhubungan dengan air harus diselesaikan,

§. Semua alat-alat kemunikasi harus dalam kondisi siap. Untuk memastikan bahwa
sernua alat komunikasi terhubung dan berfungsi dengan baik maka diadakan
simulasi yang melibatkan satlak mulai dari tingkat Xelurahan, Kecamatan sampai
fingkat kota.

6. Bahwa urtuk tugas penanggulangan bencana alam Pemkot Ssmarang tidak mampu
mengatast  sendirt namun  memeriokan keterlibatan  masyarakat, LSM, PMI,
Pramuka, TN dan Polisi karena tugas ini merupakan figas kemanusisan.

Penslitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti UNIKA Soegiiopranote dan
Universitas Gadjah Mads vaiiu Ir, 1. Bambang Sudarsono, M.Si; Leonardus Heru
Pratomo, ST., MT; Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D memfokuskan pada Dacrah Aliran
Sungai (IDAS) Beringin dengan hulu yang terletak di Kelurahan Mijen dengan topografi
sekitar 230 meter seria bermuara di Laut Jawa di dalam wilayah Kelurahan
Mangunharjo, Sungai ini mengalir melalui 8§ wilaysh Keluraban dalam 3 Kecamatan
diantaranya Kelurahan Mijen, latibarang den Kedungpane di Kecamatan Mijen,
kelurghan Ngalivan, Tambakaji, Wonosard di Kecamatan Ngaliyan, kelurahan
Mangkang Wetan dan Mangunhario di Kecamatan Tugu. Debit banjir vang terjadi jauh
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melebibi kapasitas sungai yang ada sehingga suogsl sering meloap dan mengakibatkan
banjir di wilayah bagian hilir.

Banjir yang terjedi pada musim hajan membawa sedimen vang cukup tinggi.
Diperkirakan sedimen yang terbawa arus tiap lahunnya lebih dari (00000 meter
persegi. Banjir sungai inf periodik pada bulan Desember — Januari setisp tahuonya,
DPalam kegiatan penefitdan tersebut jupa bermunculan berbagai pendapat yang
bersumber dari masyarakat yang berada di hulu tengab dan bilic serta berbagai
keinginan pemangky kepentingan atas rencana kebijakan perbaikan drainase.

Penigusahaan alat deteksi barjir pun dilakukan. Sungai Bringin yang menuiu laut
menjadi suatu kenyataan yang perlu dihadapi bshwa posisi air periu dideteksi. Suatu
kondisi memiliki beberapa kriteria untuk dikatakan banjir, diantaranya volume 2ir, Iaju
alr dan perubahan laju air. Alat deteksi bahaya banjir ini bertujuan untuk memberikan
informasi keadaan setempat dengan Kkriteria kondisi alat selalu siap bekerja, kondisi
waspada dan kondisi bahaya (baniir). Permasaizhan vang seringkali dihadapi adalgh
banjir yang disebabkan hujan dan kebiasasn listrik mati sehingga alat deteksi banjir
tidak berfungst sehingga informast vang diberikan tidak efektif.

Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan perlt adanya program normalisasi agar
transportasi air dapat masuk kota dan warga hanva sanggup dilebarkan 10 meter. Hal ini
masuk dalam kategori jangka panjang dimana dengan adanya pembuatan kanal di
Genvk (Kali Bringin). Pelibatan magvarakat dalam hal ini sangat penting guns

pengendalian daya russk air. Pada suatu sungai perlu diketahui ada garis sempadan
| sungai yang merupakan garis batas luar pengamanan sungai. Peoyimpanan air hujan
dipengaruhi oleh kemampuan tanah untuk menyerap air dalam pengalirannya ke sungai.

Pemkot Semarang telah mengupayakan banyak hal wntuk menghindarkan
Semarang dari bencana banjir. Namun, selurnh upaya terscbut belum berhasil untuk
mengatasi banjir yang datang sefiap {shunnva, Hal ini menjadi semacam evaluasi untuk

Pemikot Semarang apakah ada yang salah dengan pembuatan kebijakan atan ada haf lain
i huar itw,
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44.PEMBAHASAN

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sebingga tidak dapat
dipanen dan melsiublantakkan perumahan dan permukiman, tapl juga merusak
fasilitas pelayanan sosial ckonowi nasyarakat dan prasarasa publik, bahkan menctan
korban jiwa. Kerugisn semakin besar Hka kegistan ckonomi dan pemerintahan
terganggu atau babkan lerhenti. Meskipun pertisipasi masyarakat dafam rangks
penanggulangan banjir sangal nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun
banjir menyebabkan tambahan beban kevangan negara, terutama untuk merehabilitasi
dan memulihkan fungsi parasana publik vang rusak.

Terjadinya seranghkaian baniir Jdalam waktu refatif pendek dan tervlang tiap
tahun, menuntul npaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat
diminimalikan. Berbagai upaya pemerintall vang bersifat struktural {structural
approachy ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir 41
Indonesia. Penanggulangan banjir selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan
fisik pengendali banjir untuk mengurangl dampak bencasa. Selain itu, mesiipun
kebijakan non f{isik yang umumnpya mencakup partisipnsi masyarakat dalam
penangpulangan banjir sudah dibuat, namun belum dilmplementasikan secara baik,
bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingea efektifitasnya dipertanyakan.

Kebijakan sekioral, sentralistik, den sop-down tanpa melibatkan masyarakat
sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi,
demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana.
Dengan demikian, penanggulangan banjir yeng hanya melsls pesmbangunan fisik
{structyral approach), harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (ron-
stractural approuch), yang menyediakan ruang lebih fuas bagl muncuinya pastisipasi
masyarakat, sehingga hasilnya iebih optimal.

Kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik harus diimbang] dengan langkah-
langkah non-fisik, sehinpga peran masyarakat dan s:akéhaz’a’er lainnya diberi tempat
yang sesuai. Agar penanggolangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak
hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kehijakan,

termasuk partisipast masyarakat dan srakehoider lainnya.
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Permasalaban tersebut berinthungan erat dengan evaluasi yang harus dilakukan
oleh pihak Permkot Semarang. Telals dijelaskan dalam Bab 11 bahwa evaluast berfungsi
untuk memberikan informasi yung valid dan dapat dipercaya wmengenai kinerja
kebijakan yailu scherapa jauh kebuluhan, nilal dan kesempatan kebils dapat dicapal
melalul tindakan publik, Evaiuasi joga mengungkapkan seberaps jash fujuan-tujuan
tertenty dan target ortenty fefah dicapai. Evalusst juga dspat bertujuan untuk melihat
sebab-sebab kegagalan suatu kebijaken atau untuk mengetahui apaksh suatu kebijakan
publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Tesis ini akan menganalisis apakah kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot
Semarang sudah tepat atau belum dalam mengatasi banjir yang teradi di Kota
Semarang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupskan pendekatan
kualitatif sehingga wawancara merupakan teknik pengambilan data vang efektif dalam
penclitian int walaupun ads beberapa orang yveng tidak bersedia untok direkam hasil
wawancaranya. Data sekunder yang berups data tertulis banyak diperoich dart Dinas
Pekerjaan Urnium dan Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang,

Responden vang berhasil diwawancarai adalah sebanyak 4 orang yaliu darl
Dinas Pekeriaan {Umum, Badan Kesbang dan Linmas Kots Semarang serta dari
masyarakat yang ferkena banjir. Target navasumber pada awainya adalah 7 orang namun
vang mamptt dicapal hanye 4 orang. Pertanyaan-pertanyaan yang disjukan pun tidak
berbeda jauh dengan aps yang sudah tertera dalam operasionalisasi konsep. Pertanyaan
vang diajukan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan dimana nantinya
akan bisa diketahui apa yang menjadi jawaban dari pokok permasalahannya.

Dalam kriterle evaluasi terdapat beberapa butir vang dijadikan acuan dalam

menganalisis dan selanjutaya dalam baly ini akan langsung dianalisis,

4.4.1. Efekiivitas
Dalam kriteria efektvitas ini yang termuat sebagai acuan adalah isi kebijakan itu

sendiri dan produk-produk yang dihasilkan oleh kebijakan itu. Dalam permasalahan

banjir ini, Pemkot telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi banjir, Menurut

penuturan Bapak Naseil dart Dinas Pekerjaan Umum (hasil wawancara pada tanggal 21
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fanuart 2009 di Kanter Dinas Pekerfaan Umum Ko Semarang), st darl kebijakan
penanggulangan banjir mencakog beberapa aspek di antaranya yaitu
a. Aspek Institusi

Aspek ini meliputi peningkatan kualitas sumber days manusia serta peningkatan
kapasitas kelembagaan, Maksud dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah
peningkatan pengelahuan dan ketrampilan bagi para pihak vang terkait dengan
penanggulangan baniir di Pemkot Semarang. Sedangkan peningkatan kapasilas
kelembagaan maksudnya adalah peningkatan kinerja daci Pemkot Semarang itu sendirl,

Pemkot Semarang mengadakan Pelatthan fentang Penanganan Bencana.
Pelatihan ini secara rutin dilakukan fiap tahun dan dimulai pada tahun 2001, Terakhir
dilakukan pelatthan adalah pada tshun 2008. Badan Keshang dan Lintnas Ko
Semarang selaku Sckretariat Satuan Pelaksana Penanganan Beacons (Satiak PB) jopa
telah membekali potugas atan aparat pesanganan bencana dengan ketrampilan melalui
pendidikan SAR sejak tahun 20073 dag terakhir pada tahun 2008,

b. Aspek Teknis

Aspek teknis meliputi reviesw Magterplan Drainase tahun 2007 dan program
penanganan jangka panjang, serta pembedaan sistem draingse dalain pelayanan yang
meliputi Floodway, primer, sckunder dan lain-lain. Pada tahun 2000, Dinas Pekerjaan
Umum memiliki Masterplan semacam ini namun memang hanya berbentuk buku dan
sudah kadatuwarsa, :

Menurut penislasan Kepalz Dinas Pekerjaan Umem Tzhun 2007, Bapak
Achmad Kadarisman (Harian Suara Merdeka, 24 Desember 20053, Dinas Pekerjaan
Umuom akan membuat Meszerplan semacam ini pada tahun 2007. Pembuatan
Masterplan harus didahului dengan foto udara sementara foto udara dan foto mozaik
tidak ada di Dinas Pelerjran Umum. Kendaly lain yang muncul adalah perkembangan
Kota Semarang yang cukup pesat mengakibatkan perubahan tsta gana lahan,

Pemkot Semarang telah melgkukan sejumiah kajian sejak tahun 1976 seperti
“Storm Waier Dnainage Muosterplan for the City of Semarang” oleh Burn dan Me
Donald, “7he Masterplan on Water Resources Development and Feasebility Study for
Urban Flood Control avd Urban Drainage in Semarang City and Suburbs” oleh JICA
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pada wbun 1993 dan Penyusunan Masrerplon Dramase Kaota Semarang oleh Bappeda
Kota Semarang pada tahun 2007,

Pemkot Semsrang beérencana untuk membangun 10 sub sistem di Semarang
Tengah {(551IDP), upaya lamnya adalal normalisasi sungai untuk menambah debit air

singal dengan cara pengerukan, pelcbaran sungal, serta pembangunan tanggul,

¢ Aspek Pembiayaan

Kebijakan peranggulangan  banjir i mengharuskan adanya pembagian
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Daesah, Provinst serta Pihak Swasta baik itu sebelum
maupun selelah konstruksi penanggulangan banjir. Pada prinsipnya, sosuai dengan
penjelasan Eko Prasojo, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kumntawan (2006: 114-116),
terdapat dua beptik wtama perimbangan keuangan antar tingkat-tingkat Pemerintahan.
Pertama, pembagian wewenang dan sumber-sumber penerimzan keuvangan pada
tingkatan Pernerintaban yang bersifat vertikal. Kedua, perimbangan keuangan antara
Pemerintahan yang bersifat horisontal. Tujusn utama perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah adalal jaminan bagi Pemerintah Daerah untik dapat melaksanakan
kewenangan yanp diberikan Kkepadanya dengan  kekuatan sendini dan  tanpa
ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.

Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UlJ No, 33 tahun
2004 mengenal Perimbangan Keuvangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah mengatur terutama sumber kevangan Pemerintah Daerah juga rumus pembagian
subsidi pusat kepada deerah. Menurut Ul No. 25 tahun 1999 dan Ul No. 33 tahun
2304 sumber keuangan menganut asas pemisshan terikat terhadap sumber keuvangan.

Dalam melakukan penanganan banjir dan red, Pembot Semarang tefah membuat
usulan anggaran tahun 2009 untuk penanganan banjir dan rob. Usulan tersebut sifataya
tidak menyelurub namun per wilayah, Sedangkan untuk anggaran tahun 2008, Dinas

Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak bersedia merinci jumlahnya.

d. Aspek Hukum .
Dasar hukum yang digunakan adalsh Perda tontang droimase. Dalam Kurun

waktu antara tashun 2000 sampal 2008, Pemkot Semarang masih mengacu pada
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Masterplan Drainase whun 2009, Penkot Semarang belum menetapkan masierplan
drainase vang baru yang sebelummya direncannkan akan dibuatl pada tahun 2007.
Apabila masterplan tersebut belum dibuat maka Perda tentang Drainase belum dapat
disusun. Selurgh upaya Pemkot Semarang dalam menangani baniir di Kota Semarang

masih mengacy pada masterplan draimase tahun 2000.

e. Aspek Partisipasi Masyarakat dan Swasta

Aspek ini melibatkan tins sub sistom yang teiah dibentuk oleh Walikota
Semarang dengan nomor 614.03/4161 tentang pembentukan tim tekais penanggulangan
banjir dan rob di Kota Semarang. 8K No. 614.05/061 tentang Pembentukan Tim Teknis
Penanpanan Banjir dan Rob Kota Semarang tertanggat 10 Maret 2006. Tim Teknis vang
telah ditetapkan oleh Walikota terdiri dari Instansi terkait, para pakar heberapa
perguruan tinggl, den pejabat wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Di dalam dasar
pertimbangan hukum SK tersebut discbutkan bahwa dibentukaya Tim Teknis in
didasarkan afas portimbangan dalam rangka penangsnan saiuran drainase terpadu
pengendalian baniir dan rob agar dapat terarah, terencang, dan terkendali.

Partisipasi masyzrakat dafam ba! ini adalah peran masyarakat dalam membantu
Pemkot Semarang snmuik mewunjudkan Semarang yang bebas banjir. Penting bagi
masyarakat untuk memperhatikan dan melaksanakao anjuran Pemkot Semarang untuk
tidak membuang sampsh sembarangan, membuat sumur resapan di setiap rumah,
bahkan untuk stekeholders pun diwajiblcan untuk membuat rosapan air di sefiap
permukiman yang akan dibangun. Scjauh pemantavan, masyarskat Kota Semarang
bawah kurang begitu menjaga kebersihan dan keindahan kota. Masih banyak
masyarakat vang membuang sampak di sungal, babkan di polder, maupun di selokan.
Masyarakat juga tidak segan-segan unluk mendirikan bangunan di atas saluran gir atau
fesapan.

Adapun seluruh aspek yang dituangkan dalam kebijakan yang diambil Pemkot
Semarang dalam menangani banjir lerssbut tujuannya adalab untuk menyelamatkan
Kota Semarang dari bencana banjir dan rob, Dalam cvaluasi kebijakan menurut Dunn
(2003: 608-609) kebijakan vang diterapkan harus fokus kepada nilai, yang dimaksud

disini adalah kebijakan yang diambil harus tepat tujuan dan sasarannya. Apabila dilibat
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dari masing-masing aspek kebijakan yvang diambil oleh Pernkot Somarang torsebut di
atas, kebilakan yang diambil sudah sesusi dengan apa yang dikemukakan Dunn.
Kebijakan yang dikemuRakan tersebut sudah wriokus pada tujuan Pemkot Semarang
dalam menangani banjir dan rob di Kota Semarang.

Bapak Nasril, staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Senarang memberikan data
mengenal anggaran vang telah diwtapkan olch Pemerintah untok mengatasi masalah
banjir di Kota Semgrang untuk tahun 2009, Dt bawah i merupakan usulan rincian

anggaran tahun 2009 yvang dialokasikan uniuk {asilitas-fasilitas ntama pengendali banjir:

Tabel 4.7
Usulan Pesangauan Banjir dan Rob
Kawasan Semarang Tengah

Sungai (Pengendali) Banjirkanal Timur, 7,500.000.000,00 |

i

2 | Normalisasi Kali Banger. ' £8.500.000.000,00

3 1 Stasiun pompa Kali Semarang dan Kali Asin, 125,000,000 000,00

4 | Penanganen Kali Baru, 69.000.000.000,00

S | Penambahan kapasitas pompa Kartial, 73.500.000 000,00

6 { Pensmbaban kapasitas pompa Bulg, 43.500.000.000,00

7 ] Sungai (Pengendali) Banjirkanal Barat. 173.500.000.000,00

8 | Dutzreeption Drain {Saluran drainase Lateral), 11.600.000,000,00

Pembuatan tangaui aic laut di Muara sepanjan

9 | 5% ko (Sea P . panjang £7.500,000.000,00

Total Biaya Penanganan 735.600.000.000,00

Suniber: Dinas Pekerjoan Unruam Kota Semarang, 2008
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Tabel 4.8
Usnlan Penanganan Banjir dan Rob
Kawasan Semavang Timur

I | Penanganan Kali Babon. = t 1&8{}{}*000.000,{}{5‘
5 ;’;z::;g&nan banjir di kawasan Semarang 7.500.000.600,00
3 i Penanganan Kali Sringin. 274.000.006.609,00
4 | Penanpanan Kali Tenppang, 402.0006.000.000,00
5 | Penanganan sub sigtem Tengeang, 120.5606.600.000,60
6 ?:ﬁaa?an tanggul penaban air laut sepaniang 14.000.000.000.00

Total Biaya Penanganan 856.000.666.860,00

Sumber: Dinas Pekerioun Umum Kotg Semarang, 2008

Tabel 4.9
Usulan Penanganan Banjir dau Rob
Kawasan Semarang Barul

t | Sungai (Pengendall) Baniirkanal Barat. 173.560.000.000,00
2| Penanganan kali Silandak, 12.500.000.000 08
3 | Penanganan Kali Karangayu. £2,500.000.000,00
4 | Penanganan Kali Siazzgkcr. 86.,000.000.0606,00
§ 1 Penanganan Kali Ronggolawe. 53.000.000.060,00
Pembuatan tanggul air laut muara sungai {Seq
8 Wall Dyke). 69.008.000.000,00
1 Perbaikan ‘salumn(a‘raf:zase lateral 2.500.000.000,00
{Interception Drain).

Total Bixya Penanganan 459,000.006.000,00

Sumber: Dinay Pekerjaan Unnan Kota Semarang, 2008
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Scmentara menurst Bapak Arl Dijoko Samoso selaks Kabid Kesiagaan Badan
Kesbang dan Linmas Kola Semarang fabun 2008 {hasil wawancara tanggal 23 Junnar
2609 melalui telepon), kebijakan yang diterapkan ¢leh Pemkol Semarang dalam
menangguiang! hanjir sudah cukup berhasil kareea fasilitas-fasilitas yang disediakan
oleh Pemkot Semarang sudah mampu mengendalikan banjit, Permasalaban yang sulit
diatasi & Keta Semarang menurut Bapak Ari Dioko Santoso adalah rob karena setiap
tahun kondist tanah di kawasan Semarang bawah mengalami penurunan sekitar 20 cm.
Bapak Ari juga mengungkapkan bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkat
Semarang dan fasilitas-fasilitas yang disediekan uniuk meagendalikan banjir sudah
maksimal.

Menurut keterangan dari The Rustriningsih, Wakil Gubernur Jawa Tengah,
{Kabar Petang TVOne hari Selasa, 10 Februari 2009 pada pukel 17.30 WIB), bahwa
untuk penanganan baniiv dan ro? secara komprehensif dibvivhkan keoordinasi matang
dengan berbagai dinag terkait, tidak bisa ditangani satu persatu misalnya penanganan
banjir oleh dinas tertentu dan penanganan rof jupa oleh dipas tertentu. Penanganan
banjiy dan rob ini bersifat menyeluruh yang artinya semua dinas terkait ikut terlibat
dalam pesanganan baniir dan red ish Ibu Rustriningsth jugs mengemukaksn
nermasalahan anggaran yang dialokasikan entuk penangansn banjwr dan rod, Lahwa
untuk melakukan pesanganan menyeluruh yang artinya masalah yang diatasi adalah
banjir dan rob di semua wilayah Kota Seinarang anggaran yang dialokasikan untuk itu
masih dinilai kurang. Anggaran vang ada hanya dapat mengatasi banjir dan rok di
beberapa tempat saja. Jumlah anggaran untuk mengatasi banjir tahun anggaran 2007
sebesar Kp 53.107.564.050,00 ssdangkan APBD tahun anggaran 2007 kurang febih Rp
125 triliun. Apabila dapat digambarkan prosenisse alokasi anggaran 2007 untuk
mengatasi banjir adalah sebagai berikut:
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Gambar 48

Sumber: L¥nas Pekerjaan Umon Kot Semarang, 2007

4.4.2, Efidensi

Efistenst selglu dikaitkan dengan penghematan namuo tanpa mengucangi
kualitas hasil kebijakan. Dalam membuat kebijakan penasggulangan banjir dan rob di
Kota Semarang, Pemkot Semarang menerapkss sistem efisieasi dimana tujuannya
adalah entuk lebih mienckan anggaran dacrah vang dikeluarkan seriz  untuk
mempercepat proses penanggulangan. Ada dua hal yang menjadi operasionalisasi
konsep dalam penelitian ini terkait dengan efisiensi yaitu fime schedule pelaksanaan
kebijakan serta sumber daya manusia vang melaksanakan kebijakan torsebut.

Bagak Nasril, staf Dinas Pekerjaan Umum (hasil wawancara tanggal 21 Januari
2009) mengemukakan behwa time schedule pada dasamya ity ada dalam kebijakan,
namun menunuinya fHime schedule it mengikuti jumlah anggaran yang ads, sehagai
contoh, angparan yang sudah diposkan untuk normalisest banjirkanal sekian milyar
pamun pada saat akan melaksanakan normalisasi emyata muncal kebijakan lain vang

menyedot sebagian anggaran fersebut, secara otomatis program normalisasi baniir kanal
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saenjads lersendat atau bahkan berhenti. Hal inilah yang menurat Bapak Nasell membuat
suaky program yang teriera dalam kebijakan fama untuk dapat diselesaikan.

Pada seat akan membual suatu kebijakan, perencanaan yang matang memang
sangat diperfukan. Perencanasn vang dimaksud meliputi perencanaan dalam  hal
anggaran, perencanazn wakiu setla perencanaan sumber daya manusta. Apabila
perencanaan-perencanaan tersebut salah satunya tidak dapat direncanakan dengan baik
maka akan berdampak buruk bagl yang lain juga seperti contoh yang dikemukakar di
atas.

Tampaknya dari data tsbel-tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Pemkot
Semarang memang tidak main-main untuk mengatasi bencana di Kota Semarang.
Jumiah anggaran yang dikeluarkan pun sangat besar unfuk Hap kawesan sehngga
sangat disayangkan apabila desgan jumlah anggaran sedemikian besar tidak mampu
memberikan fasifitas pengendall banjir sesuai dengan time schedule vang lelah
ditetapkan.

Pemkot Semarang membangun pelder Kaligawe dengan tujuan agae air hujan
dapat ditampung dalam polder tersebut untuk kemudian dibuang ke Sungai Banjirkanal
Timur, namun sangat disayangksn bahwa proses pembuatan pofder di Kaligawe ini
terhentl karena menurut Ddinas Pekerinan Umum pembuatan polder ini terbeatur
masalah biaya, Masyarakat yang tinggal di sckitar Iokasi pembuatan polder Kaligawe
terkesan agak kecewa dengan terhentinya proses pembuatan polder itu. Pada awal
pembangunan masyarakat sangat antusias menyambut fasilitas pengendali banjir itu,
masyarakat becharap dengan adanys polder di Kaligawe mampu mengurangi frekuensi
banjir di wilayah Kaligawe yang nolabene menjadi kawasan industri di Kota Semarang.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam kriteria efisiensi adalah sumber daya
mantsia sebagat pelaksana kebijakan, Sesual data yang diperoleh dari Badas Kesbang
dan Linmas Kota Semarang, pelaksana kebijakan penanggulangan banjir ini meliputi
Pernkot Semarang, Dinas Pekerjasn Umum Kota Semarang, Badan Kesbong dan
Linmas Kola Semarang, Dinas Sosial Kotz Semarang, Dinas-dinas terkait sertd Bagian
Pemerintahan Kelurahan.

Badan Kesbang dan Linmas sendiri membawahi  Satuan  Pelaksana

Penanggulangan Bencana (Satisk PBY. Tugas daci Satlak PB ini adalah bersiaga 24 jam
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di Posko Hencana Alam sehingga apabila tesjadi bawir pada suate wakty dapat segera
dikebungi dan segera melakukan tindakan penyelamatan. Posko Bencans Alam ini
wriclak di Gedung Pandansran yang juga meosupskan Kantor Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang. Sathk PB yang bersiaga di Poske Bencana Alam terbagi
menjadi 2 shiff vaitu shit perama dimulai pada pukel 7 pagi sampai dengan pukul 7
malam dan shiff kedva dimulal pada pukel 7 malem sampai dengan pukul 7 pagi.
Masing-masing shiff beranpgotakan 15 orang, jumizh yang cukup sedikit untuk
penanganan banjir 4 beberapa tempat, Bapak Ari berpendapat bahws memang jumiah
anggots Satiak PB yang bertugas dalam satu shift sangat sedikit, namun penanganan
bargir tidak banya mengandalkan Satlak PB saja meluinkan bantuan dari Tim SAR dan
tiap-tiap Dines terkait seperti Dinas Kesehotan Kota Semarang yvang menyiapkan
Puskesmas se-Kota Semarang untuk melaksanakan piket posko di lokasi-lokasi yang
dilanda banjir.

Selain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial juga mepurunkan tim medis dan obat-
obatan. Dinas Sesial juga mendirikan posko-poske siaga 24 jam untuk menampung
masyarakat yang terjangkit penyakit akibat banjir. Dinas sosial juga menyediakan
vitamin dan suplemien bagi masyarakat yang membotuhkan karena pada waktu terjadi
banjir dapat dipastikan seluruh masyarakat vang tinggal di dacrah banjir skan terjangkit
penyskit balk i penyakit kulit maupun penyakit yang termasuk dalam kategors parah,
Dalam hal int Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menerjunkan staf-sial
medis yang tersebar di Kofa Semarang, Pemkot menginstruksikan pada masing-masing
Dinas tessebut agar mendirikan posko-posko kesehatan di tiap-tiap daersh yang dilanda
banjir,

Pemkot Semarang juga bekeriasams dengan Tim SAR untuk upaya
penyelamatan dan evakuasi para korban banjir, Masing-masing aparat Kecamatan dan
Kelorahan juga diinstruksikan untuk membants Tim SAR pada sast melakukan
evakuasi korban banjir. Bahkan tidak jarang masyarakat ikut torun tangan untuk
membaniu evakuasi para korban banjir. Dalam hal inl Pemkot Semarang telah
mengerahkan sumber daya manusia yang terbagi dalam Dinas-dinas {erkait untuk ikut

andil dalam penanganan korban banjir di Kota Semarang.
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Dinas fain yang juga sangat berperan dalam penangpultangan banjir adalah Divas
Pekerjaan Umum atau DPU. Dinas inilah vang sejak awal melakukan pembangunan-
pembangunan  fasibitas-fasilitas pengendall banjir. Dapat dikatekan bahwa Dinas
Pekerjsan Uum adalak otak darl semua pembangunan fasilites pengendali banjir mulai
dari pembangunan polder sampal dengan meninggikan jalan atau dataran, Dinas
Pekerjsan Umem dalami melakukan pekeriaannya membangun pengendali baniir
bekerjasama dengan Pemprov lawz Tengeh, Pemkot Semamang, Dinas Perhubungan
serta Dinas Tata Kota,

4.4.3, Kecnkupan {Adequacy)

Pemkot Semarang sangat serivs dalam menangani banjir dan rod di Kota
Semarang. Keseriusan i mular terlihat seiak tahun 1950. Pada bufan Januari tahun
1990 di Kota Semarang terfadi banjir bandang akibat Sungal Kaligarang dan sungai-
sungai lain melvap.  Banjir bandang ini menewaskan kurang lebih 47 orang,
menghancurkan 25 rumah dan mengakibatkan rusaknya 126 rumah, 15 bangunan
fasilitas umum. Sekitar 148 hekiar daerah permukiman di Kota Semarang tergenang air
dengan ketinggian 2 meter selama lebih dari 3 jam.

Melihat keadaan sepertt ini, Pemprov Jawa Tepgah dan Pembot Semarang
mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk melzkukan tedakan pengendalian baniir
besar. Pemerintah Pusat langsung mcngajukan usutan bantuan teknis ke Negara donor,
Pada tahun 1992 1993, Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan
studi rencans induk dan stedi kelayakan terhadep pengembangan sumber air dan
perbaikan drainase daarab permukiman di Kota Semarang dan sekitarnya. Pada tahun
1996, pemerintah mengajvkan usulan agar JICA melskukan studi lanjutan. Usulan
tersebut dipenuhi dengan dibuatnya perencanasn deiail pengendalisn banjir, drafnase
daerab permukiman, serta pézzgemhangan sumber air di Kota Semarang. Pada bulan
Juni sampai September 2005, Japan Bank for International Cooperation (TIBC) selaku
pemberi pinjaman melakukan kajian terhadap proyek-proyek vang akan dilaksanakan.

Proyek penanganan banjir vang dilakukan oleh Pemkot Semarang memang tidak

setengzh-sctengah. Aliran air darl hulu hingga hilir ditangani dengan serivs. 1M bawah
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mi akan dijelaskan fasilites-fasilitos pengendsli banjir yang dibuat oleh Pemkot

Scmarang dan Dinas Pekerjaan Umum:

1. Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timaur.

Pada tahun 1892 Belanda membangun Banjirkanal Baret sebagai salah satu
upaya untuk mengatasi baniir. Belanda membsangun bendungan di dalam Banjirkanal
Barat tersebuit. Nama asli bendungan u adalah Koeimemistuw atsg Bendungan
Kaaiman. Kini, bendungan terscbut dikenal dengan Bendungan Kallsari. Letsk
Bendungan Kalisari ini tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, tepatnya
di sebelah utara rumah sakit. Delapan tahun kemudian tepatnya pade tshon 1900,
Belanda kembali membangun Ranal seperti Basiikanal Barat di wilayah Timur Kota
Semarang. Kanal tersebut dikenal dengan nama Banjirkanal Timur.

Pembangunan Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur ini dimaksudkan untuk
mengendalikan banjir. Kedus kanal tersebut ditungsikan untuk mengalirkan fuapan air
dari kawasan Semarang bagian atas langsung menuju Laut Jawa. Air yang berasal dari
kaki Gunung Ungaran yang mengalic melalu beberapa sungai besar diteruskan ke Laut
Jawa. Sesuai dengan rancangan yang dibuat, fungsi kedua kama! tersebut haoya unfuk
mengendalikan banjir saja, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Banjirkanal
Barat dijadikan lokasi wisata air.

Menurut Mahfudz All selako Wakil Walikota Semarang (dikutip dari website
Bappenas tanggal 16 Februari 2009), Sungai Banjirkanal Barat inl memiliki sejumiah
keungguian. Banjirkanal ini memtliki luasan penampang yang memadai. Lebarnya
mencapat 30 meter dengan kedalaman vang cukup untuk diarungi perabu. Alr yang
mengalir 4t Banjirkanal Barat juga relatif Iebih jernih don tidak berbag jika
dibandingkan dengan Kali Semarang. Pada perkembengannya, Banjirkanal Barat tidak
sesual dengan  rencapa awal. Terjadinys sedimentasi ateu pengerasan fanah
mengakibatkan kedalaman Banjirkanal Barat menjadi berkurang. Hal ini akan sangat
bahaya apabila tecjadi banjir bessr maka kapasitas Banjirkanal Barat vang pada awalnya
ditargetkan mampu menampung air dalam debit yang besar maka dengan teriadinya
sedimentast inl debit air vang mampu ditampung menjadi berkurang, Mahfudz All juga

mengemukakan bahwa masyarakat dalam hal i Kurang disiplin seperti contohnya
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membuang sampah dan keberadaan bangunan-bangunan liar di bantaran Banjirkanal
Barat. Mahfudz Al menginstruksikan kepada Pembkot Semarang agar mensriibkan
masyarakat yang wmembusag sampah sembsrangan di Banjirkanal Barat serta
nienertibkan bangunan-bangunan lar di bantaran susgai,

Dinas Pekerisan Umpm melakukan nomalicasi febar aliran Kaligarang dan
Banjirkanal Barat serta membebaskan bantaran sungal. Hasilnya, Banjirkanal Barat
vang sekatang terlihat menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dinas Pekerjaan Umum
melakukan pengerukan dan pelebaran dasar Kaligarang dan  Banjirkanal Barat
sepanjang 9,8 Kilomeber, mulai dari pertemuan Kali Kreo dan Kaligarang hingga muara.
Pemerintah Jepang menyétujui peminjaman dana sebesar 16,3 milyar yen uniuk
normalisasi fisik Banjirkanal Barat dan dimulai pada akhir tahun 2008, normalisasi ini
dijadwalkan selesai pada talun 2012,

Walikota Semarang, Sukawt Sutarip (dikutip dari barian Suara Merdeka tangeal
7 Mei 2007) mengemukakan bahwa program-program yang dicanangkan oleh Pemkot
Semarang dalam rangka normalisasi Banjirkanal Barat adalsh pemantauan sungal vang
sering digunakan warga untuk membuang sampah. Salah satu langkah yasg diambil
adalah pemasangan kamem CCTV di tempst fersembunyi. Dengan sistem itu
diharapkan dapat dilacak orang-orang yang sering membuang sampeh di sungai.
Kamera CCTV ini dapat diganti setiap dua hari sekali.

2. Pembangunan Polder Kota Lama (Poider Tawang) dan Polder Kaligawe,

Air gepangan (roby merupzkan air yang berasal darf pasang air laut dan
menimpa daerah Semarang bagian utura. Rob tersebut teriadi mulai daerab Tanah Mas,
Bandathago, Kuningan, Tawang, Pelabuhan Taniong Emas, Kemilen, H. Kolonsl
Soegiono, Ji. Agus Salim hingga H. Pengkuran Wilayah perkotzan yang semula sman
pun mulai tergenang rob. Di sekitar wilayah Paser Johar, misalnya, genangan air telah
menjadi suaty pemandangan yasg biasa. Salgh satu upava Pemkot dalam mesgatasi
permasalahan rob tersebut adalah dengan cara membangun polder.

Pelder selalu diidentikkan dengan negerl kincir angin yaitu Belanda, dimana

seperempat dari luas wilayahnya berada di bawah permukaan air laut, Pertu diketabu
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bahwa Delanda memiliki lebib dard 3000 pofder vang tersebar di seluruh penjurs negeri.

Sebelum ditemukannya mesin pompsa, kincir angin teiah digunakan univk menaikkan air

dari suntu polder ke polder lain yang lebih tnggt. Pads daerah pofder, air buangan (air

kotor dan aiv hujen) dikempulkan pada suatu badan air {sungai dan situ) yang kemudian
dipompakan ke sungai atav kanal yang langsung bermuara Ke jaut.

Berkaitan dengan aspek ruang, bermacam kemungkinan terjadinya  baniir
(ketinggian, daerah tergenang) darl beragam periode ulang (rerurn period) dikaii untuk
menentukan sistemn pengaliran air dan batas polder. Ada beberapa daerah di badan
sungal vang memang disiapkan untuk digenangi ketika baniir besar {periode yang lebth
lama) melanda. Daersh ini biasanya dimanfastkan untuk fungsi pertanian atau daerah
hifaz. Ketentuan sempadan sungai dan fanggul fuga diterapkan unfuk menjamin tidak
ada bangunan pada daerah tersebut. Kontrol pada pemanfaatan lahan agar sesuai dengan
peruntukkannya sangef ketat, dimwlai dari kelayakan pada saat perifjinan, pengawsasan
rutin hingga penggunaan foro udara Kawasan, Selain dituniang sumber days manusia,
teknologi serta fingnsial, upays penegakan hukum dan peratugan merepskan saish satu
kunci keberhasiian pesangpulangan banjir di Kots Semarang.

Penerapan sistem polder di Kota Semarang perlu memperhatikan beberapa hal
yailu:

1. Pemanfagian lahan di sekitar tanggul harus di kontro! sefetat mongkin, minimal
sepanjang bantarsn sungai dan tanggul kanal barus bebeas dari bangunan dan
permukirnan Har, Daerah int memiliki risiko tertinggi bila tegjadi banjir. Alternatif
pemaniaatannya bisa berupa taman atavpun jalen. Berkait dengan tate ruang secara
umuim, penegakan keienfuan iata ruang seperti taia guna laban {land wse) dan
koefisicn dasar bangunan juga barus benar-benar dilaksanakan, tidak sekedar
menjadi proyek untuk menghabiskan anggaran pemerintah.

2, Ketika semuz air buangan dialirkan ke laut, ancaman baniir dari leut juga periy
diperhatikan. Bukan tdak mungkin gelombang pasang akan membangini kota
mefalul kanal banjir yang ada. Mungkin saja diperiukan pinfu atau gerbang kanal
yang bisa dibuka tutup sewaktu-wakeu,

3. Sistern polder sangst bergantung pada lancarnya saluran air, sungai, kanal seria

kinerja mesin-mesin yang memonmpa air kelvar dari dasrah polder. Aspek perawatan

Urniversitas Indonesis

Kebijakan Pemerintah..., Niken Rahardina, FISIP Ul, 2009




a0

{sumberdaya manusia dan peralatan) perlu mendapat perhatian datam  beniuk
program Kerja dan anggaran.

4. Resapan air hujan perlu {ebil dimaksimalkan melalui daerfa resapan mikro seperti
taman, kolam, perkerasan yang permeabel serta sumur resapan. Prinsipnya adalah
mengurangi buangan air hujan ke sungai dan memperbanyak resapanoya ke dalam
tanah,

Sistem polder digunakas untuk mengeluarkan air dari dataran repdah dan juga
menangkal baniir di wilayah delta dan daerah aliran sungai. Di Indonesia, rencana
penanganan banjir ditetapkan pada level nasional, provinsi serta Kotapraia. Menurut Ir,
Fauzi, MT, Kasi Operasional dan Penicliharaan Pengairan DPU Kota Semarang {dikutip
dari website hity i

3. blogspot.com/2008/07/disfungsi-poldertawans htmi,

tanggal 4 Februari 2{}(}?}, poider merupakan jaringan drainase d1 suaty kawasan, yang
terisolasi atau terlindung dad banjiv dan genangan termasuk akibat patknya rmoka air
laut (reb). Perabangunan palder mempunyai fujuan untuk mencegah svatu daersh dari
banjir dan »pb. Sedangken tojuan dibangunaya sistem pofder Tawang adalzh uniuk
memprotekst air Hmpahan dart uar kawasan dan mengendalikan muka sy dit Kota
Lama. Sebagaimana vang telah diketahui, Kota Lama merupakan suate wilayah cagar
budaya vang meninggalkan banyak bangunan bersejarah, diamtaranya Stasiun Besar
Tawang, Gereja Blenduk dan romah-rumah kuno lainnya. Apabila permasalahan baniie
dan rob tidek segera ditaugani maka dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada
pengurangan jumlah wisatawan.
Beberapa hal positif yang dapat diambil dari pembangunan poefder, yaitu:

1. Memberikan ruang terbuka bagi masyarakat sekitar.
2. Lingkungsn vang semula terkesan kumuh menjadi lebih tertata dan dapat

menghidupkan kemball citra Kota Lama,
3. Berfungst sebagai obyek rekreasi keluarga.
4, Penyedisan alr untuk antisipasi kebakaran dan peayiraman tanaman kota,
Sister polder merupakan upaya struktural penanggulangan banjir yang konsekuensinya
jelas yaitu biays yang sanpgat besar dan memakan waktu vang lama batk uniok

pembehasan tanah, pembanguean fisik serta pengadass dan perawalan masin-mesin dap

peralatan,
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Satn hal yang sanpat disayangkan dari pembangunan pelder Tawang, paider
vang dibangun denpan dana Rp 7 milyar inl belum dapat berfungsi secarg optimal
Apabila teqiadi hujan yang deras pompa-pompa yang ada di pedder seringiali tidak bisa
mengatasi genangan yang timbul, Ha! ini tidak terlepas dari fakior kurangnya numlah
powipa yang tersedia. Jumiah pompa yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan ideal
yang direncanakan. Alr yang masuk ke Polder Tawang jugs berasal dari daerah lain,
seperti dari 1. Pengapon dan Ronggowarsito. Padahal, pada awalaya Polder Tawang
dibuat hanys untuk menampung buangan air darl Kots Lama dan sekitarya,

Pembangunan polder Tawang membawa konsckuens: terhadap pengeluaran
dana Pemerintah vang cukup besar serta membutuhkon waktil yang lama dalam masalah
pembebasan fahan, pembangunan fisik manpm untok pengadsan dag perawaten mesin-
mesin dan peralatan, Komponen dasi sistern pofder terdiri dari tanggul, pinta air,
saluran, kolektor, pompa air dan kolam refensi, Menurut warge sekitar vang tidak
bersedia disebutkan mamanya, keberadaan Polder Tawang mampu menguraagi tinggi
dan luas genangan 1ob. Polder tersebut dapat mepampung 39.000 m® air,

Pengelolaan sistem polder memeriukan penanganan yang cukup sulit terutama
dalam menjaga kebersiban dan pemanfaatan kelam retensi sebaik-baiknya. Berdasarkan
keterangan Diana, staf Dinas Periamanan dan Pemakaman, polder dibersihkan setiap
semingen sekali, Dinas Pertamanan melskukan penyedotan supaya kotoran-kKotoran
yang mengendap di dasar polder dapat terangkat. Tapaman-tanaman di sekeliling polder
juga disiram. Hal ini diharspkan dapat lebih memperindah polder Tawang.

Sistemt  polder dapat dioptimalkan dengan adanya pemasangan tanggui
pengaman  untuk kawasan rendah dan mengembangkan drafnase di perkotaan.
Fungsinya untuk mengurangi kawasan banfir akibat genangan air. Polder Tawang tidak
dapat mengatasi basjir dan rob secara menyelurub. Pempa-pompa air yang tersedia i
Polder Tawang jumlahnya tidak mencukupl. Perlu adanya nomalisast saluran dan
penambahan kapasitas pompa pada sejumiah lokasi yang rawan banjir dan rob.

Pemkot Semarang juga melakukan pembangunan polder lain vang terletak di
Jalan Kaligawe. Sebagaimana “diketshui, Jalan Kaligawe merupakan urat nadi
perekonomian di Kota Semarang karena di Jalan Kaligawe terdapat LIK {Lingkungan

Industri Kecil) yaity suatu kawasan industrt dimans terdapat banyak pabrik, Jalan
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Kahigawe juga merupakan jalan vang mengbubungkan Kota Sensaraug dongan Kot
Surabaya. Setiap musim penghujan tiba, Jakas Kaligawe dan sekitarnya tdak pernah
aman dati banjir, Salah satw lokasi yang selaly lerendam banjir yaitu Pasar Waru vang
terletak di Kelurahan Kaligawe. Para pedagang di Pasar Wars i mengeloh
dagangannya tidak laku akibat banjir. Selain Pasar Waru, banjir juga tedadi di jalan
masek menuviu rumah susun sederhana sewa {usunawa) Kaligawe yang seal mi masih
dalam tahap penyelesaisn,

Gambar 4.9
Pompa Alr di Polder Tawang

Atas dasar Hulsh, pads tahun 2008 Pemiot Semarang merencanaian
pembangunan kolam refensi atau polder di kawasan Kaligpawe. Polder ini dibangun
pada sist barat Pasar Wara dan akhir tahun 2008 sudah dalam tahap pengerukan, Luas
polder Kaligawe ini sckitar 5.000 m® dengan kedalaman 3,5 - 4 meter. Dana APBN
yang dialokasikan untuk pembangunan polder Kaligawe ini sebesar Rp 3,5 milyar,
sementara  diperkirakan dang untuk pembuatan polder ini sebesar Rp § milvar,

Kekwrangan dana diambil daci APBD sebesar Rp 1,5 milyar. Berdasarkan keterangan
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dart Keswo, Saf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemkot Semarang vang juga
merupakan warga Gemuk, Kaligawe (hasit wawancars tanggal 23 Januart 2009
Kantor Pemkot Semarang), pembangunan polder Kaligawe terancam tidak dilanjutkan
karens sampai awal tahun 2009 tidak ada tanda-tanda progress pembangunan polder.
Menurutnya, keberadoan polder di Kaligawe sangat penting untuk menampung air
banjir di daerah Pasar Waru dan rusunawa. Dengan adanya polder ini air banjir akan

lebih cepat surut.

3. Meninggikan Dasrah yang Rawan Banjir

Fasifitas lain vang disediakan Pemkot Semarang untuk mengatasi banjir dan rob
adalzsh meninggiken daerah yvang rawan banjir. Program ini sudah dilaksanakan di
Simpang Lima, Kota Lams, Jalan Kaligawe dao Semarang Timur, namun program ini
pun tidak mampo mengatasi banjir di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada waktu
hujan deras, dacrah-daerah seperti Simpang Lima, Kota Lama dan Kaligawe tstap
banjir. Menurut keterangan dari Bapak Nasril, Dinas Pekerjaan Umum, setiap tahun
permukean tangh jte mengaiami penurunan sekitar kurang lebih 20 em sehingga apabiia
tanshnyva ditinggikan tetap saja akan fergenang di tahun berikutnva. Di bawab ini

merupakan petd lokasi-lokasi pepyrunan tanah yang terjadi di Kota Semarang:

Gambuar 4.19

QN WLALTA AR
TRTERM O BT
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Kekurangan lain dari meninggikan dataran adalah daerah yang tidak ditinggikan
datarannya yang berada di sckitar area yang ditinggikan akan mengalami kebanjiran.
Secara otomatis air akan menggenangi daerah yang rendah. Kondisi ini sangat
merugikan penduduk yang tinggal di daerah rendah. Menurut keterangan dari Ibu
Hartami, warga Kampung Purwosari (hasil wawancara tanggal 24 Januari 2009 melalui
telepon), Pemkot Semarang sudah meninggikan jalan di daerah Purwosari, bahkan jalan
di perkampungannya pun sudah dipasang paving block, namun setiap hujan deras bisa
dipastikan kampungnya dilanda banjir. Ibu Hartami juga mengatakan selama 25 tahun
tingpal di Kampung Purwosari, sudah 5 kali lantai rumahnya ditinggikan. Pada banjir
tahun 2007, air yang masuk ke rumahnya setinggi 80 cm. Hal ini menurutnya sudah
mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang setiap kali banjir

dan air masuk rumah dapat dipastikan air yang menggenang setinggi 1 meter.

4. Pemasangan Paving Block dan Penanaman Pohon

Tujuan dari pemasangan paving block adalah supaya air dapat meresap ke dalam
tanah dan tidak mengalami runoff Tanah yang dipasang paving block juga akan lebih
kuat. Sebagaimana diketahui, jalanan di Kota Semarang terutama di Kota Lama dan
Jalan Kaligawe sempat mengalami kerusakan parah akibat banjir. Jalanan menjadi
bergelombang dan berlubang dimana-mana. Pemkot Semarang memutuskan untuk
memasang paving block di daerah-daerah tersebut.

Program penanaman pohon juga dilakukan oleh Pemkot Semarang. Pemkot
Semarang menamainya Gerakan Sejuta Pohon. Tujuan dari penanaman pohon ini adalah
memperbanyak resapan air. Diharapkan penanaman pohon ini dapat memberikan
kontribusi positif dalam meresapkan air. Khusus untuk Kota Semarang, Pemkot
Semarang menyediakan bibit sebanyak 1.036.500 batang terdiri atas pohon buah-
buahan dan kayu-kayuan.

Selain itu, Pemkot Semarang juga melakukan Gerakan Perempuan Tanam dan
Pelihara Pohon (GPT PP). Penanaman ini dilakukan di daerah Tembalang dengan
jumlah bibit 5.000 batang, dari jumlah tesebut 1.500 batang ditanam oleh Gabungan
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Organisasi Wanita (GOW) dan 3.500 batang leinnya ditsaam oleh para Prajurit TNL
Pemikot Semarang juga melakukaa penanaman mangrove di sepaniang pantai di Kota

Semarang. Sebanyak 853 ribu bibit mangrove disiapkan oleh Pemkot Semarang,

5. Penanmbahan Pompa Air

Pemkot Semarang bekeriasama dengan Dinas Pekerjaan Umum menyediakan 58
pompa air yang terdapat di 25 stasiun pompa untuk mengatasi genangan baniir dan rob,
Dari jumlah tersebut di atas 35 pompa di antaganya terdapat di Kecamatan Semarang
Utara yang merupakan daerab langganan banjir dan rob. Menurut keterangan Bapak
Fauzi, Kasubdin Pengairan DPU Kota Semarang, pompa-porapa air ini memiliki
kapasitas sedot rata-rata mencapai 25 ribu liter pey detik, Pompanisasi merupshan salah
satu program yang bertujuan untuk mengurangl genangan air di daerah vawan banjic dan
Tob.

Pada awal tabhun 2009, Pemkot Semarmng menjanjikan penambahan 4 pompa
vang terdiri dari | pompa dengan kapasitas sedot besar vaitu 35 ribu liter per detik yang
diletakkan di Panggung Lor, Semarang Utara serta 3 pompa berkapasiias sedot masing-
masing 1.800 liter per detik yang ditambahkan di stashun pompa Pasar Wary,
Kecamatan Gayam Sari,

Sampat dengan tzshun 2008, DPU mencatar setidaknya ada 24 stasiun pompa
baniir yaitu:

I. Kawasan Semarang Barat : 2 pompa {rencana).
2. Kawasan Semarang Tengah : 21 pompa,
3. Kawasan Semarang Timar : 1 pompa.

Srashun pompa vang terletak di Boomlama 1V dan Johar IV rusak sehingge
penanganannya memang Hdak dapat seoptimal muingkin Untuk dapat melakekan
penanganan banjir secara komprehensif jumlah pompa tersebut di atas sangatlah kurang
mengingat lokasi yang terkena banjir dan rob di Kota Semarang sifatnya meayeluruh.
Sesual data vang dimiliki DPU, kawasan rawan banjir di Kota Semarang seluas 8,773
hektar, sedangkan dasrah yang rawan rob seluas 3.400 hektar,

Kinerja stasiun pompa yang fersedia d¢i Kota Semarsng belum dapat

mempercepat surutnya genangan banjir yang semakin meloas. Hal fni dilcarenakan air di
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hulu dan di bilir sunga ketinggiannys sudah smma. Alr lebih cepat mencnppelamkan
berbagal kawasan kota. Meskipun 24 jam dioperasikan, kemampuan sedol air telap
tidak dapat mengatasi banjir dengan wilayah vang luas. Penpgoperasian pompa yang
ferus-menerus menjadikan mesin pompa panas dan akibatnya mesin cepat russk
Keseluruhan pompa air yang dimiliki Kota Semarang memifiki kemampuan sedot air
schanyak 20.000 liter per detik. Menurut Gatot, salah seorang warga yang tinggal di
dekat Stasiun Pompa Boemlama, seperti dikutip dari harian Svara Merdekz, 11 Februari
2608, pompa yang sudah dihidupkan 24 jam saja tidak mampu mengatasi banjir di
wilayah tersebut,

Stastun Kereta apt Tawang dalam menghadapt rob hanys mengandalkan 3
pompa air yang dimilikinya, namun ternyata hanya 2 pomps yang dapat difungsikan.
Menurat keterangan Kepala Stasiun Tawang Semarang, Rahadi Suprapio, seperti
dikutip darl website Antara, 2 Juni 2007, sudah tidak ada cara fain yang dapat dilakukan
untuk menghindari genangan rob karena letak stasiun memang lebih rendah dari saluran
air yang ada di depanpya. Menuanninya, sejak tahun 1990 bagian datamn stasiun termasuk
peron pemberangkatan penumpang telah ditinggikan hingga 80 om. Di bawah ini adalah
peta pompanisasi yang ada di Kota Sensnang
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Gambar 4,11

PETA POMPANISASI KOTA SEMARANG
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2608 .
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Tabel 4.10
Daftar Pompa Baujir di Xota Semarang dan Rincian Biaya Operasional

43

Kawasan Semarasng

t figga“g 6.000 ‘“ﬁtﬁ;“’“’ §1. Barito z.zoo.oz}tzdﬁ 435.000.000 | 152.000.000 | Operasional
2 | K Kebo 26 Axial ?ii;:f:;n m*{’ﬁ‘}jﬁg 60.000,000 |  6.500.000 | Operasional
3 | candi 50|  Axial 5. Manggis mﬁe&eg 170.000000 | 6.000.000 | Operasional
£ t Bulu 31000 Serow Pump { JIL Kokresono 450'@%‘62 156.500.000 TA000.600 | Oporasional
s %i i Axial 31, Banudews, 296,0&(}.{}3 75.006.880 | Operasional
6 | Kaii Asin 230 | Serew Pump | 1 Hasanadin | 720001 70000000 | 6500000 | Operasional
7 | Kol Sugteonc 00 | Axial | 31 Agus Salim 200'9%@3 7500000 | Operasional
8 g:;ﬁ:; 1200 § Mixed Fiow | Sedompyoog 540‘009‘03 FRO00.600 | 30580800 | Qpecasional
g | Bandarhario 1000 | Submersible Lagal 21360009 | 162.091.000 | 12.000.000 | Operasional
0 %ﬁﬁf”a’i" 600 | Submersible | Bandwharja | 2100 000 | 600.000.000 |  15.000.000 | Oparasiomal
11 | Kali Baru 3000 | Submersible Sleko 600000081 175.000.000 | 77.000.000 | Operasional
Kawasan Semarang Timur

b | Tengaang 250 | Submersible | “moeB | ES090001 500000 | 6.500.000 | Operasional
2 | Gebongsari 1000 | Submersible | LI Katigawe | 1947001 15000.000 | 6506000 | Operasionat
3 i K Pacar 1000 | Submersible | M. Kaligawe 2"325"06%3 15.00.000 £.580.600 | Operasivoat

Sumbgr: Dings Fekerjaan Umum Kota Semarang, 3667

Dari whel di atas dapat dilihat bahwa biaya vang diperlukan wniuk

operasionalisssi pompa air sangatlah besar. Suvatu kebijakan yang direncanakan tanpa

adanya anggaran yang memadai juga tidak akan berjalan” dengan baik. Untuk

pengnganan banjir sesara menyelurub sudah pasti diperlukan anggaran yang tidak
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sedikit, pamun paling tidak Pemkat Semarang sudah menunjukkan kesceriusannya dalam

mengatast haniir di Kota Semaeang,

4.4.4, Perataan

Dalam kriteria perataan ini dibahas mengenai  pendisteibusian  anggaran
penanggulangan baniir. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana menjelasken bahwa khusus  anggaran
penanggulangan bencana pada saal tanggap darurat dialokasikan oleh Pemerintah dalam
APBN segangkan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana siap pakal dalam
APED. Untuk menghindari teradinya kesplahan dan  penyimpangan  dalam
pelaksansannya, Kegialan penyuSunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan
bencana harus  dilaporkan dan  dipertanggungiswabkan  sesual  dengan  prinsip
akuntabilitas dan ransparansi. Kegiaten pengawasannye dilzkulkan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penangsulangan Bencana (BNPB) dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)L

Pendistribusian anggaran atay alokasi anggaran kepada masing-masing Dinas
terkalt tentu saja berbeda-beda tergantung dengan jenis program yang dilaksanakan
seperti contoh Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan polder,
normalisasi banjirkanal serta perbaikan dan penmambahan pompa-pompa air melalui
DPU, tentu sala anggaran vang dialokasikan melalui DPU ini berbeda dengas anggaran
yang dialokasikan melalui Badan Kesbang dap L.inmas Kota Semarang karena tingkat
dan jenis program yang dilaksanakan berbeda.

Sesual dengan apa yang dikatakan oleh Iha Rustriningsih, Wakil Gubemur Jaws
Tengah (Acara Kabar Petang TVQOne, Selasa, {0 Februari 2009} anggaran vang
dialokasikan untuk penanganan banyir masih dianggap belum mencukupi, maks maafaat
yang dirasakan oleh masyarakat tisap kawasan di Kotz Semarang vang terkena banjir
tentu saja berbeda. Menurut Muhardani, Staf Bea Cukai yang berkantor di Puri
Anjasmore (hasil wawancara tanggal 5 Februari 2009 melsiul ¥ahoo Messengers),
fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemkot Semarang untuk mengatasi banjir dan tob di
wilayahnya tidak ada gunanya. Saat ditanyalan apa saja vang telah dilakukan Pemkot

Semarang unfuk mengatasi bagjic di wilayahnya, Muhardanl mengatakan Pemkot
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Semarang menyediakan pompa-pompa aic yang fungsinga menyedot air rob, namun
walaupun sudal ada beberapa pompa tetap saja terjadi rob pada wakiu sore, Laia halnya
dengan vang disampaikan oleh Ibu Hartam, warga Kampung Purwosart (hasil
wawancara tanggal 24 Januari 2009 melslui glepon). Ibu Hardami mienpatakan baliwa
Pemkot sudah meninggikan jalan di perkampungannya dan menyediakan pompa-pompa
air. Sejauh ini, fasilitas-fasilitas tersebutl mampu meogurangi volume banjir dan rob di
wilayah tersebut.

Dalam menghadapi banjir, Pemkot Semarang sudah memperstapkan segalanya
termasuk bantuan vang akan diberkan kepada masyarakat yang tingpal di daerah banjir,
Berdasarkan keterangan dari Bapak Ari Djoko Santoso, selaku Kabid Kesiagaan Badan
Kesbang dan Linmas Kota Semenng tehun 2008 (hastl wawancara tanggal 23 Januari
2009 melalui telepon), Pemkot Semarang menyediakan 5 perabu karet yang siap pakai
dan diletakkan di Poske Penanganan Bencana, tepataya di Kauntor Badan Kesbang dan
Linmas. Saat ditanya apakah jurmhb perabu karet tersebut meacukopi untuk penanganan
banjir di beberapa tempat, Bapak Ari mensjawab jelas tdak mencukupi, namus dalam
pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban banjir, Badan Kesbang dan Linmas
Kota Semarang bekerjasama dengan SARNAS, SARDA serta PMIL Tim-tim tersebut
memiliki peralatan-peralatan penanganan banjic yang sama lengkapnya dengan Badan
Kesbang dan Linmas. Time-tim itu meditikan posko 24 jam 4i magsing-masing titik
rawan banjir. |

Gambar 4,12
Peraha Karet di Posko Penanganan Bencana
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Pemkol Semuarang juga menycdiakaa bantuan fogistik untuk tiap-tiap kecamatan S

vang dacrahinya weeendrm banjir, Pernkot Semarang mengsluarkan kebijakan untuk

membangun  lumbung-lumbung di setiap Kecamatan yang ditunjuk sehagai tempat
penvimpanan logistik, Bantuan fogistik vany swdait masik ke lumbung kesmudian oleh Tr—
Pemkot Semarang diserahikan penggunaannya oleh Kelurahan masing-masing. Blasanya

tiap Kelurahan mendirikan dapur umuom. Kesamatan yang ditingjuk ada 7 yaiug

N s ok W e

Kecamatan Semarang Utara,
Kecamatan Tugu,
Kecamatan Ngaliyaa.
Kecamatan Tembalang.
Kecamatan Genuk,
Kecamatan Gavamsari.

Kecamatan Pedurangan,

Selain jogistik vang dikirim ke tiap Kecamatan tersebut, Pemkot Semarang juga
menyimpan sejumlah logistik di Gudang Daepot Logistik (Daolog). Di bawah ini

merupakan tabel jenis bankuan logistik yang disimpan di gudang Dolog:

Tahel 4.11
Jenis Bantuan Logistik Bencana

1 Beras 106 ton
2§ Mie nstan 175 dos
3 Muryak goreng 30 dos
4 } Kecap 25 dos
5 Sacs 25 dos
& | Air mineral 46 dos

Sumber: Badan Keshang dan Linmas Kota Semararg, 2068
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Menurut kecrangan fbu Hartami, bantuan yang diberikan berupa nasi bungkus,
mse instan serta air bersih, Bantean ini disalurkan melalui Kelurahan setempat.
Sedangkan untuk bantuan berupa uang, Pemkot Semarang memberikan santunan Rp
3.000.6060,00 - Rp 3.000.000,00 per KK di tiap Kelurshan, Di bawab ini merupakan

rincian bantuan logistik yang diberikan Pembcot Semarang kepada tiap-tiap Kecamatan:

Tabel 4,12
Rincian Bantoan Logistik

i 1I-Apr-08 300 kg beras Kecaratan Gayanisarl
2 [1-Apr-08 504 kg beras Kecamatan Tuga
3 i-Apr-08 - 500 kg beras Kecamatan Genuk
4 11-Apr-08 500 kg beras Kecamatan Pedurungan
265 mi instan Kecamatan Semarang
y LAp-0d 2.840 kg beras Uiara
20 dos mi instan
15 dos air
mineral
- Kecamatan Genuk (untuk
6 £5-Agust-03 2 dos minyak stok antisipasi bcnf:ana)
gareng
2 dos kecap
2 dos sa0s
20 dos mi instan
2 dos minyak
goreng
2 dos kocap
13 dos &y Kegamatan Semarang
7 26-Agust-08 mineral Utara (untuk stok
43 stel seragam andisipast bencana)
sekolah
625 buku sekoiah
3 dos 5u08
2 kwintal beras

Swmber: Badan Kesbang dan Linmas Kora Semarang, 2008
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Jadi, berdassrikan dat yang disajikan i alas, dapat dilihat bahwa Peimkot
Semarang telah menyalurken bantuan balk berupa uang waopun fogistik. Bentuk
bantuan logistik untuk tiap Kecamatan sama, namun psalah yang disalurkan berbeda-
beda tergantung jumlah KX di tiap Kecamatan,

Bantuan yang dibertkan tidak hanya uang dan logistik saja, bantuan juga berupa
bantuan kesehatan. Pada saat terjadi banjir penyakit banyak menghingeapi masyarakat
yang tinggal di dacrah rawan banjir tersebut. Penyakit itu bisa berupa diare, penyakit
kulit, babkan ada pola yang terjiangkit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), Dalam
hal ini, Dinas Kesehatan Kots Semarang menerjunkan “satuan gerak cepat” nya ke tiap-
tlap Kecamatan. Tim ini membawa perafatan kesehatan, obat-obatan serta mendirikan
posks keschatan yang berjaga 24 jam di fokasi banjir.

4.4.5. Responsivitas

Terjadinya banjir menimbulken reaksi yang berbeda-boda dari tiap warga
masyarakat. Namun, semua reakst ity pada intinya mengarah pada Pemkot Semarang
agar segera menuntaskan masalah banjir ini. Terdesak oleh kritikan masyarakat tersebut
Pemkot Semarang mengupayakan fasilitas-fasifitas seperti penambahan pompa air di
beberapa stashun pompa, membangun polder, dan lain-lain. Pada kenyataannya, semua
fasilitas pengendali banjir yang disediskan Pemkot Semaranpg it belum mampu
mengatasi ban]ir secara menyeluroh,

Respon masyarakat mengenai kebiiskan vang diambil Pemkot Semarang dalam
mengatasi banjir pun beragam. Menurut keterangan Keswa, staf Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Kota Semarang vang juga merupskan warga Genuk, Kaligawe (hasil
wawancara tanggal 23 Janoari 2009 di Kantor Pemkot Semarang), sclama 6 tahun
tinggal di Genuk baru 2 kali mengalami banjir, Banjir yang terjadi di daerabnya tidak
sampai rnasuk rumah. Banjir hanya menggenangi akses jafan menuju ke perumahannya.
Hai ini menurut Keswo cukup menggangge karepa pada ssat akan beraktivitas
perjalanan menjadi kebih lama karena harus memutar mencar] jalan vang tidak
tergenang. Air yang menggenang ini hanya berlangsung | hari saje. Permukinman yang

menjadi tempat tinggalnya merupakan permukiman barg jadi saluran air belum tertats
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dengan baik. Pemkol Semerang sudab membuat saluran aiv untuk mempercepat
surntnya air, dao sejak ada saluran ini banysk kemajuan yang divasaken olch warga
sekitar. Keswoe juga menjelaskan bahwa Pemkol Semarang membangun polder di
Kaligawe namun pembanpgunannya berhenti, Ketika ditanya apakah kalau polder
tersebut selesai dibangun dapat mengatasi banjiv di wilavah Genuk, Keswo mengatakan
bisa mengurangl bonjir bukan mengatasi. Jadi, menurut Keswo polder ilu hanya
mengurangi baniir bukan mengatasi banjir.

Sampai 1ahun 2008 terminal Terboyo, Kaligawe masih banjir padahal jalanan di
Kaligawe sudah ditinggikan. Warga di dekat Terminal Terboyo sering melskukan akst
protes kepada Pemkot Semarang, oleh Pemkot Semarang ditanggapi, namun Keswo
menambabkan bahwa bal il terbentur oleh masalah pembebasan lshan, Pemkot
Semarang merencanakan akan membangun saluran air di dekat terminal namun ternyata
fahan i milik orang lain. Pemkot Scrmarang jugs telah meninggikan jalan di wilayah
sekitar Kaligawe, relokast wargs ke rusunswa yang terletak di Kaligawe akan segera
terlaksana pada tahun 2002 Menurut Keswo, semua upaya Pembot Senarang dalam
menangani banjir di wilayahnya cukup efektif mamun tidak rmengatasi banjir secara
komprehensif.

Lain lagt dengan penutiran Iba Hartami, warga Kampung Purwosari /47 (hasil
wawancara tanggal 24 Januari 2609 melelui telepon), Ibu yang sudah 25 tahun tinggal
di daersh tersebut mengatakan rumahnys selalu kebanjiran. Apabila banjir datang, alr
vang masuk ke dalam memah setinggl piotu. Pemkot Semarang sudah meninggikan
jalanan di wilayah tersebut, jalanan di perkampungannyva pun sudah dipasang paving
block bahkan sudah ada penambahan pompa air di stasiun pompa terdekat. Memang
hagilnya masit tetap banjir pamun Ibu Hartami mengatakan bahwa usaha Pemkot
Sernarang tergolong berhasil dalam menangani banjir di wilayahnya karena air yang
masuk ke mmé&z tidak sefinggl tahun-tahun sebelomaya. Terakhir pada tahua 2007, air
yang masuk ke rumahnya setinggl 80 cm. Hal ini menurutnya sudah merupakan
kemajuan. Bantuan yang diberikan dari Pemkot Semarang berupa nasi bungkus, mi
instan, serta air bersih. Bantuan ini dibagikan secara merata oleh Kelurahan setempat.
Sebulan sekali ada petugas dari Pemkot Semarang yang melakukan survey ke Kampung

Parwosari untuk memastikan sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir.

Lirdiversitas Indonesia

Kebijakan Pemerintah..., Niken Rahardina, FISIP Ul, 2009



Respon yang beriolak belakang disarapaikan oleh Bapak Muhardani, pegawai
Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukal Kota Semarang (hasi! wawaneara tangeal § Februari
2009 melahul Yohoo Messengers), iokasi Kantornya yang berada di dekat laut selalu
didatangl rob setiap sore harinya, Menurutnya, usaha yang dilakukan oleh Pemkot
Semarang  di wilavahaya belum  maksimal walaupun Pemkot Semarang  sudah
menyediakan penvedot air namun daya sedotnya kesil sehingga rob dapat diatasi pada
pagi sampai slang hari sedangkan sore harinya rob datang lagl. Memang untuk oesin
penyedot air biaya operasionalnya sangat besar. Pemkof Semarang cenderung
meayalahkan fakior alam dalam hal ini, namun apabila Hdak ada yang merusak alam
tentunya alam juga tidak skan “marah”. Tanggul yang ady di tepi pantal pun
ketinggiannya tidak meacukupi untuk menghalang air laut yang naik ke daratan. Pohon
bakau yang berfungst sebagaij {ilter dan penahan air suclah dibabat oleh Pemerintah vang
mengakibatikan tepi pantai menjadi gundul. Mubardani juga menjelaskan bahwa di
sepaniang jalan aferi sudah mulal dilikuken pembangunan fisik basgunan vang
merajakela. Hal ini mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga rob
menjadi lama surutnya. Ketika ditanya mengapa Pemkot Semarang membiarkan ada
bangunan-bangunan didirikan di sekifar pelabuhan, Muhardani menjawab secarz
normatif dengan semakin pesatnva pertumbuhen ckonomi dan menunjang kegiatan
perekonomian maka perle dibangun fakor-faktor penunjang kegiatan perckonomian
tersebut, salah salunya pabrik stan basgunan-bangunan di wilayah pelabuhan. Mengena
masalzh bangir, Mohardani mengatakan ada memang sebagian deerah yang banjimya
teratasi namun schagian besar fainnya sama sekali fidak teratast. Menurutnya kebijakan
Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir masuk ke dalam kategori gagal namun hal ini
tidak bisa menyalahkan Pemkot Semarang 100 persen sehingpga memang harus dibentuk

saty badan tersendirl yang khusus menangani banjir dan rob.
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Gambar 4.13
Peta Genangun Rob dan Baujir di Kota Bemarang
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4.4.6, Kctepatan

Suatu kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul.
Permasalahan yang dihadapi Kotz Semarang adalah banjir dan rob yang mana
memerlukan penanganan secara komprehensif atas menyeluruh. Sudsh cukup banpyak
figur pemimpin Kota Semarang namun behim 2dd satu pun vang berhasil menangani
baniir menahun di Kota Semarang. Pemkot Semarang sudah menyedizkan fagilitas-
fasilitas pengendali banjir, namun kenyataannyz banjic dan rob masih melands Kota
Semarang. Pendupat yang berbeda-beda dikemukakan oleh Pgiabat Pemkot Semarang
maupun dari masyarakat,

Bapak Art Dioko Santosa dari Badan Keshang dan Linmas Kota Semarang dan
Bapak Nasril dari DPU berpendapat bahwa kebijakan Pemkol Semarang dalam
mengatasi banjir di Kota Semarang éudah berhasil, namun keberhasilan ini banya di
ferapat-tempat  tertenty, Bapak Ari menambahkan keberhasilan ini dilihat darni
ketinggian banjir, untuk tahun 2008 banjir yang paling tinggi vaitu 60 cm. Pendapat
tersebut dibenarkan oleh Wakil QGubernur Jawa Tengah, Ibu Rustriningsih vang
mengemukakan bahwa penanganan banjir di Kota Semarang tidak komprehensif

sehingga sebagian besar dacrah Dbelum teratasi banjirnya. Jadi, pada dasamya
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penanganan banjir di Kofa Semarang masih bersifat parsiaf atau dengan kata lain hanya
wilavah-wilayah wrienw vang dapat diatasi.

Maninal yaug dirasakan oleh masyarakat pun berbeda-beda. Pendapat vang
menyatakan bahwa kebjjakan Pemkot Semarang dalam mengatasi banjic di Semarang
gagal total dikemukakan oleh Muhardani, pegawai Kanwil Bea Cukai Kota Semarang.
Menurutnya, Pemkot Semarang tidak sungguh-sungguh dalam mengatasi banjir dj Kota
Semarang. Penanganan yang sudah dilakukan sifatnys hanya parsial atau beberapa
bagian saja yang dapat diatasi, itupun hanya menpurangi frekuensi dan ketinggian banjir
dan rob. Hal ini dirasakan oleh Mubardani di wilayah temgpatoya bekerja. ‘Walaupun
Pemkot Semarang sudah menyediakan fasilitas-fasilitas berupa pompa air seda tangpul
namun baniir daw rob tetap saia datang,

Manfaat lain dikemukakan oleh Keswo dan Tbu Hartami, Keduanya tinggal di
daerah Kaligawe yang memang rentan terhadap banjir dan rob. Keduanya berpendapat
babwa kebijakan Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir dan rob di Kota Semarnang
berhasil namun keberhasilan itu menuret mereks hanya dapat dirasakan di wilayahaya
saja. Mereka tidak tahu dengan penanganan banjir di luar dacrahnya, Keberhasilan yang
dirasakan menurat Keswo adalah sebatas benjir vang sudak tidak masuk ke rumeh,
senentara manfast yang dirasakan oleh Tou Hartami dongan adanya kebijakan Pemkot
Semarang untuk menanpani baniir di Kaligawe adalah banjir yang pada tahun-iahun
sehelumnya menggenangi ramahnya sampal ketinggian hampir scatap rumah, pada
tahun 2007 sudah berkurang drastis yaitu menjadi 80 cm. Meeurunnya ketinggian air
banjir pada tahun 2007 ia dirasakan oleh fu Hartami sebagai keberhasilan.

Keberhasitan dan ketepatan kebijakan Pemkot Semarang dalam mengatast banjir
di Kota Semarang dirasakan oleh asyarakat maupun aparat Pemkot Semarang
berbeda-beda. Ari dari berbeda-beda disini adalah pendapat yang dikemukakan oleh
magyarakat tergantung dari wilayah dimana masyarakat tersebut tinggal, Di satu sisi ada
masyarakat vang mengartikan Keberhasilan Pemkot Semarang dalam mengatast banjir
di wilayabnya dilihat dari volume air yang menggenangi rumahnya namun di sisi lain
ada yang mengatakan bahwa kebilakan Pemkot Semarang dalam mengatasi banjir gagal
total walsupun Pemket Semarang teleh menyediakan berbagai fasilitas pengendali

banjir.
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Dart pihak Pemkot Senarang berpeondapat bahwa banjir sudah dapat diatasi di
beberapa bagine namun uniuk mosalah rod memang belum mampu dikendalikan.
Faktor-faktor seperti penurunan tanah liap tahun serta bebas bangunan juga mecupsken
faktor penyebab terjadinya #ob. Bebas bangunan disini beranti bahwa masyarakat bebag
mendirikan bangunan di atas tansh yasg mengakibatkan saluran air terhambal atay
babkan menjadi hilang,

Pemkot Semarang seharasnya bersikap sangat ketat terhadap siapa pun yang
akan mendirikan baogunan gedung, rumah maupun pabrik di atas atau lahan yaag
memang diperuntukkan scbagal daerah rembesan atau serapan air. Apabila Kota
Semarang tidak wmemiliki daerah resspan air yang jumlahnya banyak maka dapat

dipastikan bahwa banjir dan rod akan selalu menghantui Kotz Semarang.
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BAB S
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Perelitian mengenai Kebijakan Pemkot Semarang dalam menangani banjir di
Kota Semarang mempecoleh hasil bahwa impiementasi kebijakan Pembot Semarang
dalam menangani banjir di Kota Semarang belum tepat. Pelaksanaan pengendalian
banjir di Kola Semarang masih terdapat banyak kesalahan. |

Kesalahan yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan Pembkot Semarang dalam
menangani banjir dan rob hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik pengendali
banjir saja sedangkan faktor partisipasi masvarakat dan siakehodder tidak diserizkan
padahal magsyarakat dan siakeholder juga sangat berperan dalam terwujudnya Semarang
yang bebas bamir dan rpb. Kesalohan yang kedua adalah Pemkot Semurang
membiarkan sajs magyarakat mendirikan bangunan dengan seenalinya di lahan-iahan
yang diperuntukkan sebagal resapan air. Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan
gorong-gorang yang berfungsi sebagai resapan air. Sebagal contoh di Kota Lama, masih
banyak sekali bangunan berdiri di atas gorong-gorong atan saluran zir sehingga pada
waktu terjadi hujan deras air tidak dapat mengalir secara maksimal dan menimbulkan
genangan airyang tinggi,

Kesalaban ketipa adalah penangansn baniir vang dilakukan oleh Pembat
Semarang sifatnya parsial atau denpan kata lain hanya beberapa fempat saia veng
banjirnya berhasil ditangani namun di beberapa tempat fainnya banjir tetap saja datang
setiap tahunnya. Dari kesalahan ketiga ini dapat dilihat bahwa Pemkot Semarang beium
memaksimalkan fasilitas-fasilitas pengendali banjir df Kota Semarang. Pemkot
Semarang sudsh geharusnya melgkuken uji kelayakan dan perbatkan-perbaikan untuk
setiap fasilitas pengendali banjir vang tergebar di beberapa lokasi di Kota Semarang.

Kesan yang didapatkan dari kasus banjir di Xota Semarang adalah bahwa
Pemkot Semarang tidak memprioritaskan penanganan banjir int sebagai prioritas wtama,

Pemkot Semarang serius dalam menangani banjir manakala terjadi banjir saja.
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5.2. SARAN

Banjir dan reb di Kota Semarang inasih memungkinkan untuk diatag apabila
Pemkot Semarang telah melaksanakan kebijekan yang diambil dengan benar. Agar
penanggulangan banjir lebibh integratif dan efekaif diperlukan tidak hanya koordinasi i
tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi
masyarakat dan stakeholder lainnya. kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat
fisik, harus diimbangl dengan langkah-langkah noo-fisik, sehingga peran masyarakat
dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai.

D31 samping itu juga diperiukan pengawasan vang ketat dart Pemkot Semarang
kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan di atas lahan-lghan vang
diperuntukkan sebagai daerah resapan air. Dalam hal ini Pemkot Semarang harus tegas
dalam memberlakukan kebijakan mengenai tata kota karena daersh resapan air sangat
diperlukan bagi Kota Semarang dalam mengatast bagnjir dan wob.

Pemkot Semarang juga sebaiknya merencanakan kebutubhan anggaran vang akan
dialokasikan untuk penenggulangan banjir dan rob dengan benar. Anggaran yang besar
memang sengat diperiukan untuk penanganan banjir dan rob secara komprehensif atau
menysluruh. Apabila anggaran yang diturunkan olgh Pamerintak cukup besar dan dapat
dipertanggungjawabkan pengalckasiannya maka dapat dipastikan banjir den rob di
seiurgh wilayah Kets Semarang dapat diatagi,

Saran yang juga dapat diberikan untuk pelaksanzan penanganan banjir yang
lebih baik di Kota Semarang adalsh diharapkan Pembkot Semarang melaksanakan
program tanam pohon fap dua mingge sekali dimulal darl tingkat RT sampai di tingkat
Kota, Pemkot Semarang pemah melsksanakan program “Resik-Resik Kutha” namun
pragram fersebut hanya dilaksanakan scbulan sckali, diharapkan Pemkol Semarang
meiaksanakan program tersebut seminggu sekali. Masyarakat Kota Semarang sudah
seharusnya sadar akan lingkungan, kesadaran akan lingkungan ini diwujudkan dengan
tidak membuang sampab sembarangan, membuat sumpr resapan di tiap rumah,
memperbanyak penghilauan di wilayahnya serta melaksanakan keria bakii tap
senggu sekali,
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PEDOMAN WAWANCARA

Kriteria Evaluasi Kebijakan

i,

Efektifitag
4. Apaisi kebijakan peranggulangan banjir tersebut?
b. Bagaimana penetapan anggaran den berapa besar anggaran yang
digunakan untuk mengatast masalah banjir dan rob di Kota Semarang?
Efistenst
4. Apakah ada batasan wakte dalarm melaksanakan kebijakan penanganan
banjir dan rob di Kota Semarang?
b. Siapa saja vang dilibatkar dalam pelaksanaan kebijakan penanganan
baniir dan rob?

. Kecukupan

a Pasilitas apa saja yang disedizkan oleh Pemkot Semarang dalam
menangani banjir dan rob? Kalau ada, berapa jumishnya?

b. Seberapa besar manfaat fasilitas-fasilitas tersebut mampu mengatasi
banjir dan rob di Kota Semarang?

. Kesamasn

a. Bapaimana manfast yang dirasokan oleh masyarakat yang tingpal di
daerah rawan banjir? Apakah sama?

b. Apa saja bantuan vang diberikan kepada masysrakat vang terkena banjir?
Apakah bantuag tersebut dapat mencukupt kebutuhan hidup mereka?

. Responsivitas

a. Bagaimana respon masyarakat Kota Semarang  terhadap Pamkot
Semarang vang melaksanakan kebijakan penanganan banjir dan rob?
b. Apakah masyarakat ikut menjaga fastlitas-fasilitas yang telah disediakan
pleh Pemkot Semarang?
Ketepatan
a. Benarkah magalah banjir dan rob di Kota Semarang dapat distasi oleh

Pemkot Semarang? Kalau sudah apa salsh satu contohnya?
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Rangkuman hasit wawancara dengan Bapak Ari Diokn Saotoso selaku Kabid
Kesiagaan Badap Kesbang das Linmas Kota Semarang tahun 2008 melalui
Telepon pada tanggal 23 Januari 2009 pukad 18,15 WIB.

+ Untuk kebijakan Pemkot Semarang dalam menangani banjir dan rob di Kota
Semarang, Badan Keshang dan Linmas tidek mengetahui seperti apa bentuk dan isi
dari kebijakan tersebut.

¢ Yang dilibatkan dalam penanganan banjir dan rob di Kota Semarang adalah Dinas
Pekerjaan Umum Kota Scmarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang,
Pinas Scsial, Dinas Keschatan, tim SARNAS, SARDA, PMI Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang memiliki SATLAK PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana) yang bersiaga 24 jam dif Posko BATLAK PB yaity ¢i Kantor Badan
Kesbang dan Linmas Kota Semarang.

+ Pemkot Semarang sudah menyediakan pompa-pompa air di beberapa wilayah Koz
Semarang seperti di Tawang, JI. Kantini, Pemkot Semarang juga menyediakan
polder yang digunskan untuk menasapung air banjir dan rob. Polder ind terletak di
depan Stasiun Tawang dan yang terbaru ada di Jalan Kahigawe. Pemkot juga
menganjurkan kepada setiap masyarakat untuk membuat sumur resapan di setiap
rumah. Untuk masalah sampah, Pemkot sudsh menyediakan jasa pengambil sampah.
Bahkan Pemkot Semarang juga sudah mempersiapkan alat detekst dini yaitu melaka
SMS. Badan Kesbang dan Linmas sendiri sudah menyiapkan beberapa fasilitas
penanggulangan bencana seperti 5 peralu karet, serta poske-pasko bencana di setiap
wilayah yang terkena banjir, Tentu saja jumlah fasilitas yany disediakan oleh Badan
Kesbang dan Linmas sangatiah kurang namun dalam bertugas, Badan Kesbang dan
Linmas dibantu oleh PMI, Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan,

« Untuk masalah baniir sudah dapat distast dengan berkurangaya volume ketinggian
air banjir yaitu 60 cm. Yang sedang dihadapi oleh Kota Semarang saat ini adalah
masalah rob.

» Untuk manifaat tentu saia berbeda~beda, mamun yang pasti Pemkot Semarang sudah )

melakukan upays-upaya sedemikian repa untuk menangani banjir dan rob di Kota
Semarang.
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Pada saat teriadi banjir, Badan Kesbang dan Linmas segera mengirimkan logistik ke
fokasi yang terkena banjir. Bantuan logistik tersebut berupa beras, mi instan, kecap,
sardines, air minaral, dan lain-lain. Badan Kesbang dan Limmas juga mendiriken
iumbung-lumbung penyimpanan fogistik di beberapa temnpat seperti di Kecamatan
Tugu, Tembalang, Gayamsari serta Pedurungas. Untuk bantuan berupa vang, Badan
Kesbang dan Linmas memberikan santunan sebesar Rp 3.000.0600,00 ~ Rp
5.000.000,00 per Kepala Keluarga,

Rata-rata masyarakat Semarang masib behsn bisa vntuk iket menjaga fasilitas-
fasilitas yang ada. Masih sering ditemukan masyarakat yang membuang sampah di
sungai, bahkan di polder Tawang pun ditemukan sampah,

Masalah banjir sebenarnys sudah dapat diatasi oleh Pemkot Semarang, hal ini
terbukti dengan menurunnya volume air banjir yang semula bisa mencapat 1 meter
lebih pada tahun 2003 hanya sebatas 60 om. Masalah yang dihadapi Kota Semarang
saat ini adalah rob. Untuk red mi memang Pemkot Semarang masih kesulitan untuk
meneari solusinya. _
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Rangluman hasil wawancara deagan Ibu Hartami, wargas Kampung Parwosari |

No. 47, Semavrang melalui Telepon pada tanggal 24 Januari 2009 pukal 08.30 WIB.

Daerah Purwosar selalu banfir, selama 25 tahun tinggal di Purwosari rumah selaly
kebanjiran. Pemkot Semarang sudsh melakukan penanganan banpir di daerah ini
berupa meninggikan jalan raya dan jalan-jalan di perkampungannya sudah di poving
block. Pemkot Semarang juga sudsh menyediakan pompa air di Kali Banger.
Dengan adanya pompa air tersebut banjir yang masuk ke daerah Purwosari sudah
lumayan berkurang ketinggiannya, Semula mencapai atap rumah samun pada tzhan
2007 akhir hanya sebatas 80 cm.

Bantuan vang diberikan dari Pemkot Semarang berupa nasi bungkus, 2ir mineral
gerta mi msian Bantuan-bantuan tersebut diambil di Kelurahan, Bantuan vang tidak
ada. Setiap satu bulan sekali ada perwakilan éarih Pemkot Semarang melakukan
survey ke dserah Purwosarl, Survey ini dilakokan untuk melthat fasilitas-fasilitas
yang disediakan Pemkot Semaranp di dagrah Purwosari apakah masih berfungsi
dengan baik atau tidak,

Pemkot Semarang berhasil mengatasi banjir walaupun masih banjir namun

ketinggiannya berkurang.
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Trangkrip Wawancara dengan Bapak Muhardani, Staf Kanwil Ditjen Bea Cukai
Kota Semarang melalui Yahoo Messengers pada tanggal 5 Februari 2009,

@11 2muhardani says: wis monggo aja apa yg kira2 saya bisa bantu

18:11:201 say: bapak Kanlornya dimana?

1812:00mutardant says: Kantor Wilayah Ditien Bea Cukai

18:12:20muhardani says: pinggir faut dik,,

181233 say. hehehehehe berarti keno rob fap har yo pak?

1 12:58muhardant says: belul sekaleese

18:13:08muhardani says: rob liang manakala ada pejabst yg datang

19:13:431 say. kog bisa gilu?

18:21:21muhardant says: biasalah namanya jugs masih banyak birckrat yg ADG
16:22:411 say: Pemkot udah melakukan apa aja di sekitar situ pak supaya menekan
frekuensi rob?

1822 28muhardand saye inl menurat pengamain saya,, belum ada usaha yg maksimal
19:22.83muhardani sgys: padahel gi # ronggowarsito ada kantor kelirahan Tg emas
12807 muhardani says: mungkin mereka {(selaly} beralasan FAKTOR ALAN

1823 Z7muhardani says: tha yen alam nya gek dirusak khan gak ngamuk yva dik
12:23:51 say: Pemkot bikin apa aja disekiier siu pak? apakah penyedo! air ato pompa
aw atc vg lain gitu?

19:24:38muhardant says: kalau penyedot aif ads memang tapi khan operasionalnva
luar binsa

1824 4mubardan says: besar dan banyak sekal

19:26:03muhardani says. apakah akan setiap har disedot terus (hanye) dipindankan
ke sebelahinva saja dan kemudian sore hari “sang pulangga” kemball datang
19:28:24! say: kamaran sih wki saya wiwncr ma orang kesbang linmas smg, beliau juga
bilang bhw yg bary bisa “agak diatasi” itu banjiimya, kalo yg sulit itu rob
19:28:28mubardani says: iha vo kuwi dik, faklor alam yg disalabkan
19:28.42muhardani says: tapi faktor manusiane gak disarot

19:28:501 say: berarti penyedotaya gak ada manfaat ya pak?

18:29:16muhardani says: telp ads tapi sangat kecil sekali pengarshnys
19:29:43mubhardani says: kalo siang begini air agak surut selain disedol juga karena
gaya tarik bumi kali ya

19:28.53muhardani says. begitu sore air robb naik sampat malam

muhardani says: jalan? di ronggowarsito dijamin klelep

19:3%19muhardant says: atau nanti perlu diabadikan gambare

19:30:281 say: ada tanggul gak sih pak di pinggir2 pantainya?

19:30:36muhardani says: kalau di deket pantai...

19:30:44muhardani says: dimanapun itu pasti ada tanggul

18:30:50muhardani says: tapi khan gak bisa maksimal

18:31.08munardani says: tha wang pohon bakau yg berfungsi shg filter dan penatian
air sudah dibabat :

16:34:10) say; aky liat sih langgulnya

14:34. 141 say. tapi minim bt

19:34:281 say: yo istilghe yen ombak 1 meter aja tetep naik
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18:35:08muhardani says: yo begitu dik.yg mambuat parah karena ada nys
pembangunan fisik bangunan vg mersialela

18:235:16muhardani says: sepanjang arteri sekarang penuh dg bangunan

19:35:28! say: arder dibangun apa lagito?

19;35:35muhardani says: yo otomalis air vo gak bisa ngomong msluap kemanad
19:35:47muhardani says: ruko,, pusat bisrds ada juga pergudangan
19:38.58muhardani says: mirip di kelapa gading

19:36:37| say: kenapa pemkot membiarken bangunan2 #u didirkan?
1%:.36:58muhardani says: wah kalo jawaban norrafif mungkin begini....
19:38:02muhardant says: dengan semakin pesatnya pertumbuahan ekonomi dan
menunjang kegiatan perekonomian maka periy dibangun fakior?Z penunjang kegialan
perskenamian tergsebit

19:38:271 say: lqant lernyaia pemkot mengesampinakan keadaan? x tersebut
18:349:22mukiardani says; sbg urg vg berada di luar ya saya gak bisa kasih jawab
19:39:40muhardani says: kaerens bukan domain saya

19.40:05mubardani says: yg jelas ada perbaikan saat ini disekitar pelabuhan utk
kawasan industd tg emas

18:40:18muhardani says: ity perusahasn yg protuknya orisntast ekspor

16:43:281 say: kalo untuk banjir di smg gimana menurut bapak? apskah memang
bener sudah umayan isratasi

19:44:25muhardani says; yoo, . pive ya dik

19:44:42muhardani says: sebagion teralasi memang tapi sebagian babar blas...
19:44:581 say; hapak tinggaloya dimana?

19:45:33muhardani says: aku makium juga dg tugas para aparal isb yg sangat berat
12:45. 01 muhardani says: di . pandeyan lamper 1 No. ¥

15:46:49| say: pandeyan lamper bukannya dulu banjir {uga?

1&:47 . 44muhardani says: gak tuh mbak,, kalo pandeyan lamper mungkin cuma
"BANJIR LORAL"

16:50:181 say: fasilitas? vg disediakan pemkot ulk ngatagin banjir kira2 apa aja @ pak?
19:81:12muhardani savs: kalau fasiitss vg sava tahu yo standard lah
18:8127mubardani says: paling kalsu sdh jadl "bencana® banu turun full team
18:51:58Bmuhardani save, tenda, berahe karel, pelampuriyg dil

19:52:29( gay: jumiabnya memadat ato kurang bt pak?

169:54:02mwshardani says: saha tidak bisa menilai karena fidak bisa melihat realifa
100% tuh

19:54.511 say: oke, terakhir ot pak, menurut bapak kebiiakan pemkot mengatasi banjic
dan rob herhasil, selengah berhasti alo gatot a.k.p gagal tolal77777?

188587 muhardan says: Kalo int saya menilainga masih GATOT ,, tapi gak bisa
menyalahikan kepada PEMEKOT 100%

19:56:161 say: fakior manusia dan alam pngaruh juga kan?

19:66:31mubardani says: karena inl sudah menjadi masaiab inler dep, komplek sekali
dan mesti ada sehush badan (menuntl} saya yg menanganinya

18:56.46muhardani says: kalo itu sangat berpengaruh dunk

18:57:14l say: pak, ads lagi temennya yg punya yim yvg rumahnys kebanjiran gak?
19:88:241 say: oya, punya temen di pemprov gak pak? saya lu pengen punya Koplan
SK normatisasi banjirkanal, 8K pembuatan pelder kofa lama, Poider kaligawe, dif
19:58:30muhardani says: gak ada tuh
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